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ABSTRAK

Hidayat, M. Arief. 2019. Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz
Perspektif Magashid Al-Syari’ah Al-Syatibi. Tesis, Program Studi Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana
Malik Ibrahim. Malang, Jawa Timur. Pembimbing: (1) Dr. H. Zaenul
Mahmudi, MA. (2) Dr. H. Badruddin, M.H.I

Kata kunci: Pernikahan, Niat, Talak, Fatwa, Bin Baz, Magashid al-Syari’ah

Penikahan dalam Islam merupakan ketentuan yang mengikat setiap
muslim. Setiap muslim wajib menyadari bahwa di dalam hukum perkawinan
terkandung nilai-nilai ‘ubudiyah. Oleh sebab itu, pernikahan diistilahkan dalam al-
Qur’an dengan kata “mitsa@gan ghalizhan ” yaitu suatu ikatan atau janji luhur yang
sangatkuat. Menghindari bahaya perzinaan menjadi salah satu alasan untuk
menyegerakan menikah, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini sangat layak untuk
dikaji, yaitu “menikah dengan niat talak”. Secara definisi konkritnya yaitu seorang
pria menikahi wanita dan di dalam hatinya (diniatkan) akan menceraikan wanita
tersebut setelah selesai masa studi atau domisili atau kebutuhannya telah terpenuhi
(selesai). Maksudnya adalah untuk menghindari zina, maka lebih baik menikah
dengan niat talak. Terkait hal ini ketika direlevansikan dengan masa sekarang,
lahirlah beberapa ijtihad maupun fatwa para ulama yang berkompeten sesuai
syari’at, diantaranya adalah Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz. Apakah
nantinya menikah dengan niat talak tersebut sesuai (sah) atau tidak dengan
ketentuan hukum syari’at yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut
bagaimana hukum nikah dengan niat talak ini sesuai hukum Islam dan tentunya
ditinjau melalui teori maqashid syari’ah Imam Syatibi.

Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan
penelitian kepustakaan (librabry research). Dalam hal ini data yang diperoleh
terkait adanya niat talak dalam sebuah pernikahan menurut para ‘ulama dengan
cara menelusuri tulisan-tulisan yang membahas tentang tema ini dari berbagai
sumber, baik media cetak maupun sekunder (ensiklopedia, website dll).

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa sebagian ‘ulama
memang memperbolehkan pernikahan dengan niat talak karena mereka melihat
pernikahan tersebut hanya dari lahiriahnya saja, esensinya pernikahan tersebut
tetaplah sah. Namun menurut peneliti, pernikahan dengan niat talak perlu dikaji
kembali, melihat dan menganalisa baik madharat yang diperoleh dari pada
manfaat yang terkandung di dalamnya sesuai maqashid syari’ah Syatibi. Karena
niat awal pernikahan tersebut terindikasi merugikan pihak wanita yang akan
dinikahi. Selain itu, dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan yang akan
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak jika tidak adanya transparansi tujuan
awal dari akad pernikahan tersebut. Sedangkan tujuan pernikahan adalah
membentuk rumah tangga yang langgeng (abadi), sakinah, mawaddah dan rahmah
sesuai prinsip-prinsip yang termaktub di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.

Vi



ABSTRACT

Hidayat, M. Arief. 2019. Marriage with the intention of divorce according to the
Fatwa Bin Baz Perspective of Magashid Al-Syari'ah Al-Syatibi. Thesis,
Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Postgraduate Program of The Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University, Malang (The East Java). Advisors:
(1) Dr. H. Zaenul Mahmudi, MA. (2) Dr. H. Badruddin, M.H.I

Keywords: Marriage, Intention, Divorce, Fatwa, Bin Baz, Magashid al-Syari’ah.

The marriage at Islamic sharia is a binding provision for every Muslim.
Every Muslim should to realize that the marriage law contains the values of
‘ubudiyah. Therefore, marriage is termed in the holly Qur'an with the word
"mitsagan ghalizhan™ which is a very strong bond or promise.Avoiding the danger
of adultery is one of the reasons for hastening marriage, a phenomenon that has
happened lately is very worthy of study, namely "marriage with divorce
intentions". By definition the concrete is that a man marries a woman and in his
heart (intends) will divorce the woman after the completion of the study period or
domicile or his needs have been met (completed). The intention is to avoid
adultery, then it is better to marry with the intention of divorce. Related to this
matter when it was relevant to the present, a number of ijtihad and fatwas were
born which were competent according to shariah, including Shaykh Abdul Aziz
Bin Abdullah Bin Baz. Will you later marry with the intention of divorce in
accordance (legitimate) or not with applicable Sharia law provisions.

Based on this background the researcher wants to know more about how
the law of marriage with the intention of this divorce is in accordance with Islamic
law and of course it is reviewed through the theory of the Syatibi’s Sharia.

The method used is a qualitative method. Researchers used library research
(librabry research). In this case the data obtained related to the intention of
divorce in a marriage according to the scholars' by tracing the writings discussing
this theme from various sources, both those that have been printed (the books, the
journals etc.) and secondary media (encyclopedias, websites etc.).

The results obtained from the study are that some scholars' indeed allow
marriage with the intention of divorce because they see the marriage only
outwardly, the essence of the marriage remains valid. But according to researchers,
marriage with the intention of divorce needs to be reviewed, seen and analyzed
both the suffering obtained from the benefits contained there in according to the
sharia magashid. Because the initial intention of the marriage is indicated to be
detrimental to the woman to be married. In addition, in the marriage there is an
element of fraud that will cause harm to one party if there is no transparency of
the initial purpose of the marriage contract. While the purpose of marriage is to
establish a lasting (forever), sakinah, mawaddah and rahmah household according
to the principles contained in the holly Qur'an and as-Sunnah.
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“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian yang dengan penuh dengan kerelaan”

[QS. An-Nisa’(4): 4]

(535 g i LRG3 iy 091 )

“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan
mendapatkan sesuai apa yang diniatkan ”

[Sabda Rasulullah SAW., HR. al-Bukhart & Muslim]

2
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“Dosa paling besar di sisi Allah SWT ialah orang yang menikahi wanita
lalu ketika telah menyelesaikan hajatnya dari wanita tersebut, lalu dia
menceraikannya dan pergi dengan membawa maharnya”

[Sabda Nabi SAW., HR. Al-Hakim dishahihkan oleh al-Bukhari & adz-
Dzahabi]

“Jiwa adalah penggerak tubuh, kehendak jiwa menentukan perbuatan dan
tujuan yang akan dicapai”

[Aristoteles, Filsuf Yunani]



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan

Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan

nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional,

atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan

judul buku dalam foot-note maupun daftar pustaka, tetap menggunakan

ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negri

Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic

words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

A. Konsonan

Tidak dilambangkan Dl
\ o=
- 5 L !
< T L d
& Th & (,,) koma menghadap ke atas
z J a Gh
c h — F
. Kh .
@
K D & K
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Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata
maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila
terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,),
berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “¢”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong.
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis

(Y4

, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

(1345
1

dengan “a”, kasrah dengan

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong
A a< Ay
I > Aw
L Lﬁ 57, A
U u> i ba*
2 " L

Vokal (a) panjang A | Misalnya J Menjadi | gala
Vokal (i) panjang I Misalnya g Menjadi qila
Vokal (u) panjang U Misalnya Menjadi Diina

0

Vi



Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”

2

melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhir.

Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) ‘ ‘ ‘ Misalnya Menjadi | gawlun
_5_:_:._:_
Diftong (ay) 'Misalnya Menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak
dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir
tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan.
Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan
atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawariq al-,,ada, bukan khawariqu al-, adati, bukan khawariqul-,, adat;
Inna al-din,,inda Allah al-Islam, bukan Inna al-dina,,inda Allahi al-Islamu, bukan

Innaddina,, indaAllahil-Islamu dan seterusnya.

C. Ta’ marbuthah (3)
Ta*™ marbatah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat tetap

apabila Ta™ marbatah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “h” misalnya Lpd ) menjadi al- risalaz lil al-mudarrisah, atau apabila
berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudaf dan mugdaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat
berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillah. Contoh lain: Sunnah sayyi“ah, nazrah
,,ammah, al-kutub al-mugaddabh, al-kadith al- mawdii “ah, al-maktabah al- misriyah, al-

siyasah al-shar “Tyah dan seterusnya.
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D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut
ini:
i.  Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
ii.  Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
iii.  MasyaAllah kana wama lam yasya’ lam yakun.

iv.  Billahi ‘azza wa jalla.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Fenomena perkawinan dengan niat talak yang mirip dengan nikah mut’ah
semakin banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia maupun di belahan negara
Eropa (Western). Kemiripan antara nikah niat talak dengan nikah mut’ah adalah
keterkaitan keduanya dengan berakhirnya sebuah pernikahan dalam kurun waktu
tertentu. Sehingga kedua pernikahan tersebut terindikasikan memiliki makna
kontrak di dalamnya. Hal semacam ini sangatlah mengkhawatirkan dan
menggelisahkan masyarakat bangsa Indonesia, karena praktik pernikahan
semacam ini tidak ubahnya seperti sebuah prostitusi terselubung, sebuah
perzinahan yang terbungkus dalam bingkai pernikahan sah padahal hanya ingin
mencari kenikmatan biologis saja tanpa menegakkan tanggung jawab sebagai
pasangan suami-istri.

Fenomena nikah dengan model seperti ini, telah banyak dan sering
dilakukan oleh para lelaki asal Timur Tengah yang sedang melakukan beberapa
kegiatan, baik kegiatan resmi ataupun non-resmi seperti liburan di Indonesia.
Bahkan ada kasus seorang perempuan di Bogor telah menikah dengan model
seperti ini beberapa kali dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Praktik kawin kontrak banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan
masyarakat Indonesia, seperti salah satu kasus kawin kontrak atau dikenal dengan
nikah mut’ah yang diberitakan oleh Tribunnews.com yang terjadi di daerah
Bogor (Jawa Barat) yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Susi yang

berumur 18 tahun, Susi diketahui bahwa ia telah melakukan kawin kontrak



sebanyak 11 kali dengan sejumlah pria asal Timur Tengah. Selama Susi
melakukan kawin kontrak ia selalu dibayar dengan jumlah yang variatif, hal itu
tergantung dengan lamanya kontrak. Kalau 10 (sepuluh) hari maka Susi dibayar
sebesar 7 juta rupiah, sedangkan kalau hanya 2 (dua) hari maka ia dibayar sebesar
700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Kawin kontrak yang dilakukan oleh Susi
dengan pria Timur Tengah itu dihadiri oleh seorang penghulu palsu yang hanya
dibayar 250 ribu rupiah dan ditambah dengan saksi maka sahlah perkawinan
tersebut bagi pria Timur Tengah tersebut.’

Selain itu, Camat daerah setempat juga telah menceritakan bahwa pihak
yang berwajib telah meringkus 7 perempuan yang bisa diajak nikah dengan akad
yang berindikasikan kontrak di dalamnya. Para perempuan tersebut memiliki
kisaran umur antara 18 sampai 35 tahun. Dan yang tidak kalah mengherankan
lagi bahwasanya perempuan-perempuan yang telah menikah dengan model
tersebut masih dalam kondisi memiliki suami yang sah.

Dalam praktiknya, perempuan bersuami yang ingin akad nikah kontrak
(mut’ah), harus menulis izin resmi bermaterai dari suami sahnya terlebih dahulu.?
Model perkawinan seperti tidaklah yang dibenarkan dalam Islam, apalagi si

perempuan masih berstatus sebagai istri yang sah. Hal demikian termasuk

L http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/30/demi-uang-susi-rela-belasan-kali-
lakukan-kawin-kontrak-di-puncak-bogor?page=4, di akses pada 13 Januari 2018.

2 Isnawati Rais, “Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan
Undang-Undang Perkawinan”, Ahkam, 1, (2014) , 97-98.



kategori perzinaan terselubung yang legal dari suami, yaitu istri diizinkan
suaminya untuk memuaskan hasrat nafsu laki-laki dengan dalih pernikahan.
Dalam kasus lainnya, Syeikh Dr. Shalih Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Alu
Manshur® berkata: Ada satu fenomena yang sangat menyedihkan, suatu ketika
saya menghadiri satu muktamar yang diadakan oleh Persatuan Pemuda Arab
Muslim (Rabithah al-Syabab al-‘Arabi al-Muslim) yang diadakan di salah satu
wilayah negara Amerika Serikat pada tanggal 3 Jumadil Ula 1408 H, saya
berjumpa dengan banyak pemuda muslim saat itu, mereka bertanya kepadaku
tentang hukum menikah dengan niat talak (cerai), mereka memulai dengan sangat
aneh dan melihat fenomena tersebut dengan tidak suka terkait fatwa yang yang
mereka dengar dan sampai ke tengah khalayak mereka dalam pembolehan model
menikah dengan niat talak (cerai) ini. Mereka menjelaskan dan berprasangka
bahwa nikah model tersebut adalah dilarang, namun setelah mereka
mengetahuinya secara jelas dari kaedah-kaedah syari’at yang benar terkait
pengharamannya bahwa efek bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada
kemaslahatannya. Beberapa contoh bahaya dari menikah dengan niat talak yang

mereka lihat ini adalah mereka yang notabennya adalah mayoritas dari para

3 Shalih Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Alu Manshur lahir di Riyadh pada tahun 1378 H,
menyelesaikan studi menengah atas di Sekolah Percontohan Ibu kota, kemudian menyelesaikan
studi sarjana di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa’ud, Riyadh, Fakultas Ushuluddin
Jurusan al-Qur'an wa 'Ulumuh. Pada tahun 1416 H, beliau diangkat sebagai Wakil Menteri Urusan
Islam, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi dan menjadi Menteri Urusan Islam, Dakwah
dan Penyuluhan Arab Saudi padatahun 1420 H sampai dengan 1436 H. Beliau diberikan amanah
sebagai Ketua Prodi Ushul Figh dan menjadi Pengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam
Imam Muhammad bin Saud, Qashim.
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pemuda barat dan pelancong muslim, mereka bergelimang dalam praktik nikah
dengan niat talak ini. Salah seorang diantara mereka menikah pada bulan pertama
dengan beberapa istri, menikahi satu istri lalu menceraikannya, melompat ke
wanita lain dan menikahinya lalu menceraikannya dan begitu seterusnya. Bahkan
disebutkan dan salah satu fenomena langka, ada seorang pemuda Muslim di
Amerika yang telah menikahi 90 (sembilan puluh) wanita (pelampiasan hawa
nafsu dan syahwat), dan tentunya banyak sekali dari pernikahan model ini dengan
melahirkan banyak anak dan kemudian wanita tersebut diceraikannya, tentunya
nasib wanita dan anak-anaknya tersebut kehilangan hak-haknya dan tercerai-
berai. Tidak hanya cukup sampai disini, yang sangat memprihatinkan para wanita
Muslimah tersebut setelah mereka mengikrarkan diri masuk Islam dan jatuh
tertimpa musibah ini, mereka murtad keluar dari Islam kembali ke agama mereka
sebelumnya, hal semacam ini adalah marabahaya yang paling besar dari implikasi
yang ditimbulkan oleh menikah dengan niat talak ini. Seharusnya syari’at Allah
yang diturunkan guna menjaga hak-hak kemanusiaan, menghormati kehidupan
berumah tangga, memperkokoh pondasi keluarga yang harmonis, memberikah
penjagaan dan mendidik keturunan dan lain-lain, malah jutru sebaliknya menjadi
rusak dan hancur dikarenakan model menikah dengan niat talak (cerai) ini,

sungguh mengenaskan.*

4 Shalih Abd al-Aziz lbnu Ibrahim Alu Manshur. Al-Zawaj Bi-Niyyah al-Thalag Min Khilal
Adillah al-Kitab wa as-Sunnah wa Magashid al-Syari’ah al-1slamiyyah, cet. |, (Saudi: Dar Ibnu al-
Jauzi), 2007 (1428 H), him. 75-76.



Allah Swt. memang telah menjelaskan bahwa hidup berpasangan
merupakan salah satu dari Sunnah-Nya yang telah berlangsung sejak awal
penciptaan manusia itu sendiri. Allah Swt. juga telah menjelaskan bahwa
penciptaan segala hal di alam semesta ini dengan sistem berpasangan. Dengan
sistem inilah, manusia dapat memperbanyak keturunan dan menjaga stabilitas
serta eksistensi komunitas mereka dari kepunahan. Karena dengan adanya hidup
berpasangan dari dua jenis manusia yang berbeda, lahirlah manusia dengan jenis
kelamin laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swit.:

55 g Wk alss sty B o oS ol 35 W8 o G g

wty ri.u Bl mcft}ﬂ\j & G it L;m AN PETPRE \}Jyu)u,g;

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.””

Kendati demikian, Allah Swt. tidak membiarkan manusia seperti makhluk
lainnya yang menyalurkan keinginan seksualnya begitu saja, serta membiarkan
laki-laki dan perempuan berhubungan tanpa ada ikatan resmi. Akan tetapi Allah
Swt. menurunkan aturan-aturan yang sesuai dan layak bagi manusia sehingga
tercipta hubungan yang baik, hubungan yang dapat menjaga kehormatannya. Dan
hubungan ini pulalah yang menjadikan manusia berbeda sehingga dikategorikan

sebagai makhluk yang mulia, karena manusia dibekali dengan akal pikiran,

> QS. al-Nisa (4): 1.



dimana manusia akalnya tersebut dapat mencapai hidup bahagia dan damai.
Hubungan yang dimaksud di atas adalah hubungan pernikahan, yang menjadi
jalan penyaluran hasrat seksual yang aman dan halal berdasarkan ajaran-ajaran
Allah Swt. yang telah disampaikan melalui Rasul-Nya.

Agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu yang sakral,
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 telah menyebutkan bahwa pernikahan
adalah akad yang sangat kuat (mitsagan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah
Swt. dan melaksanakannya berupa ibadah. Selain itu, pernikahan juga merupakan
sarana memantapkan aspek moral, karena pernikahan dapat menjaga umat dari
kerusakan dan dekadensi moral serta menjaga individu khususnya dan
masyarakat umumnya dari kerusakan sosial karena gejolak kecenderungan
kepada lawan jenis telah terpenuhi dengan hubungan yang halal yaitu hubungan
yang terbingkai dalam pernikahan.

Di samping itu, pernikahan juga merupakan sarana untuk menjaga
stabilitas sosial dan efektif untuk merealisasikan tujuan baik berupa menjamin
kemandirian, integrasi, ikatan, dan hubungan sosial yang kuat dan kokoh.
Pernikahan juga merupakan sarana untuk mejaga stabilitas dari aspek kesehatan
dan terapi berbagai penyakit kronis yang efektif untuk membentengi generasi
muda agar tidak terjebak dalam tradisi yang berbahaya, kelainan seksual, serta
kerusakan fisik dan mental yang diakibatkannya.

Dan tidak hanya itu, pernikahan juga sebagai sarana menjaga stabilitas

dari aspek politik, karena pertahanan dan kewibawaan suatu umat tidak akan



pernah eksis kecuali ketika memiliki kuantitas yang memadai dan kemampuan
untuk mencari sebab pertahanan dan kewibawaan tersebut. Kekuatan itu tidak
terlepas dari dua bentuk yaitu kekuatan mental dan materil. Oleh karena itu,
Islam datang dan menyaksikan kekuatan mental pada keimanan kepada Allah,
sedangkan kekuatan materil yang paling fundamental adalah kelompok generasi
muda yang dedikatif, maka Rasulullah Saw. menyerukan kepada umatnya untuk
menikah dan memperbanyak anak serta melahirkan generasi yang berkualitas,
kuat, bermental pejuang, berperan aktif umat dan mempertahankan negara serta
menyebarkan agama Islam dengan dakwah yang baik.

Dengan melakukan analisis historis dalam perihal penciptaan manusia,
maka akan didapatkan bahwa pernikahan merupakan proses kedua setelah
penciptaan manusia. Proses pertama berupa penciptaan manusia yakni Adam As.
dan Hawa, lalu lahirlah proses kedua yakni pernikahan antara keduanya yang
kemudian terjadilah proses ketiga berupa lahirnya keturunan yang terus
bertambah dan berkembang-biak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu,
pernikahan adalah asas di dalam terwujudnya kuantitas manusia yang banyak,
karena Nabi Adam As. tidak memproduksi keturunan sendiri tanpa adanya
hubungan pernikahan dengan Hawa.

Pernikahan disyari’atkan bukan untuk sementara dan mencari kesenangan
biologis semata melainkan untuk seterusnya dan dengan tujuan yang lebih mulia.
Kemudian dapat dimaklumi jika aspek-aspek positif yang didapatkan lewat

pernikahan adalah merupakan suatu yang dapat tercapai apabila pernikahan



tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip syar'i serta adanya niat dari masing-
masing individu yang menjalani proses pernikahan itu hidup berumah tangga
secara rukun, damai dan berkesinambungan tanpa ada niat dari mereka untuk
berpisah suatu saat.

Setelah itu sesuatu dapat saja mengancam terputusnya ikatan suci ini serta
dapat melalaikan semua aspek-aspek positif yang dikandungnya, jika salah
seorang dari kedua pasangan suami-istri tersebut mempunyai maksud untuk
berpisah dari pasangannya pada suatu saat terutama pihak suami, atau lebih
konkritnya apabila lelaki hendak menikah dengan seorang perempuan tetapi di
dalam hatinya ada niat untuk menceraikan (mentalaknya) pada suatu saat yang
tidak ditentukan atau dengan kata lain menikahinya dengan niat talak.

Fenomena nikah dengan niat cerai (talak) atau semacamnya yang
mengindikasikan kontrak di dalam akadnya banyak ditemukan di tengah
komunitas muslim, terutama bagi mereka yang pergi jauh meninggalkan keluarga
karena harus pergi keluar negeri misalnya, dengan alasan tugas, bekerja, belajar
dan lain sebagainya sehingga harus hidup sendiri tanpa pendamping. Hal ini tentu
akan berimplikasi kepada kekhawatiran pribadi untuk terjerumus ke dalam
pergaulan bebas serta perbuatan zina yang diharamkan dalam syari’at Islam. Agar
terhindar dari perbuatan keji ini sebagian dari mereka pun menikah dengan
seorang perempuan melalui nikah secara syar'i, namun dengan niat dan maksud
untuk menceraikan (mentalak) istrinya tersebut tatkala masa aktivitas, bertugas,

bekerja, belajar dan lain-lain telah selesai, yang mana kondisi demikian itu



menuntut mereka untuk kembali ke negara dan tempat asal masing-masing tanpa
harus membawa serta istrinya tersebut yang mungkin sudah ditalaknya dengan
beberapa alasan yang diantaranya adalah terbentur masalah aturan negara yang
bersangkuatan, atau faktor keluarga yang mungkin akan menjadi problem
tersendiri di kemudian hari.

Pernikahan semacam ini selain terjadi karena faktor kondisi sosial
masyarakat yang dinamis yang mungkin memaksa seseorang untuk
melakukannya dan yang lebih penting dari itu adalah adanya beberapa ‘ulama
kontemporer yang yang mengkaji secara khusus tentang pernikahan dengan niat
cerai (talak). Sehingga muncul fatwa terkait dengan masalah tersebut, baik fatwa
membolehkan atau melarang pernikahan dengan model seperti itu. Salah satu
‘ulama kontemporer yang memberikan fatwa tersebut adalah Syeikh Abdul Aziz
Bin Abdullah Bin Baz. Maka dari itu perlu adanya analisis fatwa dari Syeikh Bin
Baz mengenai nikah dengan niat talak lalu menganalisis kemaslahatannya dengan
Magashid al-Syari’ah al-Syatibi, hingga akhirnya diketahui dan dimengerti
dengan jelas bagaimana analisis bernalar hukum seorang mufti dalam menjawab

sebuah permasalahan.

B. Fokus Penelitian
Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis nikah dengan niat talak menurut fatwa Syeikh Bin Baz?
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2. Bagaimana analisis nikah niat talak menurut Syeikh Bin Baz dalam perspektif

Magashid al-Syart’ah al-Syatibi?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis nikah dengan niat talak menurut Syeikh Bin Baz.
2. Menganalisis nikah niat talak menurut Syeikh Bin Baz dalam perspektif

Magqashid al-Syart’ah al-Syatibi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat dan
faedah, baik secara teoretis maupun praktis, diantaranya yaitu:
1. Secara Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih
keilmuan dan moral dalam hukum perdata yang berlaku, khususnya yang
berkaitan dengan sistem pernikahan dan tekhnisnya yang berlaku di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipergunakan dalam
pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum perdata bagi para advokat,
mediator Pengadilan Agama, pihak KUA dalam naungan Kementrian Agama dan
aparat penegak hukum, khususnya ketika terjadi kasus pernikahan dengan adanya

indikasi adanya niat talak (cerai) di kemudian hari, yang berdampak negatif bagi
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istri selaku korban yang ditalak serta implikasi-implikasi lainnya yang tidak

sesuai dengan tujuan dan hikmah pernikahan itu sendiri.

E. Orisinalitas Penelitian
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai
berikut:

1. Penelitian Delviananda Cizza dengan judul “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak
dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam”.® Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin kontrak merupakan perkawinan
yang bertentangan dengan UU. Perkawinan sehingga perkawinannya menjadi
tidak sah, dalam Islam kawin kontrak adalah perkawinan yang haram dan
hukumnya batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
implikasi hukum kawin kontrak terhadap posisi anak ialah menjadi anak yang
tidak sah atau sebagai anak luar kawin.

2. Penelitian Isnawati Rais dengan judul “Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia
dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”.” Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan diolah
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomena nikah

mut’ah di Indonesia bisa dikategorikan sebagai prostitusi terselubung

® Delviananda Cizza, Jurnal: “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya
dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum lIslam”, Jurnal Ilmiah, Mataram:
Universitas Mataram, 2018.

" Isnawati Rais, Jurnal: “Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam
dan Undang-Undang Perkawinan”, Ahkam, Vol. 16 No. 1, 2014.
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berorientasikan hawa nafsu dan hal-hal materialistis. (2) Praktik nikah mut’ah
berseberangan dengan madzhab mayoritas masyarakat muslim Indonesia
yang Sunni dan undang-undang perkawinan yang dilegalkan di Indoneisa (3)
Praktik nikah mut’ah telah menjatuhkan harkat dan martabat perempuan serta
menjadikan anak hasil nikah mut’ah tidak memiliki status yang jelas baik
dalam hukum negara ataupun hukum agama.

3. Penelitian Asmal May yang berjudul “Kontroversi Status Hukum Nikah
Mut’ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)”. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kalangan Sunni mengkategorikan nikah mut’ah termasuk jenis yang tidak
dapat diterima keabsahannya dan haram untuk dipraktikkan berdasarkan
penjelasan hadis, fatwa Umar ibn Khattab dan kesepakatan ulama Sunni.
Sedangkan kalangan Syi’ah, khususnya Syi’ah lsna ‘Asyariyah (Syi’ah Imam
Dua Belas), mengkategorikan nikah mut’ah dalam pernikahan yang boleh
atau halal untuk dipraktikkan, walaupun berbeda-beda pada beberapa sisi
mekanisme pelaksanaannya.

4. Penelitian Haris Hidayatullah dengan judul “Pro-Kontra Nikah Mut’ah
dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah”.® Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

8 Asmal May, Jurnal: “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah (Analisis terhadap
Pendapat Para Ulama)”, Asy-Syir’ah, Vol. 46 no. 1, 2012.

® Haris Hidayatullah, Jurnal: “Pro-Kontra Nikah Mut’ah dalam Perspektif Magasid al-
Syari’ah”, Religi, Vol. 5 No 1, 2014,
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nikah mut’ah tidak mampu untuk mewujudkan magqasid al-shari’ah (maksud-
maksud legalisasi hukum) dalam pernikahan, dan tidak terdapat di dalamnya
tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah.

5. Penelitian Shafra dengan judul “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan
Realitas di Indonesia”.*° Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah kontrak
mengalami pasang surut dalam penetapan hukumnya, sampai akhirnya
diharamkan selama-lamanya. Namun Syi’ah membolehkannya. Nikah
kontrak yang dilakukan menimbulkan dampak negatif atau ketidak-adilan
bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan, untuk itu sedapat mungkin
nikah kontrak dihindari. Untuk itu perlu menumbuhkan kesadaran pada
masyarakat, terutama kaum perempuan bahwa ia adalah salah satu makhluk
Allah Swt. yang mulia. la bisa hidup sama dengan laki-laki bila dia
menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, dengan cara menuntut
ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan dia dapat berperan
dalam masyarakat serta dapat tercegah dari perbuatan negatif yang merugikan

diri dan anak-anaknya.

10 Shafra, Jurnal: “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia”,
Marwabh, Vol. 9 No.1, 2010.
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6. Penelitian Nurlailiyah Aidatussholihah dengan judul “Kawin Kontrak di
Kawasan Puncak Antara Normatif, Yurdis dan Realita”.! Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan
merupakan perkawinan yang tidak sah. Karena tidak memenuhi rukun dan
syarat yang berlaku. Pelaksanaan kawin kontrak bertentangan dengan tujuan
perkawinan karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis
semata dan tidak sesuai dengan status ikatan perkawinan sebagaimana
ditegaskan dalam al-Qur’an.

7. Penelitian Muhammad Toyyib Madani dengan judul “Kontroversi Nikah
Mut’ah”.** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalangan Sunni bersepakat
bahwa nikah mut’ah diharamkan sampai hari kiamat. Sedang kalangan
Sy1’ah, khususnya Syi’ah Imamiyyah, nikah mut’ah itu masih tetap berlaku
sampai sekarang.

8. Penelitian Uswatun Hasanah dengan judul “Nikah Mut’ah Riwayatmu Kini

(Tela’ah tentang Pelaksanaan Sunnah Nikah Mut’ah Melalui Pendekatan

11 Nurlailiyah Aidatussholihah, Jurnal: “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara
Normatif, Yurdis dan Realita”, Al-Ahwal, Vol. 5 No. 2, 2012.

12 Muhammad Toyyib Madani, Jurnal: “Kontroversi Nikah Mut’ah”, Kabilah, Vol. 1 No. 2,
2016.
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Hadis dan Sirah Nabawiyah”.** Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis historis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
analisis historis dan normatif dalam penelitian ini telah membantah pendapat
al-Thaba’thabai khususnya dan kelompok Syi’ah secara umum yang
menyatakan bahwa Syi’ah masih mengizinkan dan mengizinkan pelaksanaan
perkawinan mut'ah di masa sekarang. Penelitian ini mendukung pendapat al-
Nawawi sebagai duta besar kelompok Sunni yang mengatakan tentang
haramnya pernikahan mut'ah untuk dilakukan.

9. Penelitian Abdul Mukhsin dengan judul “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak):
Perbincangan dari Perspektif Hadis Ahkam”.** Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis historis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam perkawinan mut’ah kedudukan wanita sama
seperti barang dagangan yang diperjual-belikan setiap waktu dan dipindahkan
dari satu kekuasaan lelaki ke kekuasaan lelaki yang lain. Hal yang diperoleh
dari nikah mut’ah hanyalah kepuasan nafsu birahi semata. Dengan melihat
sekumpulan hadis yang memiliki muatan hukum Allah Swt. lewat Rasul-Nya
telah menyampaikan kepada umat muslim bahwa nikah mut’ah haram

hukumnya ila yaum al-giyamah.

13 Uswatun Hasanah, Jurnal: “Nikah Mut’ah Riwayatmu Kini (Tela’ah tentang Pelaksanaan
Sunnah Nikah Mut’ah Melalui Pendekatan Hadis dan Sirah Nabawiyah”, Al-Fikra, Vol. 16 No. 1,
2017.

14 Abdul Mukhsin, Jurnal: “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak): Perbincangan dari Perspektif
Hadis Ahkam”, Al-Mugaranah, Vol. 5 No. 1, 2017.
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Penelitian Mutiara Citra dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Kawin
Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”.* Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kontrak dalam nikah kontrak tersebut bertentangan
dengan persyaratan yang sah dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, kesepakatan bahwa kondisi obyektif yang berkaitan dengan
penyebab sah dan hal tertentu. Perjanjian dikategotrikan batal jika tidak ada
kontrak obyektif yang memenuhi syarat. Hukum Islam pada awalnya untuk
membenarkan praktik pernikahan kontrak, tetapi karena sesi yang lebih
negatif, maka Allah Swt melarang pernikahan kontrak sampai sekarang. Ini
dibuktikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, meskipun
sudah melanggar hukum dan dilarang, nyatanya pernikahan kontrak masih
terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah puncak Bogor, Jepara,

dan Singkawang.

Tabel:
Nama Peneliti | S
No dan Judul Persamaan Perbedaan Orlsmgl_ltas
e Penelitian
Penelitian
Delviananda Penelitian Dalam penelitian
Sl;zg, Jurnal: o pernikahan sebelumnya Nikah niat
Tinjauan Yuridis | yang memakai talak versi Bin
1 | Kawin Kontrak terindikasi perspektif UU. _

: . Baz dalam
dan Akibat adanya Perkawinan dan fatwanva
Hukumnya dalam | kontrak Hukum Islam, ya.
Perspektif (temporer). sedangkan peneliti

15 Mutiara Citra, Jurnal: “Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif

Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016.
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fatwa Bin Baz syart’ah al-
terkait nikah Syatibi.
dengan niat talak
perspektif
magashid al-
syart’ah al-Syatibi.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa persamaan dari penelitian ini
dengan penelitian yang lain adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan yang
terindikasi di dalamnya sebuah kontrak. Sedangkan perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang lain adalah analisis deskriprif konseptual tentang
pernikahan yang di dalamnya terdapat indikasi kontrak dengan melihatnya dari
sudut pandang fatwa Syeikh Bin Baz, lalu menganalisa lebih lanjut dengan teori

tertentu, yaitu Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi.

F. Definisi Operasional
1. Nikah Dengan Niat Talak

Nikah dengan niat talak adalah suatu pernikahan yang dilakukan seseorang
dengan niat dan maksud untuk mentalak pasangannya setelah berlalu beberapa
waktu, baik untuk jangka waktu yang singkat maupun lama.

Menurut Ibnu Qudamah, bahwa nikah dengan niat talak adalah nikah yang
dilakukan oleh seseorang dengan maksud mentalak istrinya setelah berlalu satu
bulan atau mentalaknya setelah menyelesaikan keperluannya di suatu tempat.
Atau selama ia bermukim di suatu tempat atau mentalaknya setelah tinggal selama

satu tahun.
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Sedangkan menurut al-Baji, nikah dengan niat talak adalah nikah yang
dilakukan oleh seseorang tetapi tidak bermaksud membina pernikahan untuk
seterusnya tetapi hanya bertujuan memperoleh kesenangan (mu¢’ak) beberapa saat
lalu setelah pasangannya akan ditalak seperti yang telah diniatkan di awal akan
menikah. Nikah dalam pengertian ini hanya bertujuan memperoleh kesenangan
yang bersifat sementara karena setelah beberapa waktu akan terjadi talak.

2. Fatwa Bin Baz

Fatwa merupakan jawaban (keputusan dan pendapat) yang diberikan oleh
mufti tentang suatu masalah. Dan fatwa Bin Baz dalam hal ini adalah sekumpulan
jawaban dari banyaknya permasalahan figih yang dikeluarkan oleh Syeikh
Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Baz. Dalam setiap aspeknya fatwa ini bersifat
normatif dan kaku. Pemahaman tekstualis merupakan ruh dalam setiap fatwanya.

3. Magashid Al-Syari’ah Al-Syatibi

Maqgashid (maslahat darurat) adalah sesuatu yang harus ada demi
terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika hal ini tidak terwujud, sungguh
akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan manusia.

Maqgashid Al-Syari’ah Al-Syatibi adalah metodologi yang dicanangkan
oleh Imam Syatibi dalam menganalisa perihal maslahat hidup dan kehidupan
hamba Allah Swt., baik dalam agama dan dunianya. Dalam hal ini ada lima
perkara darurat yang wajib dijaga menurut perpektifnya, yakni: agama (al-dm),

jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-‘ag/). Dan ada tiga
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kebutuhan hamba Allah Swt. yang harus dipenuhi, yaitu: Dharuriyyat (Primer),

penyempurnaan kebutuhan Hajiyyat (sekunder) dan Tahsiniyyat (tersier).



BAB Il
KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam
1. Pernikahan
a. Definisi Pernikahan

Secara etimologi (bahasa), nikah terserap dari bahasa Arab dan merupakan
masdar dari lafaz 55 — &5 yang berarti al-jam u (&) dan al-dammu (~=V) yang
artinya kumpul. Selain itu, nikah juga dapat diartikan dengan ‘aqdu al-tazwij
(zs) 3e) yang artinya akad nikah, bisa diartikan juga dengan was’u al-zauj
(zs «hs) yang maksudnya adalah berhubungan biologis dengan pasangan.®

Sedangkan secara terminologi (istilah), nikah didefinisikan dengan akad
yang mengandung ketentuan hukum bolehnya berhubungan biologis dengan lafaz
nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya. Ada juga beberapa ‘ulama lainnya
yang mendefinisikan pernikahan dengan akad yang dilegalkan oleh syara’ untuk
memperbolehkan saling memberikan hal yang terkategorikan mut’ah (senang-
senang) antara laki-laki dengan perempuan.®’

Dari pengertian tersebut tampak bahwa perhatian ‘ulama klasik fokus pada
segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.
Pada awalnya dilarang, tetapi setelah melakukan akad menjadi legal. Padahal
setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan implikasi. Hal-hal inilah yang
menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari,

seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri,

186 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
him. 29.
17 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, jilid 7, him. 29.
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sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan
hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian
perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir,
namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas
monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Guna mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus
melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU. perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan dikatakan sah apabila
perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan
yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian
hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan

terlindungi.

18 Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di
Indonesia. Jurnal AlI’-Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, him. 23.
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Dalam uraian definisi perkawinan pada Pasal 1 tersebut dalam
penjelasannya dinyatakan: “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana
sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga
perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur
batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang
bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang
tua’”.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan penjelasannya, bahwasanya perkawinan bukan hanya sekedar
memenuhi kebutuhan lahiriah (jasmani) saja, namun juga merupakan pemenuhan

kebutuhan rohani (batin). Definisi ini selaras dengan Firman Allah di dalam QS.

ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
3 &) s 8538 LK Jarg ) 19808 55 LSS e 080 I3 BT wigT Gss
5945 38 oY U3

z

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untuk kalian pasangan
hidup dari jenis kalian sendiri, supaya kalian mendapat ketenangan hati dan
dijadikannya kasih sayang diantara kalian. Sesungguhnya yang demikian menjadi
tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang- orang yang berfikir”.

Adapun dari definisi pernikahan lainnya yaitu akad berfaedah hukum

legalnya hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan yang
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dilandasi asas saling tolong-menolong, memberi batas hak dan kewajiban bagi
masing-masing pasangan. Jadi pernikahan mengakibatkan timbulnya implikasi
hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri serta bertujuan
mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena
pernikahan merupakan tradisi yang baik dalam agama Islam, maka di dalamnya
terkandung adanya tujuan mengharap keridhaan Allah Swt.°
b. Syarat Pernikahan
Untuk terjadinya akad nikah pada suami dan istri haruslah memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
(1) Kedua belah pihak sudah tamyiz;
(2) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
(3) Adanya penyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
(4) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau
tazwij;
(5) Antara ijab dan gabul bersambungan;
(6) Antara ijab dan gabul jelas maksudnya;
(7) Orang yang berkait dengan ijab dan gabul tidak sedang dalam ihram haji
atau umroh;
(8) Majelis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang,
yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita

atau wakilnya, dan dua orang saksi.

19 Abdul Rahman Ghazali, Figh Mundkahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 10.
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c. Rukun Pernikahan
Menurut Kompilasi hukum Islam, rukun dalam pernikahan ada lima, yaitu:
calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab gabul).®
(1) Calon suami
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon
suami tersebut sebagai berikut:
a) Calon suami beragama Islam;
b) Calon suami diketahui dan memberikan kepastian untuk menikah;
c) Calon rela untuk menikah (tanpa paksaan);
d) Tidak dalam keadaan ihram;
e) Calon suami sudah dalam keadaan baligh (dewasa) dan berakal sehat.
(2) Calon istri
a) Calon istri boleh untuk dinikahi dengan ternafikannya penghalang
baginya suatu pernikahan baik karena nasab, sesusuan, perkawinan atau
dalam keadaan ‘iddah;
b) Calon istri orangnya sudah pasti dan dapat diminta darinya persetujuan;
c) Calon istri berakal sehat, ini adalah syarat yang menentukan sah akad
nikah, karena akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang
belum berakal.

(3) Wali

20 Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),
him. 72.
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Perwalian dalam istilah figh disebut dengan al-wilayah, yang berarti
penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah figh, yang dimaksud
perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh syara’ kepada
seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.?

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ‘ulama berbeda
pendapat dalam mendeskripsikan definisinya, namun apabila dicermati dari
beberapa defenisi itu mengarah pada kesimpulan yang saling menguatkan.
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, wali dalam pernikahan adalah pihak yang
tergantung padanya keabsahan suatu pernikahan. Sedangkan Amir
Syarifuddin berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang
yang mewakili dan bertindak atas nama dan izin dari mempelai perempuan
dalam suatu akad nikah.??

(4) Saksi

Mayoritas ‘ulama telah bersepakat bahwa pernikahan yang tidak
dihadiri oleh para saksi minimal dua orang saksi, maka tidaklah sah
hukumnya. Jika ketika akad ijab gabul tak ada saksi yang menyaksikannya,
sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai, pernikahannya tetap tidak

dianggap sah secara syari’at.?

21 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), him. 72.
22 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, him. 72.

23 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Beiriit: Dar al-Fikr, 1992), him. 87.
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Ada beberapa persyaratan untuk saksi nikah yang merupakan rukun
ini. Saksi minimal dua orang laki-laki, yang hadir dalam majelis perkawinan
atau dalam ijab dan gabul, dapat mengerti dan memahami maksud akad
perkawinan, Islam dan dewasa.

(5) ljab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan
perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminologi figh disebut ijab,
sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki menyatakan
persetujuan untuk menikahi, disebut gabul, sebagai bentuk penerimaan.?*

Di dalam melakukan ijab gabul haruslah dipergunakan kata-kata yang
dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad pernikahan
sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk
nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.?®
d. Akibat Pernikahan

Dengan adanya pernikahan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami
dan istri yaitu:
1) Adanya tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri untuk
menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Kewajiban nafkah atas suami terhadap istri;

3) Adanya keturunan;

24 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 85-85.
5 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beiriit: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 55.
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4) Timbulnya kemahraman;
5) Adanya hak waris-mewarisi.?®

e. Tujuan & Hikmah Pernikahan

Setiap syari’at yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Swt. Selalu
memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dalam disyari’atkannya pernikahan, Allah
Swt. Memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia. Pada penjelasan sebelumnya
dengan jelas Allah Swt. nyatakan dalam firman-Nya:?’

S b 8 8 Eaa 5 858 o6 Oy el 30 1031 A 6 &1 Gla 3 4

BERCEPY
“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah la menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.)
bagi kaum yang mau berfikir.”

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah menjadikan manusia
berpasang-pasang, dengan cara menikah, tujuannya adalah untuk saling
menyayangi dan mengasihi diantara pasangan tersebut. Dalam sebuah hadits
Rasulullah Saw. Bersabda bahwa salah satu tujuan menikah yaitu untuk
menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dari fitnah yang paling keji,

yakni zina.?® Beberapa ‘ulama juga merumuskan tujuan dari suatu pernikahan

% Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 47.

27QS. ar-Rum ayat 21.

28 |bnu Hajar al-Asgalani, Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari, Juz IX, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th., dalam kitab an-Nikah No. 5066.
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yangbersumber dari al-Qur’an ataupun Hadits, salah satu ‘ulama tersebut adalah
Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz.

Menurut Bin Baz pernikahan merupakan syari’at yang sangat ditekankan
meskipun dalam al-Qur’an ataupun Hadits tidak menyebutkan wajib. Pernikahan
adalah suatu syari’at yang selalu diamalkan oleh para Nabi dan Rasul, baik
Rasulullah Muhammad Saw. dan juga Rasul-Rasul sebelumnya mulai zaman Nabi
Adam As. Bahkan Bin Baz menyebutkan bahwa tidak baik bagi seorang muslim
menyibukkan dirinya dengan mencari ilmu sehingga ia tidak menikah. Meskipun
mencari ilmu adalah wajib hukumnya, namun pernikahan tetap tidak boleh
ditinggalkan hanya karena alasan mencari ilmu.

Menikah telah dicantumkan oleh Allah Swt. dalam Firman-Nya melalui al-
Qur’an dan juga sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui sabda-sabdanya.
Seperti dalam surat al-Bagarah ayat 187:

PR AR I RE L PR RRE - o JORER LR S R

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka (para istri) merupakan libas
(pakaian) bagi kalian, dan kalian (para suami) juga merupakan pakaian bagi para
istri. Imam Ibnu Jarir at-Thabari menafsirkan kata libas dengan kata sakan.?®
Beberapa makna dari kata sakan adalah tempat tinggal, kediaman, ketentraman,

dan ketenangan. Artinya bahwa diantara tujuan seorang menikah adalah supaya

29 |bnu Jarir at-Thabari, Tafsir at-Thabari, (Kairo: Dar Hijaz, t.th), juz 3, him. 231.
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mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dengan adanya istri, baik tenangnya
nafsu, jiwa raga, fikiran, emosi dan lain sebagainya.
Tujuan menikah juga dapat dilihat dalam surat an-Nisa’ ayat 19. Allah
Swit. berfirman:
V5K 1R a8 A 205 Bl 1A 5&8 o L2 BA 88 & 8 &a g 2aally BA s ale
“Dan bergaullah dengan mercka secara patut. Jika kemudian kalian tidak

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena bisa jadi kalian tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para suami diperintahkan untuk
memperlakukan istrinya secara baik. Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan
menikah adalah untuk memperbaiki pergaulan dan berbuat baik pada pasangan.
Dengan adanya pernikahan, seseorang akan lebih terbuka kesempatannya untuk
berbuat baik secara universal, karena berbuat suatu amal pada keluarga adalah
lebih utama dari pada berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini seringkali
kita jJumpai hadits-hadits Rasulullah Saw. yang menunjukkan pahala yang berlipat
ganda bagi orang yang berbuat baik kepada keluarga.*

Salah satu tujuan dan hikmah dari penikahan juga telah disampaikan oleh
Rasulullah Saw. melalui haditsnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Abu
Dawud, Ibnu Hibban dan an-Nasa’i, terkait mempertahankan eksistensi keturunan
dari pasangan wanita penyayang dan subur yang hendak dinikahi, yaitu yang
berbunyi:

el s JilSa il ca sl gll g sl fsm g 351 sy Al J gy (IS

30 HR. al-Bukhari, No. 1.462
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“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya
bangga dengan jumlah kalian yang banyak”. Hadits tersebut menunjukkan bahwa
tujuan menikah secara alamiah adalah untuk memperoleh keturunan, karena
Rasulullah Saw. akan bangga dengan kaumnya yang memiliki banyak

keturunan.3!

Diantara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-
‘imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk
mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya
manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai
berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan
yang diproses melalui perkawinan.*2

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru
dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki
maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam
rangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang tidak
dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak

dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk

31 Lihat pada Kitab al-Sunan al-Kubra al-Nasa'i karya Syeikh Shuaib al-Arna'ut & Syeikh
al-Turki, Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2011 dalam HR. an-Nasa’i, No. 3229.
32 Al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), juz 11, him. 4


https://en.wikipedia.org/wiki/Shuaib_Al_Arna%27ut
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saling tolong menolong sehingga kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan
kekal

Dan secara global hikmah besar yang terkandung dalam suatu ikatan
pernikahan, diantaranya adalah:
(1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. (2) Cara paling baik untuk
mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. (3) Menyalurkan
naluri kebapakan dan keibuan. (4) Memupuk rasa tanggung-jawab dalam rangka
memelihara, mengayomi dan mendidik anak-anak, sehingga memberi motivasi
yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi
wilayah tanggung-jawabnya. (5) Membagi tanggung-jawab antara suami dan istri,
yang selama ini mungkin hanya dipikul oleh masing-masing pihak. (6)
Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubungan silaturrahmi semakin kuat
dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih massif (banyak), dan

(7) Memperpanjang usia.3*

2. Niat Dalam Ibadah
1. Definisi Niat

Secara etimologi, niat (48) adalah keinginan dalam hati untuk

melaksanakan suatu amal perbuatan. Bangsa Arab menggunakan kata-kata niat

3 Abdul Rasyid As’ad, Konsep Magashid Dalam Perkawinan, (Mojokerto: Hakim
Pengadilan, 2007), him. 5.

3 Muhammad Ibnu Rusyd al-Hafidz, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid,
(Kairo:Maktabah Dar al-Salam, tt.), Juz I, him. 665.
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dalam arti, yaitu menyengaja. Namun terkadang niat juga digunakan dalam
definisi sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan.

Sedangkan secara terminologi jika mengacu kepada hadits shahih, niat
merupakan motivasi, maksud, atau tujuan di balik sebuah perbuatan. Rasulullah
Saw. Menyatakan bahwasanya niat menjadi penentu pahala/ganjaran sebuah
perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya pun dari Allah. Jika niatnya
bukan karena Allah, atau disertai motif yang lain, maka Allah tidak akan
menerima amalan itu sebagai amalan ibadah.

5 Lo syl IS Lail 5 ectibailly Jlee Y1 Lt
“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan
sesuai dengan apa yang dia niatkan." (HR. al-Bukhari & Muslim)

Dalam istilah lain dinyatakan oleh Imam an-Nawawi bahwa niat adalah
bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan sengaja dan bertekad bulat untuk
melakukannya.

2. Landasan Normatif Tentang Niat

Terkait masalah niat, Allah Ta’ala berfirman dalam kalam-Nya:

Bl Cpao G5 BE3N 1 5305 BIEAN | saihs SBA () AT Gacalda 1 1A ) 155l ey
Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian
itulah agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah: 5).

Dan juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam nyatakan dalam

sabdanya:
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“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap
orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barangsiapa yang
berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah
menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang
ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia
mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. al-Bukhari dan
Muslim)

Berangkat dari kedua nash di atas inilah, secara garis besar sangatlah
penting dan berpengaruhnya niat seorang hamba dalam tujuan segala aktivitasnya.
Jika niatnya baik, maka akan baik pulalah balasan dari implementasi amal yang
dikerjakan oleh seorang hamba dan begitu pula sebaliknya.

3. Kedudukan Niat Dalam Ibadah

Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan dalam kitab
beliau Jami’ al- ‘Ulum wa al-Hikam mengenai fungsi dari niat, bahwa ada dua
fungsi niat, yaitu®:

1. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan
antara ibadah dengan kebiasaan. Membedakan antara satu ibadah dengan
ibadah lain. Contohnya, shalat yang jumlahnya dua raka’at itu banyak. Ada
shalat yang wajib dan tidak sedikit pula shalat sunah yang dua raka’at. Kita
ambil contoh yaitu shalat gabliyah subuh dengan shalat fardhu subuh.
Keduanya sama-sama berjumlah dua raka’at. Tata caranya pun sama, jumlah

ruku’ dan sujudnya juga sama. Sama-sama diawali takbiratul ihram dan

Blbnu Rajab al-Hanbali, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, (Beirut: Muassasah al-Risalah,
1999), him. 66.
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diakhiri dengan salam. Lalu apa yang membedakan antara dua raka’at
gabliyah subuh dengan dua raka’at shalat fardhu subuh tersebut? Itulah
adanya niat yang membedakan antara keduanya. Atau membedakan antara
ibadah dengan kebiasaan, sebagai contoh adalah antara mandi junub dengan
mandi biasa. Dari segi tata-caranya sama; sama-sama mengguyurkan air ke
seluruh tubuh. Sama-sama menggunakan sabun, dan sama-sama berkeramas.
Lantas apa yang membedakan diantara keduanya? Jawabannya tentu niatlah
yang membedakannya. Jadi amalan yang pada asalnya hanya kebiasaan bisa
bernilai ibadah jika diniatkan ibadah.
2. Membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seorang
beribadah karena mengharap wajah Allah ataukah ia beribadah karena selain
Allah, seperti mengharapkan pujian manusia.*® Kemudian fungsi niat kedua
adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Pembahasan inilah
yang sering kita kenal dengan istilah ikhlas. Dalam sebuah hadits qudsi Allah
SWT berfirman:

A8505 A5 5 e oaa 4 501 Dk Jet (a5 (o L85 T
“Aku sangat tidak butuh sekutu, siapa saja yang beramal menyekutukan

sesuatu dengan-Ku, maka Aku akan meninggalkan dia dan sekutuannya.”
(HR. Muslim)

% lbnu Rajab al-Hanbali, Jami’ al- ‘Ulum wa al-Hikam, (Beirut: Muassasah al-Risalah,
1999), him. 67.
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Fungsi niat yang kedua ini pula yang seringkali dimaksudkan dalam
perkataan-perkataan ‘ulama klasik. Seperti perkataan seorang ‘alim, yakni
Abdullah bin Mubarak rahimahullah:

Al o jral oS dae s il deband e dee )
“Boleh jadi amalan yang dianggap remeh, menjadi besar pahalanya

disebabkan karena niat. Dan boleh jadi amalan yang dianggap besar, jutru
menjadi kecil pahalanya dikarenakan niat.”

Jadi dari fungsi niat yang kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa
niat akan mempengaruhi kadar pahala yang diperoleh seorang hamba.
Semakin murni keikhlasannya, semakin besar pahala yang akan ia dapat.
Walau amalan yang ia lakukan ringan. Dan Semakin kecil kadar keikhlasan
seorang hamba; walau amalan yang ia lakukan adalah amalan yang berpahala
besar, namun bila keikhlasan dalam hatinya kecil, maka semakin kecil pula
pahala yang ia peroleh.

Juga perkataan ‘ulama salaf lainnya seperti Yahya bin Abi Katsir
rahimahullah:

Janll (o L L6 230011 5k

“Pelajarilah niat, karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan
yang dikerjakan oleh seorang hamba.”

Dan ditambahkan oleh Mutharrif bin Abdullah rahimahullah berkata:
3:\;1\ C’\)u.a.a' : L}Z\Ed\ )ij cdﬁoﬂ\ C;‘)...a.\' ' ’;\m\ }Cm

“Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan. Dan baiknya amalan adalah
dengan baiknya niat.”
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Syeikh Rabi’ ibnu Anas menyatakan tentang niat:

) A3 alell 4D 5 e (adAY) Gl A
“Pertanda dalam beragama adalah ikhlas kepada Allah Swt. dan pertandanya

hamba yang memiliki ilmu adalah rasa takutnya kepada Allah Swt.”%’

Pernyataan lainnya dari Imam Zubaid:

ccaaill Gl anidle Jie 43 e Gl e g cdaadl) @ld aiidle e Jucadl 45 1 e S g
Dol el aiidle () 50 A5y e S (4
“Barangsiapa niatnya lebih baik dari amal perbuatannya, maka itu keutamaan.
Barangsiapa niatnya sama seperti amal perbuatannya, maka hal itu adalah

pertengahan (seimbang). Dan barangsiapa niatnya tanpa penerapan amalnya,
maka hal tersebut adalah bentuk dosa (kezhaliman).”3®

Terakhir terkait urgensinya niat, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahnyatakan:
Gl S Y i e ol AT G Sl

“Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk ku obati, kecuali masalah niatku,
sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku.”%

4. Problematika Niat Dalam Pernikahan

Allah Ta’ala berfirman dalam Kitab-Nya:
Ol A5l (15) & 503 Y L b 5 b sdlad ) Cash 18y 55 A BLall &y 4 8 G
(16)Cslaed 1518 1 Olss L | saina L Ly 50 ) 55891 24l o

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya
Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan
sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. ltulah orang-orang yang
tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang
telah mereka usahakan selama di dunia serta sia-sialah apa yang telah mereka
kerjakan.” (QS. Hud: 15-16)

37 Ibnu Abid-Dunya, Al-lkhlas wan-Niyyah, (Dubai: Dar al-Basyair, t.th.), him. 33.
38 |bnu Abid-Dunya, Al-lkhlas wan-Niyyah, him. 53.
39 Ibnu Abid-Dunya, Al-lkhlas wan-Niyyah, him. 51.
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Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa amal ibadah yang dikerjakan
semata-mata karena mengharapkan dunia, amal ibadah tersebut tidak akan
bermanfaat sedikitpun bagi pelakunya di akhirat, karena amal tersebut akan hilang
disebabkan karena niat yang tidak benar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda:

Y) cuﬂ\wmbéwu.ub_)ssdu}s“bf\”‘\.ks]@jM&\éﬁwuﬂ\&_\.ﬂﬁw
2'\.«':\)@jgﬁﬂ\&ija\__&gﬁa&dgjafid&\@;@zﬁy\dﬁw}gdgﬁu

“Barangsiapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan
mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran ada di hadapannya,
padahal ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan
untuknya. Dan barangsiapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah
akan menghimpun urusannya dan akan menjadikan kekayaan (rasa cukup) di
hatinya, dan dia akan melihat harta dunia dalam posisi yang rendah.”(HR. Ibnu
Majah dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah)*

) 4dlif L&) 2y 50 WAAT (e g caie il Lalal Laglal ay yy (alil) U sl 28 (1

“Barang siapa mengambil (meminjam) harta orang lain, sedang ia ingin untuk
membayarnya (menunaikan kepada pemiliknya) maka Allah Swt. akan
membayarkannya, dan barang siapa yang mengambil harta orang lain namun ia
ingin mebuangnya (merusak, mencuranginya), maka Allah Swt. akan merusaknya

(menuntutnya kelak pada hari kiamat)”.*

Dari Maimun Al-Kurdy rahimahullah, dari ayahnya, ia berkata:

5 g ecilad Lgead Leia Lall (535 O 4 (8 Gl S 5 Jile e 8l ) 2555 da ) e
ada daalia ) a5 Of 20 Y L olaind Jay Lasl s ¢0) 5 8 5 Aalidll o g ) 31 L Ll

“Saya mendengar Nabi Saw. bersabda: ‘Siapa saja lelaki yang menikahi seorang
perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, namun dalam hatinya bermaksud
tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah

40 Muhammad bin Shalih al-*Utsaimin, Asy-Syarhul Kabir ‘ala al-Arba’in an-Nawawiyyah,
al-Maktabah al-Islamiyyah, him. 78.
41 HR. Imam al-Bukhari.
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mengacuhkannya (menipunya). Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan
itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah Swt. sebagai seorang
pezina. Dan tidaklah siapapun yang berhutang pada saudaranya dan berniat di
dalam hatinya untuk tidak melunasi hutang tersebut, yang berarti dirinya telah
menipu saudaranya lalu ia mati sebelum melunasi hutang tersebut, maka ia kelak
akan bertemu dengan Allah Swt. pada hari kiamat sebagai seorang pencuri.”*?
Juga disebutkan di dalam kitab Mu’jam al-Thabrani, terdapat hadits Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menegaskan tentang berpengaruhnya niat
dalam hal mu’amalah, terutama dalam perkara pernikahan (bab mahar) dan jual
beli, selaras dengan hadits sebelumnya yang diriwayatkan oleh Shuhaib ibnu
Sinan al-Rumi Ra. yakni yang berbunyi:
Ja s ey ) 585 < say o sp e Ui Ll (e Lgdany ¥ (5 (5538 31 3al 2 535 U Ll
A 8 5 Csan o 0 e Lind 43 (e dpdany Y (O (5588 L Ja )y (9 (g i
Artinya: “Lelaki manapun yang menikahi seorang wanita dan ia berniat untuk
tidak memberikan hak maharnya (wanita yang dinikahinya) sedikitpun, sungguh
ila akan mati pada hari kematiannya sebagai seorang pelaku zina. Dan tidak
seorangpun yang membeli dari saudaranya dalam satu perniagaan dan ia tidak
berniat untuk melunasi harga barang tersebut sedikitpun, maka ketika ia
meninggal dunia pada hari kematiannya sebagai seorang pengkhianat.”*3
Dalam praktiknya, niat dalam aktivitas apapun adalah mutlak harus dilakukan
oleh seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, terkhusus dalam hal
pernikahan. Karena dengan niat inilah, tonggak awal mu’amalah dinilai sebagai
ibadah jika niatnya sesuai dengan syari’at-Nya. Beberapa nash di atas menjawab

dari permasalahan yang ada terkait hal mua’malah secara umum, dan piranti

pernikahan secara khusus. Seorang muslim yang memahami sejatinya makna

42 HR. Thabrani, Al-Mu jam al-Ausath, jilid 11, no. 1851, him. 237.

43 Jalaluddin Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair Fi Qawa’id wa Furu’ Figh asy-Syafi iyyah,
Cet. 11, (Riyadh: Maktabah Nizar al-Baz, 1997), him. 16. Dan bersumber pada HR. Thabrani, pada
kitab Al-Mu’jam al-Ausath jilid V111, him. 41.
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pernikahan, tentunya melaksanakan tanggung-jawab secara maksimal dalam
mempertahankan pernikahannya atas dasar konsekuensi hukum syari’at yang
diembannya. Bukan justru sebaliknya, menyia-nyiakan dan merusak tatanan

syari’at dalam ikatan pernikahan mulia tersebut.

B. Talak Dalam Pernikahan
a. Definisi Talak
Secara etimologi, talak merupakan masdar dari lafaz Gl — Gl yang
artinya pisah, cerai dan lepas.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak
diartikan dengan perceraian antara suami-istri atau lepasnya ikatan suatu
pernikahan.*®
Sedangkan secara terminologi, talak mempunyai arti yang umum dan
khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan
suami terhadap istri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan
sendirinya, seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari
suami atau istri. Dan talak dalam arti khusus, ialah perceraian yang dijatuhkan
oleh suami terhadap istri.*®
b. Rukun Talak

Adapun yang termasuk rukun talak adalah:

4 Ahmad Warsan Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Unit
Pengadaan Buku- buku lImiah Keagamaan Pon-Pes Al-Munawwir, 1984), him. 923.

45 Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), him. 942,

46 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1974), him. 144,
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(1) Suami; pemilik hak talakdan yang berhak menjatuhkan talak. Hak itu
diberikan kepada suami karena dialah yang menanggung biaya hidup rumah
tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan yang menanggung
uang belanja istri yang tertalak ketika masa menunggu (‘iddah).*’

(2) Istri; pihak kedua (pasangan suami) yang dijatuhkan talak (cerai) dan
berhukum mutlak secara syari’at.

(3) Sighat talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya
yang menunjukkan talak, baik itu secara sharih (jelas) maupun kindayah
(sindiran), baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat bagi suami yang tuna-
wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang tidak jatuh jika
perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya. Misalnya
suami memarahi istri, memukul, mengantar ke rumah orang tuanya dan
menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak. Demikian
pula niat talak yang masih berada di angan-angan tidak dipandang sebagai
talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap
istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.*®

(4) Qashd (kesengajaan), yaitu ucapan yang memang dimaksudkan oleh yang
mengucapkan (suami terhadap istrinya) untuk talak (cerai), bukan untuk

maksud yang lain. Seperti seseorang memanggil istrinya “wahai thaligatun”,

47 Fuad Sa’id, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1964), him.

4 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 204.
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sedangkan istrinya bernama thaligatun. Maka hal seperti ini tentunya tidak
jatuh talaknya.*
c. Syarat Talak

Suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi beberapa syarat,
diantaranya adalah:

(1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Maksud dari gila
dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk juga
halnya dengan naik pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan
karena rusak saraf otaknya.>

(2) Baligh, oleh karena itu tidak sah talak anak kecil yang belum baligh,
walaupun dia telah mumayyiz tetapi masih di bawah umur sepuluh tahun.

(3) Kehendak sendiri, oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang
yang sedang berada dalam keadaan dipaksa orang lain.>*

Adapun istri yang akan ditalak, harus diperhatikan terlebih dahulu
keadaannya, karena untuk sah atau tidaknya talak bagi istri yang akan ditalak
disyaratkan:

(1) Istri masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani
masa ‘iddah dalam talak raj’i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang
masih berada di bawah kekuasaan suami. Oleh karena itu apabila dalam masa

itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya. Sehingga

49 Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), him. 142,
50 Abdul Rahman Ghazali, Figh Mundakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 204.
51 Djaman Nur, Figh Mundakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), him. 142.
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menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang

dimiliki suami. Dalam hal talak bain, bekas suami tidak berhak menjatuhkan

talak lagi kepada bekas istrinya meski dalam masa ‘iddahnya, karena dengan
talak bain itu bekas istri tidak lagi dalam perlindungan suami.>?

(2) Istri masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Jika seseorang terikat
dalam suatu ikatan pernikahan yang fasid, seumpamanya nikah dengan
muhrim atau dengan orang yang dalam keadaan ihram, maka talaknya tidak
sah.>®

Dari penjelasan rukun dan syarat talak, dapat dipahami bahwa talak
dilegalkan keabsahannya apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun-rukun
dan syarat-syarat talak sebagaimana keterangan tersebut di atas. Namun, apabila
ada satu unsur yang terlewatkan, maka kata talak tersebut dianggap batal atau
tidak sah.

d. Macam-Macam Talak

Macam-macam talak sebagai pemutus ikatan sebuah pernikahan adalah
sebagai berikut:

1) Talak ditinjau dari segi waktu

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi tiga
macam, yaitu:

(@) Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah.

52 Abdul Rahman Ghazali, Figh Mundakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 204.
53 Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), him. 143,
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(b) Bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan
tuntunan sunnah. Adapun yang termasuk talak bid’i adalah sebagai
berikut:

(1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik
dipermulaan haid maupun dipertengahannya dan juga ketika istri
sedang dalam kondisi nifas.

(2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci, tetapi pernah
dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut.>*

(c) Bukan Sunni atau Bid’i. yaitu seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri
yang belum digauli, talak kepada istri yang belum pernah haid atau pada
istri yang telah lepas haid dan talak pada istri yang sedang hamil.

2) Talak ditinjau dari segi lafaz talak

Ditinjau dari segi lafaz atau kata-kata yang dipergunakan untuk

menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam :

(@) Sharih, yaitu talak yang apabila seorang menjatuhkan talak kepada istrinya
dengan menggunakan kata-kata al-zalaq atau al-firag, baik dalam bahasa arab
atau terjemahannya, maka jatuhlah talak walaupun tanpa niat.>®

(b) Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran. Tentang
kedudukan talak dengan kata-kata kinayah tidak dianggap sah kecuali dengan

adanya niat.>®

54 Abdul Rahman Ghazali, Figh Mundakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 293.
% Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), him. 138.
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3) Talak ditinjau dari segi pengaruhnya
Adapun talak jika ditinjau dari pengaruhnya dibagi menjadi dua macam,
yaitu:
(@) Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang telah
dikumpulinya secara benar, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar
yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia jatuhkan talak
kepadanya atau baru pertama kali. Yang termasuk dalam talak raj i yaitu:
(1) Talak oleh suami yang baru pertama kali dijatuhkan selain sebelum
berkumpul. Talak setelah berkumpul meskipun baru pertama kali tidak
termasuk talak raj’i.

(2) Talak oleh suami yang dijatunkan untuk kedua kalinya setelah
berlalunya talak 7aj i yang pertama.®’

Bekas istri masih berhak tinggal dirumah suaminya dan berhak pula
mendapat nafkah. Dianjurkan agar suami istri berpisah tempat tidur. Apabila
suami ingin mencampuri istrinya, walaupun istri tidak mengizinkannya, Di
saat terjadi percampuran suami istri itu, maka terjadi rujuk. Agar ada
kepastian hukum, maka suami diwajibkan untuk mendatangkan saksi dua
orang di saat ia akan melakukan rujuk itu, karena:

1. Masa ‘iddah pada talak raj i adalah masa berfikir bagi suami, apakah

ia akan menggauli istrinya kembali atau akan menceraikannya.

% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirait: Dar al-Fikr, 1992), him. 28.
57 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU. Perkawinan di Indonesia,
(Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), him. 94.
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2. Talak raj’i mengurangi jumlah maksimum jumlah talak boleh
dirujuki. Dengan adanya persaksian rujuk dapat dibedakan antara
talak yang pertama dengan talak yang kedua dan talak yang kedua
dengan talak yang ketiga.>®

Wanita yang ditalak ragj’i hukumnya seperti istri. Mereka masih
mempunyai hak suami-istri, seperti hak waris-mewarisi antara keduanya.

Manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum

selesainya masa ‘iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk

dibayar, kecuali sesudah habis masa ‘iddah.>®
(b) Bain, yaitu talak yang putus secara penuh. Dalam arti, tidak memungkinkan
suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan nikah baru, talak
bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya pernikahan.°
Adapun talak bain ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

(1) Bain Sughra, yaitu talak yang menghapus kepemilikan bekas suami
terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami
untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh
mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa
iddahnya maupun sudah habis masa iddahnya. Talak dikategorikan

talak bain sughra apabila:

%8 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), him. 163.

%9 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh “ala al-Mazahib al-Khamsah, terj. Masykur A.B,
(Jakarta: Lentera Basritama, 2002), him. 451.

60 Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), him. 140.
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(a) Talak raj’i yang telah habis masa ‘iddah-nya bagi bekas istrinya.

(b) Talak yang dijatuhkan suami sebelum dukhul (hubungan biologis
dalam masa pernikahan).

(c) Talak karena sebab khulu’.

(d) Talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena sebab

rafa’ (tuntutan) pihak istri kepada pengadilan.®:

(2) Bain Kubra, adalah talak yang dijatuhkan suami untuk yang ketiga

kalinya, berdaampak pada hilangnya hak suami untuk menikah kembali
dengan istrinya, kecuali apabila bekas istrinya itu telah kawin dengan
orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara sah dan nyata.
Dan istri telah menjalankan masa ‘ddah dan telah habis masa ‘iddah-
nya.®

Dari penjelasan diatas, dapat dapat ditarik kesimpulan bahwasanya

talak dapat ditinjau dari tiga bagian. Yakni, pertama talak ditinjau dari segi

waktu (tempo) dijatuhkannya, kedua talak ditinjau dari segi lafazh atau kata-

kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak tersebut dari suami

terhadap istrinya dan yang ketiga adalah talak ditinjau dari segi pengaruh

atau dampaknya.

€.

Implikasi Talak

61 Hadi Mufaat Ahmad, Figh Munakahat, (Semarang: Duta Grafika, 1992), him. 186.
62 Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), him. 140.
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah disebutkan bahwa
akibat putusnya perkawinan atau pernikahan karena disebabkan perceraian (talak)
adalah sebagai berikut:

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.%®

C. Fatwa Menurut Islam
1. Definisi Fatwa

Secara etimologi istilah fatwa berasal dari kata sl atau yang 54\l

merupakan akar dari kata ! yang berarti adalah pemuda yang kuat. Pemaknaan

63 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), him.
44.

®4Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa lafazh L)l lebih banyak digunakan dalam
percakapan orang Arab dibanding lafazh sl karena dianggap lebih fasih. Penjelasan lebih detail
tentang kedua lafazh ini dapat dilihat pada karya Muhammad Sulaiman ‘Abdullah al-Asyqar, al-
Futya wa Manahij al-Ifta’, (Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 1976), him. 7. Adapun
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ini merupakan bentuk kiasan terhadap kondisi seseorang yang berfatwa karena ia
seperti menguatkan atau menegaskan suatu masalah melalui penjelasannya. %
Pendapat kedua mengatakan bahwa fatwa merupakan isim mashdar dari lafaz
<U8Y) yang berarti ALY atau JebY! yakni penjelasan.®

Dalam menelusuri beberapa ayat dalam al-Qur’an yang memakai lafaz
tersebut, maka pendapat kedua dianggap lebih kuat. Adapun ayat-ayat tersebut di
antaranya:

a. QS. al-Nisa’ ayat 176, yang berbunyi:®’

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:
Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka...”

b. QS. al-Nisa’ ayat 176, yakni:®®

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)®®. Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah...”

bentuk pengucapan huruf < pada kata <4l bisa difathah ataupun didhammah. Pengucapan
dengan bentuk fathah merupakan dialek penduduk Madinah dan dianggap lebih fasih secara
bahasa. Lihat pula pada Muhammad Jalaluddin al-Qasimi, al-Fatawa f al-Islam, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Alamiyyah, 1986), him. 48.

8 Ibnu al-Manzur al-Afriqi, Lisan al- ‘Arab, juz 5, (Beirut: Dar Shadir: 1997), him. 92,

8 Contoh dalam kalimat Y & Ul yang berarti: ia menjelaskan kepadanya sebuah
persoalan. Muhammad Sulaiman ‘Abdullah al-Asyqar, al-Futyawa Manahij al-Ifia’, (Kuwait:
Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 1976), him. 8.

57 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Intermesa, 1993), him.
143.

% Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, him. 153,

8 Kalglah adalah istilah bagi seseorang yang meninggal tapi tidak memiliki ayah maupun
anak yang bisa menjadi ahli warisnya.
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c. Pada QS. Yusuf ayat 41, yakni:™
I LI o
Artinya: “...Maka telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya
kepadaku.”

d. Pada QS. an-Naml ayat 32, yaitu:"
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Artinya: “la berkata (Balgis): Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan
dalam urusanku ini...”

Dari beberapa ayat di atas dapat dilihat bahwa kata fatwa beserta
pecahannya yang berupa fi’il madhz, mudhari’, dan amr’? digunakan ketika
seseorang ingin memecahkan suatu masalah yang pelik seperti pada masalah
hukum kewarisan, hukum yang menyangkut perempuan, atau masalah yang tidak
biasa seperti pada kasus Nabi Yusuf As. Yang ditanyai tentang takwil mimpi dua
temannya yang dipenjara dan masalah Ratu Balgis yang diperintahkan untuk
masuk Islam melalui surat Nabi Sulaiman As. Adapun tujuan dari permohonan

fatwa tersebut adalah untuk meminta keterangan dan penjelasan.

Adapun secara terminologi, mayoritas ‘ulama Ushul Figh klasik tidak
memberikan pengertian fatwa secara jelas. Mereka hanya membahas tentang

syarat-syarat dan adab dalam berfatwa serta perbedaan seorang mufti dengan

0 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, him. 355,

"1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, him. 597,

"2 Dalam gramatikal bahasa Arab terdapat tiga jenis kata kerja atau fi’il yaitu: fi’il madhi
yang menunjukkan pekerjaan pada masa lampau, fi’il mudhari’ yang menunjukkan pekerjaan yang
sedang dan akan dilakukan, serta fi’il amr menunjukkan kata kerja perintah.
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hakim.”
Beberapa ‘ulama kontemporer telah mengemukakan definisi fatwa.
Menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa yaitu:
Aclen 5l 38 agae ol OIS Cpme Jili Vg 0 Wlsa 5l Ll (e il 3 e il 2SS ol

Artinya: “Penjelasan hukum syar’i terhadap sebuah masalah dari beberapa
masalah atau jawaban terhadap pertanyaan si penanya, baik yang sifatnya jelas
atau samar-samar, secara individual ataupun massal (kolektif).”™

Adapun menurut Usamah al-Asyqar, fatwa lebih tepat jika menggunakan
kata “pemberitahuan” karena lebih komprehensif dibanding menggunakan Kkata

“penjelasan”. Jadi, fatwa ialah:

dnyle Yl 5 gl b aie Jlu ol ol dis e DY) oSa ol ) Say sy
PN

Artinya: “Pemberitahuan tentang hukum Allah atau hukum Islam berdasarkan
sebuah dalil syar’i terhadap siapa yang bertanya tentang hukum tersebut dalam
berbagai realitas dan selainnya, dengan tidak bersifat mewajibkan.””

Menurut Muhammad Shuhufi, fatwa telah mengalami pergeseran makna.
Di Indonesia, fatwa seringkali diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh
lembaga keagamaan dan tidak sedikit masyarakat yang memandang bahwa fatwa
tersebut merupakan penerjemahan dari aturan-aturan yang diyakini

kebenarannya.”®

3 Tyad bin Nami al-Salmi, al-Fatwa wa Ahammiyatuhd, (Majma’ al-Figh al-Islami, t.th.),
him. 10.

" Yusuf Qardhawi, al-Fatwa baina al-Indhibat wa al-Tasayyub, Cet. 11, (Beirut: al-Maktab
al-Islami), him. 7.

5 Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asygar, Manhaj al-Ifia’ ‘inda al-Imam lon Qayyim al-
Jauziyyah (Yordania: Daral-Nafa’is, 2004), him. 62.

76 Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Makassar:
Alauddin University Press, 2011), him. 106.
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Dari beberapa pengertian fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa fatwa
merupakan sebuah solusi hukum terhadap sebuah masalah yang didahului oleh
adanya permintaan penjelasan atau pertanyaan yang diajukan seseorang kepada
sang pemberi fatwa. Oleh karena itu, di dalam fatwa ada dua unsur lain yang
utama yaitu orang yang memberi fatwa (muft) dan orang yang meminta fatwa
(mustaftz).

2. Hukum Fatwa

Fatwa merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah
hukum Islam sebagaimana sebelumnya termaktub dalam nash al-Qur’an pada
surat Yusuf ayat 41 dan al-Naml ayat 32 tentang pertimbangan pemutusan
perkara. Pada ayat tersebut Allah menunjukkan betapa pentingnya fatwa dalam
memenuhi kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, jika seseorang mendapati
sebuah kasus yang membutuhkan dalil atau penjelasan, maka wajib hukumnya
untuk bertanya kepada orang yang ahli. Dengan jelas Allah Swt. terangkan dalam
QS. al-Nahl ayat 43:

() 55 2Ky SH NS i T ¥ 85 L G TS
Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang yang

Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”’”

Fatwa bisa menjadi berubah status hukumnya dari fardhu menjadi makruh

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993),
him. 408.
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atau bahkan haram tergantung darikondisi mufti dan mustafti. Adapun hukum

fatwa sebagai berikut:

a Fardhu “Ain: fatwa hukumnya fardhu ain jika dalam satu negara hanya terdapat
satu mufti, maka wajib bagi mufti tersebut untuk mengeluarkan fatwa jika
diminta.’

b. Fardhu Kifayah: jika satu negara memiliki beberapa mufti maka hukumnya
menjadi fardhu kifayah. Jika salah satu dari keduanya tidak hadir, maka ‘ulama
berbeda pendapat. Sebagian ‘ulama mengatakan bahwa hukumnya berpindah
menjadi fardhu ‘ain bagi mufti yang hadir, sebagian lagi berpendapat bahwa
hukumnya tetap fardhu kifayah.”

¢ Haram: Keharaman fatwa terjadi jika fatwa dilakukan oleh orang yang tidak
mengetahui jawaban yang benar dari masalah yang ditanyakan kepadanya.®
Al-Qasimi berpendapat bahwa fatwa juga haram bagi orang yang
menyepelekan sebuah masalah dengan tanpa berpikir dan menganalisa masalah
tersebut terlebih dahulu, maka orang seperti itu haram dimintai fatwa dan
diamalkan fatwanya.5!

d Makruh: Dimakruhkan untuk memberi fatwa dalam kondisi fisik dan
emosional yang tidak stabil seperti marah, sakit keras, lapar, mengantuk,

gembira berlebihan, atau sedang menghadapi sebuah peristiwa besar. Jika

8 lbnu Hamdan al-Kharrani, Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, (Damaskus: al-
Maktab al-Islami, 1380), him. 6.

% Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi, al-Fatwa fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Alamiyyah, 1986), hlm. 75.

80 |bnu Hamdan al-Kharrani, Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, him. 6.

81 Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi, al-Fatwa fi al-Islam, him. 76.
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fatwa tetap dipaksakan dalam kondisi tersebut karena alasan yang kuat, maka
fatwa tetap boleh dilakukan dengan syarat bahwa mufti mampu menjamin
kebenaran fatwanya meskipun hal ini mengkhawatirkan dan tidak dianjurkan.®
3. Syarat-Syarat Mufti, Mustafti dan Fatwa
Mayoritas literatur klasik dan kontemporer yang mengkaji tentang masalah
ijtihad juga membahas secara tuntas ketentuan atau sSyarat-syarat dalam fatwa.
Mufti atau orang yang mengeluarkan fatwa dan mustafti atau orang yang
meminta fatwa adalah dua unsur penting dalam fatwa, di luar fatwa itu sendiri.
Para ‘ulama bukan hanya memberikan beberapa syarat bagi pemberi fatwa
semata, tetapi juga pihak yang akan menerima fatwa tersebut.
a. Syarat Mufti
Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti hampir sama
dengan syarat-syarat seorang mujtahid meski dalam beberapa hal terkesan lebih
ketat. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat-
syarat khusus ada yang disepakati mayoritas ‘ulama, ada pula yang masih
diperdebatkan.
Syarat umum yang telah disepakati para ‘ulama ada dua yaitu bahwa
seorang mufti harus beragama Islam dan dia sudah termasuk mukallaf, sedangkan
syarat-syarat khususnya adalah:

1. Mengetahui Masalah yang akan difatwakan.

8 Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi, al-Fatwa fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Alamiyyah, 1986), him. 77.
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Para ulama seperti lbnu Qayyim, al-Zarkasyi, Abu Bakar al-Bagillani
mengungkapkan bahwa seorang mufti wajib mengetahui persoalan atau materi
fatwa yang akan dikeluarkan.®® Hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh

Allah dalam QS. al-Isra’ ayat 36 yang berbunyi:®

P
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Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati,
semuanya itu akan dimintai pertanggung-jawabannya.”

Dengan mengetahui masalah yang akan difatwakan, seorang mufti akan
dapat menganalisa hukum masalah tersebut dan memberikan jawaban yang tepat.
Oleh karena itu, bagi mufti yang tidak menguasai bidang masalah yang
difatwakan, maka ia tidak boleh berfatwa. Hal tersebut selaras dengan firman

Allah Swt. dalam QS. al-A’raf ayat 33:

e Fr T AT ] - - Y -,
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Artinya:  “Katakanlah  (wahai Muhammad), sesungguhnya Tuhanku
mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan
perbuatan dosa, pelanggaran hak manusia tanpa alasan yang benar,
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah
untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Adapun hadits Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan syarat tersebut

sebagaimana HR. al-Hakim yang berbunyi:

8 Iyad bin Nami al-Salmi, al-Fatwd wa Ahammiyatuha, (Majma’al-Figh al-Islami, t.th.),
him. 39.

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993),
him. 429.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
Barangsiapa yang berfatwa kepada manusia yang ia tidak ketahui, maka dosanya
ditanggung oleh yang berfatwa.”®

2. ljtihad.

Syarat ijtihad merupakan syarat yang paling urgen dan utama menurut
para ahli Ushul dan Fugaha’. Dari tiga madzhab besar, hanya Hanafiyyah yang
tidak memasukkan syarat ijtihad ke dalam syarat sah seorang mufti dengan dalih
untuk memudahkan manusia mencapai taraf mufti.&

Syarat ini mewajibkan seorang mufti untuk memiliki pengetahuan seorang
mujtahid. Pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan secara
mendalam yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid, bukan pengetahuan
sebagaimana pada orang awam. Para ahli Ushul sepakat bahwa pengetahuan
seorang mujtahid meliputi pengetahuan terhadap al-Qur’an dan Sunnah, I[jma’,
Nasikh-Mansukh, kaidah bahasa Arab dan Ushul Figh, namun mereka berbeda
pendapat tentang batasan pengetahuan khusus.®” Sebagian ‘ulama berpendapat

bahwa seorang mufti harus mencapai level mujtahid mutlak, sebagian lagi

8 Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Nisaburi, al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain, Kitab tentang llmu,
Hadits 436 (Kairo: Dar al-Haramain, 1997), him. 204.

8 <Ali bin Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushul al-Ahkam, cet. 1, juz 1V, (Riyadh:
Dar al-Sami’i, 2003), hlm. 270.

87 Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asyqar, Manhaj al-Ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 100-101.
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mencukupkan hanya pada level mujtahid mucgayyad.®

Pembahasan tentang syarat ijtihad juga berkaitan dengan masalah tentang
kebolehan atau ketidak-bolehan seorang mufti bertaklid kepada mazhab orang
lain. ‘Ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut:%°

1) Mayoritas Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan riwayat dari Imam Ahmad
berpendapat bahwa seorang mufti tidak boleh bertaklid secara mutlak.
Mereka berdalil bahwa seorang mujtahid telah memiliki kriteria yang
sempurna untuk memutuskan sebuah hukum dan seorang mujtahid telah
mampu mengetahui hukum dengan kemampuan ijtihadnya sehingga ia tidak
boleh keluar dari ketentuan yang dapat mengurangi kemujtahidannya.

2) Sekelompok ‘ulama dari Malikiyyah mengemukakan pendapat yang
berlawanan dengan pendapat pertama yaitu mereka membolehkan taklid bagi
mufti secara mutlak. Mereka beralasan bahwa dalam berfatwa tidak dituntut
untuk mengetahui sesuatu dengan pasti, tetapi cukup dengan zhan atau dugaan
dan hal itu bisa dicapai dengan bertaklid (tidak perlu berijtihad). Mereka juga
berhujjah dengan mengatakan bahwa sesuatu yang ditaklid merupakan hukum
yang juga menuntut untuk berijtihad di dalamnya maka boleh saja bertaklid
sebagaimana yang dilakukan oleh mustafti yang awam.

3 Ibnu Suraij dari Syafi’iyyah membolehkan seorang mufti bertaklid dalam

sebuah masalah namun dengan syarat hal itu dilakukan jika dalam kondisi

8 Mujtahid mutlak merupakan level tertinggi seorang mujtahid yang pengetahuannya tidak
terbatas pada masalah atau mazhab tertentu, sedangkan mutlak mugayyad sebaliknya. Tingkatan
mujtahid dan pembagiannya lihat ‘Iyad bin Nami al-Salmi, al-Fatwa wa Ahammiyatuha, (Majma’
al-Figh al-Islami, t.th.), hlm. 41-42. Lihat pula Ibnu Hamdan al-Kharrani, Sifat al-Fatwa wa al-
Mufti wa al-Mustafti, (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1380), him. 14.

8 Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asygar, Manhaj al-Ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 338.
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waktu yang sempit yang tidak cukup untuk melakukan ijtihad.

4) Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa mujtahid boleh bertaklid kepada
orang lain yang lebih tahu dari dirinya secara mutlak.

5 Pendapat lain mengatakan bahwa taklid seorang mujtahid atau mufti hanya
terbatas kepada para Sahabat dan Tabi’in.

Dari beberapa pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lebih
menguatkan pendapat yang membolehkan taklid mufti karena menurutnya tidak
ada satu pun imam madzhab yang tidak bertaklid kepada orang yang lebih
mengetahui dari dirinya dalam beberapa hukum.%

3. Adil.

Sifat adil merupakan salah satu syarat wajib bagi mufti yang telah
disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga fatwa orang fasiq tidak dianggap sah.%
Sifat adil berkaitan erat dengan kualitas kepribadian seseorang yang sangat sulit
untuk diidentifikasi karena merupakan sesuatu yang abstrak. Para ‘ulama berbeda-
beda dalam menetapkan kriteria adil, namun semuanya sepakat bahwa adil yang
dimaksud adalah keshalihan spiritual.

Ada beberapa indikasi dan kriteria untuk menilai sifat adil seseorang.

Pertama, konsisten dalam menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil sehingga

% Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asyqar, Manhaj al-ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), him. 340.

%1 Sebagian ‘ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fatwa orang fasik mutlak dapat diterima,
sedangkan pendapat terkuat dari Hanabilah mengatakan bahwa fatwa dari orang fasik dapat
diterima dengan syarat ia tidak mengumumkan kefasikannya dan jika orang yang adil tidak ada.
Lihat ‘Abdul Majid al-Sausah, Dhawabit al-Fatwa fi al-Qadhaya al-Mu’asharah, Majallah al-
Syari’ah wa al-Dirasat al-Islamiyah, vol. 341/1990.
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tidak terkenal cacat personal di masyarakat. Kedua, tidak melakukan hal-hal yang
bisa saja dianggap biasa oleh orang lain namun dapat mengurangi wibawa seperti
berjalan tanpa alas kaki, buang air di sembarang tempat dan sebagainya.®

4. Tidak memudah-mudahkan masalah yang akan difatwakan.

Syarat ini diungkapkan oleh al-Sam’ani. Ia menjelaskan bahwa golongan
al-mutasahhil (orang yang memudah-mudahkan) ada dua: Pertama, yang
memudah-mudahkan dalam mencari dalil dan jalan penetapan hukum sehingga ia
mengeluarkan fatwa melalui dengan analisis dan pemikiran yang dini. Kedua,
orang yang memudah-mudahkan dalam mencari rukhshah atau dispensasi hukum.
Dua kategori ini tidak boleh ada dalam diri seorang ahli fatwa.*

Adanya penetapan syarat tersebut bertujuan agar seorang mufti tidak
menuruti hawa nafsunya dalam menetapkan hukum. Namun, tidak memudah-
mudahkan masalah yang akan difatwakan bukan berarti bahwa seorang mufti
harus bersikap sangat ketat atau mutasyaddid dalam berfatwa yang akan
menyebabkan kesukaran dalam agama, bahkan ia dianjurkan untuk mencari jalan
yang paling ringan dan sesuai dengan kondisi mustaftinya. Seorang mufti yang
mengeluarkan fatwa dengan hanya mengambil pendapat terlemah yang paling
ringan meskipun itu bertentangan dengan nash, maka ia termasuk dalam kategori

al-mutasahhil.

92 ‘Iyad bin Nami al-Salmi, al-Farwa wa Ahammiyatuha, (Majma’al-Figh al-Islami, t.th.),
him. 56.

9 Manshur bin Muhammad al-Sam’ani, Qawdthi’ al-Adillah fi Ushul al-Figh, Juz 5
(Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1998), him. 133-134.
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5. Cerdas.

Para ahli figh berpendapat bahwa salah satu syarat yang harus dimiliki
seorang mufti adalah kecerdasan intelektual. Cerdas yang dimaksud adalah akal
yang sehat dan mempunyai pikiran yang jernin dan tajam.%* Namun, sebagian
‘ulama tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat utama bagi mufti karena
batasan dan ukuran kecerdasan itu merupakan hal yang relatif berbeda antara satu
orang dengan yang lain.*®
6. Mengetahui prinsip-prinsip agama (ushul al-dien) secara global.

Adapun prinsip-prinsip agama yang dimaksud adalah pengetahuan
ketauhidan secara global seperti mengetahui bahwa Allah Swt. adalah Pencipta
dan memiliki sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh, serta mengetahui bahwa
Allah Swt. adalah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk-Nya, dan Allah telah
mengutus Rasul-Nya dengan memberinya mukjizat. Ibnu ‘Aqil menjelaskan
bahwa syarat tersebut tidak dimaksudkan bahwa seorang mufti harus menyamai

pengetahuan seorang ahli kalam.%

% lbnu Hamdan al-Kharrani, Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, (Damaskus: al-
Maktab al-Islami, 1380), him. 13.

% ‘Ulama yang tidak memasukkan kecerdasan sebagai syarat mufti diantaranya Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah. Lihat Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asyqar, Manhaj al-Ifi@’ ‘inda al-Imam
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 109. Adapun ‘ulama yang
memasukkan syarat tersebut sebagai syarat lazim seorang mufti diantaranya Al-Kharrani, Imam al-
Haramain dan Ibnu Shalah. Lihat ‘Iyad bin Nami al-Salmi, al-Fatwa wa Ahammiyatuha, (Majma’
al-Figh al-Islamy, t.th.), hlm. 64.

% >Ali bin ‘Aqil al-Hanbali, al-Wadhih fi Ushul al-Figh, Juz 5, (Kairo: Maktabah Risalah,
1999), him. 456.
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Mayoritas ‘ulama tidak mencantumkan syarat ini sebagai syarat bagi
seorang mufti, sebagaimana syarat baligh dan berakal karena telah dianggap
sebagai sesuatu yang mutlak ada dalam diri seorang mujtahid.%’

Dari beberapa penjelasan tentang syarat-syarat khusus tersebut dapat
disimpulkan bahwa penetapan syarat yang cukup ketat terhadap kriteria seorang
mufti bertujuan untuk menghasilkan produk fatwa yang benar-benar komprehensif,
berkualitas, serta dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan nash (al-Qur’an
dan Sunnah). Mayoritas para ulama klasik maupun kontemporer tidak pernah
luput membahas syarat-syarat bagi mufti yang mengisyaratkan besarnya atensi
mereka terhadap kedudukan fatwa.

b. Syarat Mustafti

Unsur lain yang tak kalah pentingnya dalam fatwa adalah mustafti.
Mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syara’ dalam sebuah
masalah karena ia tidak mengetahui hukumnya dengan tujuan untuk mengetahui
hukumnya serta mengamalkan fatwa tersebut sesuai apa yang difatwakan
kepadanya.®® Pada dasarnya, siapapun boleh meminta fatwa hukum yang ia tidak
ketahui, namun para ‘ulama telah menetapkan dua syarat atau kriteria utama
bagi mustafti, yaitu:

1) Bukan mujtahid.®® Artinya ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan

9 ‘Iyad bin Nami al-Salm, al-Fatwa wa Ahammiyatuha, (Majma’ al-Figh al-Islami, t.th.),
him. 65.

%<Abdul Karim Zaidan, Ushul al-Da’wah, Cet. IX, (Beirut: Muassasah Risalah, 2002),
him. 131.

99¢ Abdul Karim Zaidan, Ushul al-Da 'wah, Cet. 1X, him. 132.



64

ijtihad terhadap sebuah kasus hukum atau ia memang tidak pernah
mendapatkan pengetahuan agama maupun wawasan dalam figh.

2) Telah diwajibkan untuk mengetahui hukum syara’. ' Misalnya bagi
seseorang yang mencapai usia baligh, maka ia telah wajib untuk mengetahui
rukun-rukun dan syarat-syarat dalam shalat. Bagi seseorang yang telah
mampu menunaikan ibadah haji, maka ia wajib untuk mengetahui hukum-
hukum yang berkaitan dengan haji.

Selain dua syarat utama tersebut, seorang mustafti juga disyaratkan untuk:

1. Mengetahui kualitas mufti.

Kualitas tersebut meliputi kualitas intelektual dan keagamaan. Beberapa

‘ulama berpendapat bahwa mufti yang paling berkualitas dan lebih diutamakan
dimintai fatwanya adalah orang yang paling luas ilmunya dan paling wara’.1%
Mengenai wajibnya seorang mustafti untuk mengetahui hal tersebut, para ‘ulama
terbagi ke dalam tiga pendapat, yaitu:

a. Segolongan ‘ulama berpendapat bahwa mustafti wajib menelusuri

kesempurnaan syarat-syarat seorang mufti lalu meyakinkan bahwa semua

syarat sudah terpenuhi oleh mufti tersebut.1%2

100¢ Apdul Karim Zaidan, Ushul al-Da 'wah, Cet. 1X, him. 132.

101 Jika dalam satu wilayah ditemui dua mufti, yang satu adalah orang yang luas ilmunya,
sedangkan yang lain adalah orang yang paling wara’, maka menurut pendapat terkuat diutamakan
mufti yang lebih wara’. Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan zaman yang penuh dengan
dekadensi moral dan spritual, sehingga orang yang kualitas kesalehannya lebih tinggi akan lebih
berhati-hati dalam berfatwa dan lebih terjaga kualitas fatwanya dari hawa nafsu. Lihat ‘Abdul
Karim Zaidan, Ushul al-Da 'wah, Cet. IX (Beirut: Muassasah Risalah, 2002), him. 135.

102 ‘Ulama berbeda pendapat tentang cara mengetahui kualitas seorang mufti. Pendapat
tersebut di antaranya: Al-‘Amidi mengungkapkan bahwa cara yang dapat ditempuh adalah dengan
mengamati tanggapan masyarakat umum terhadap fatwa yang diungkapkan mufti tersebut. Ibnu
Taimiyah dan al-Nawawi berpendapat mustafti cukup dengan mengandalkan kemasyhuran mufti
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b. Mayoritas ‘ulama hanya menyaratkan bahwa mustafti cukup mengetahui sifat
adil dan kualitas pengetahuan mufti tersebut tentang masalah yang ia ajukan.
Pendapat ini tidak seketat pendapat pertama sehingga meringankan bagi
mustafti, 103

c. Ibnu ‘Agil mengemukakan adanya pendapat lain di luar dua pendapat tersebut.
Sekelompok ‘ulama mengatakan bahwa mustafti tidak diwajibkan untuk
meneliti pemenuhan syarat-syarat mufti sehingga ia boleh bertanya atau
meminta fatwa kepada siapa saja.'%

2. Mampu melakukan tarjih saat diperlukan.

Jika fatwa yang ditetapkan kepada mustafi berbeda antara mufti yang satu
dengan yang lain, maka ‘ulama berpendapat bahwa ia wajib berijtihad untuk
mengetahui pendapat terkuat dan mengamalkan pendapat tersebut.%® Pendapat

lain menyebutkan bahwa mustafti tidak diwajibkan mencari pendapat terkuat,

tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa seorang mustafti dapat meminta pendapat dari orang-
orang yang dikenal adil tentang kredibilitas sang mufti. Al-Ghazali dan mayoritas ‘ulama
Syafi’iyah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mustafti cukup dengan menerima
ucapan mufti yang mengakui bahwa dirinya mufti. Lihat pembahasan lebih lanjut di Usamah
‘Umar Sulaiman al-Asyqar, Manhaj al-Ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al- Jauziyyah, (Yordania:
Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 155.

103 Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asygar, Manhaj al-Ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 154.

104 < Ali bin ‘Aqil al-Hanbali, al-Wadhih fi Ushul al-Figh, juz V, (Kairo: Maktabah Risalah,
1999), him. 465.

105 pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ‘ulama seperti lbnu Qayyim dan Ibnu Shalah.
Adanya syarat tersebut memungkinkan mustafti terhindar dari hawa nafsu dalam memilih fatwa.
Lihat Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asyqar, Manhaj al-Ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 177.
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tetapi cukup memilih pendapat mana yang ia kehendaki atau memilih fatwa

yang lebih ringan atau lebih berat untuk berhati-hati.%

3. Mengamalkan fatwa yang disampaikan kepadanya.

Ibnu Qayyim mengemukakan perbedaan ulama tentang hal tersebut:

a. Sebagian ‘ulama berpendapat bahwa mustafti tidak wajib mengamalkan fatwa
kecuali jika mufti mewajibkan kepadanya.

b. la wajib mengamalkannya jika memang fatwa tersebut mewajibkan untuk
diamalkan.

c. Jika ia yakin bahwa fatwa tersebut sah atau benar maka ia wajib
mengamalkannya. Jika ia tidak menemukan fatwa berbeda dari mufti lain,
maka ia wajib mengamalkannya. Kecuali jika ia menemukan fatwa berbeda,
maka ia boleh tawaqquf atau berijtihad memilih salah satu dari keduanya.%’

4. Tidak serta-merta menerima fatwa kecuali jika hatinya sudah yakin terhadap
keabsahan fatwa tersebut.

Jika mustafti ragu-ragu, tidak yakin, atau ia mengetahui bahwa fatwa

tersebut tidak sejalan dengan nash maka ia tidak boleh menerima atau

mengamalkan fatwa itu. Pada kasus ini, mustafti wajib bertanya ke beberapa

106 Ada tujuh pendapat mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Kharrani.
Lihat pada Ibnu Hamdan al-Kharrani, Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, (Damaskus: al-
Maktab al-Islami, 1380), him. 81. Sebagian ulama menyebutkan lima pendapat, sedangkan al-
Zarkasyi menyebutkan lebih dari sepuluh pendapat. Lihat Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asyqar,
Manhaj al-Ifta’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al- Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm.
173 dan Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi, al-Fatwa fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Alamiyyah, 1986), hlm. 105.

197 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz 11, (Saudi:
Dar al- Jauziyyah, 2002), him. 206.
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mufti lain hingga hatinya benar-benar tenang menerima fatwa tersebut. %8

c. Syarat Fatwa
Fatwa memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh mufti untuk
menjaga kualitas fatwa tersebut. Adapun syarat fatwa adalah:
1. Fatwa tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur’an dan Sunnah.'® Dan
boleh beralih menggunakan dalil Qiyas atau dalil logika ketika tidak didapati
dalil nash.!!® Pentingnya syarat ini juga dapat disimpulkan perkataan Imam

Syafi’i sebagai berikut:
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Artinya: “Jika kalian menemukan dalam tulisanku apa yang bertentangan
dengan Sunnah Rasulullah saw., maka katakanlah apa yang sesuai dengan
Sunnah Rasulullah saw. dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan.”'!

2. Fatwa harus dilandasi oleh kaidah kemaslahatan!? yaitu menciptakan maslahat

atau mencegah mafsadat karena pada dasarnya setiap hukum syari’at dibangun

198 1bnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwagqi’in ‘an Rabb al- ‘Alamin, Juz 11, him. 192.

199 1bnu Qayyim mengemukakan beberapa dalil dari al-Qur’an dan Hadits tentang larangan
berijtihad yang bertentangan dengan nash dan membahasnya secara komprehensif. Lihat lbnu
Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz 1V, (Saudi: Dar al-
Jauziyyah, 2002), him. 36.

10 1bnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz 1V, (Saudi:
Dar al- Jauziyyah, 2002), him. 43.

111 Diriwayatkan oleh Imam al-Baihagi dari sanad Rabi’ al-Maradi. Lihat Taqgiyuddin al-
Subki, Ma’na Qaul al-lImam al-Muthallabi, (Mu’assasah al-Qurthubabh, t.th.), him. 87.

112 para ‘ulama telah menetapkan beberapa syarat untuk menerapkan kaidah kemaslahatan
dalam hukum diantaranya: Pertama, maslahat tersebut harus hakiki atau bukan sekedar ilusi
sehingga ia dapat diterapkan dalam aspek kehidupan. Kedua, maslahat tersebut ditujukan untuk
masyarakat umum, bukan yang sifatnya personal saja. Ketiga, maslahat yang akan dipakai tidak
menyalahi nash dan konsensus ulama. Lihat ‘Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Azzam, al-Qawa’id al-
Fighiyyah (Kairo: Dar el-Hadits, 2005), hlm. 200. Bandingkan dengan Musfir bin ‘Ali bin
Muhammad al-Qahthani, Manhaj Istikhraj al-Ahkam al-Fighiyyah li al-Nawazil al-Mu asharah,
juz 1, (Disertasi Doktor, Fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah, Universitas Umm al-Qura’,
Arab Saudi, 2000), him. 358.
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di atas maslahat.*3
3. Fatwa harus sejalan dengan maksud-maksud ditetapkannya sebuah hukum
Syari’at (Magashid) yaitu bahwa lafaz fatwa mengandung makna, tujuan, dan
hikmah-hikmah agama.'!4
4. Fatwa harus memperhatikan perbedaan pendapat ulama karena banyak dari
perbedaan pendapat tersebut melahirkan banyak hukum sehingga wajib untuk
dianalisa sebelum seorang mufti mengeluarkan hukum.!*®
5. Fatwa harus menggunakan dalil logika jika masalah yang akan difatwakan
berhubungan dengan hukum-hukum yang harus dipahami dengan logika.
Fatwa juga harus dilandasi oleh pemahaman terhadap kondisi individu yang
akan diberikan fatwa (figh al-hal) dan pemahaman terhadap realitas (figh al-
wagi’). 11
4. Urgensi Fatwa dalam Hukum Islam
Gerakan reformasi hukum Islam yang mulai muncul dan menggema sejak
abad ke 19 Masehi menyebabkan perubahan radikal pada perkembangan
pemikiran Hukum Islam. Reformasi tersebut bukan hanya meruntuhkan mindset
klasik yang berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, tetapi juga mengikis
tradisi taklid buta dengan menghidupkan kembali ijtihad. Gerakan yang

memunculkan para tokoh modernis seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha,

113 Naji Ibrahim al-Suwaid, Figh al-Muwazanat, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002),
him. 2309.

114 Naji lbrahim al-Suwaid, Figh al-Muwazanat, him. 239.

115 Naji lbrahim al-Suwaid, Figh al-Muwazanat, him. 239.

118 Naji Ibrahim al-Suwaid, Figh al-Muwazanat, him. 239.
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hingga Jamaluddin al-Afghani itu memberikan angin segar terhadap kemajuan
berpikir umat Islam.

Sebagai agama yang komprehensif, Islam seharusnya mampu bersinergi
dengan perkembangan zaman. Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi
tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan sehingga dapat
memberikan maslahat hidup manusia di dunia dan akhirat secara maksimal.’
Disinilah  kedudukan strategis fatwa dalam usaha menjawab berbagai
problematika umat yang sejalan dengan konsep magashid syari’ah.

Menurut ‘lyad bin Nami, urgensi fatwa tersirat dari adanya kewajiban
bagi orang berilmu untuk menjelaskan hukum syari’at dan larangan
menyembunyikan pengetahuannya. 1*® Hal tersebut ditegaskan dalam QS. al-
Bagarah ayat 159:
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
Kami turunkan berupa keterangan- keterangan yang jelas dan petunjuk setelah
Kamimenerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati oleh
Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.”'*°

Kebutuhan umat terhadap penjelasan hukum sudah mencapai tingkat

kebutuhan primer sehingga para ahli fatwa dituntut untuk mampu menjawab

17 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan
Zaman yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 18.

118 ‘Tyad bin Nami al-Salmi, al-Fatwa wa Ahammiyatuhd, (Majma’ al-Figh al-Islami, t.th.),
him. 23.

119 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993),
him. 40.
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kebutuhan tersebut. Ibnu Qayyim menggambarkan betapa besarnya kebutuhan
umat terhadap fatwa melalui pernyataan berikut:
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Artinya: “Mereka (para ahli fatwa) seperti kedudukan bintang di langit yang dapat
menunjuki orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan, dan kebutuhan manusia
terhadap mereka lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman,
dan taat kepada mereka lebih wajib daripada ketaatan kepada orang-tua...*?°

Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh mufti, maka akan terjadi
mafsadat seperti munculnya kecendrungan masyarakat awam untuk
menyelesaikan persoalan agama menurut hawa nafsunya saja sehingga mereka
akan semakin jauh dari hakikat ajaran Islam.*?! Selain itu, jika para ‘ulama tidak
mampu menghadirkan fatwa-fatwa baru sesuai perkembangan realitas, maka
hukum Islam akan stagnan dan sulit membumi di masyarakat.

Pentingnya fatwa sebagai solusi hukum Islam juga dapat disimpulkan dari
adanya nash yang bersifat global sehingga tidak menjelaskan hukum berbagai
masalah baru yang terjadi. Tidak semua masalah atau peristiwa memiliki dalil
122

nash, sedangkan masalah terus bermunculan.

Di Negara Saudi Arabia, secara khusus memasukkan fatwa ke dalam pasal

120 1bnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz 1V, (Saudi:
Dar al- Jauziyyah, 2002), him. 14.

121 ‘Tyad bin Nami al-Salmi, al-Fatwa wa Ahammiyatuhd, (Majma’ al-Figh al-Islami, t.th.),
him. 24.

122 Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asygar, Manhaj al-Ifia’ ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2004), him. 122.
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45 (empat puluh lima) undang-undang dasar negara itu yang berbunyi: “Sumber
fatwa di kerajaan Arab Saudi adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sistem ini
menjelaskan  struktur organisasi ilmuan senior, pengkajian ilmiahnya,
penfatwaannya dan karakteristiknya”.?® Dan tentunya kedudukan fatwa yang
tercanang di Saudi Arabia bersifat mengikat secara legitimasi hukum.

Di tanah air misalnya, ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama
Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ‘ulama,
zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan
mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri
pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di
Jakarta, Indonesia.*?* Sebagai lembaga tertinggi fatwa Indonesia juga menerbitkan
karya tulis yang memuat kompilasi fatwa MUI yang berjudul Himpunan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia. Di dalam buku tersebut, MUI juga mengemukakan
dasar-dasar penetapan fatwa yang dipegangi oleh Lembaga Fatwa MUI atau yang
diisitilahkan dengan metode istinbath hukum. > Meskipun dalam sejarah
pembentukannya lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu
lembaga yang mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwa diakomodir oleh

pemerintah, namun posisi lembaga ini berada di luar sistem hukum dan

123 Al-Nizam al-Asasr li al-Hukm,
http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/BasicSyst
emOfGovernance24887.aspx (Diakses pada tanggal 30 September 2019).

124 Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah,
(Bandung: Kafa Publishing), 2008, him. 409.

125 Departemen Agama RI., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Jama’ah Haji, 2003), him. 4.
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pemerintahan. Walau demikian, beberapa fatwa yang dihasilkan khususnya yang
terkait dengan operasional ekonomi syari’ah di Indonesia sering kali menjadi
sumber hukum positif di Indonesia, sebab undang-undang yang terkait merujuk
fatwa MUI sebagai produk hukum yang harus dipedomani. Dalam sistem hukum
ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan
sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi
komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa
tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda
pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan
ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan
posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan
isi fatwa itu, hanya para ‘ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim lebih punya
kompetensi dan ilmu untuk berfatwa.

Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam di Indonesia,
tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata,
dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya
bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syari’ah dan valid.
Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup
aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan
yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur
negara dan sistem peradilan.

Secara teoretis, mufti harus terlepas dari negara demi menghindari bias
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dan penyimpangan dalam pemberian fatwa. Namun, dalam realitasnya peran
negara dalam menciptakan otoritas hukum begitu besar. Negara mempunyai
kepentingan dalam peran ini, baik dalam perspektif keagamaan, sosial maupun
politik. Sebagian besar masyarakat di negara Muslim saat ini tidak terlepas dari
pengaruh dan intervensi negara dalam kehidupan agamanya. Salah satu yang
dimasuki negara adalah persoalan pemberian fatwa. Sehingga dalam realitas sosial
dan politik keagamaan dikenal istilah “mufti negara”, yang merupakan “lawan”
dari mufti personal.’?® Mufti negara adalah pejabat negara, birokrat, dan tokoh
penting dalam administrasi keagamaan. Kedudukan mufti negara dan fatwanya
berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. 2’

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berijtihad seperti
kenyataan orang-orang awam yang tidak mengetahui hukum ibadah, mu’amalah,
maupun aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, fatwa dapat menjadi jalan
praktis dan solusi konkrit bagi umat untuk mendapatkan jawaban-jawaban seputar
persoalan hukum yang akan membantu penyebaran ajaran Islam dan mengangkat
ketinggiannya sepanjang zaman. Fatwa dipandang baik untuk diterapkan jika
mengandung maslahat Ummat dan sebagai petujuk positif dan rahmat bagi seru

sekalian alam.

126 Rusli, Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online, (Hanifa: Jurnal Studia
Islamica, Vol. 8, No. 2, Desember 2011), him. 279

127 Rusli, Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online, Hanifa: Jurnal Studia
Islamica, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, him. 279, mengutip dari Jakob Skovgaard-Petersen, “A
typology of state Muftis” dalam Islamic Law and the Challenge of Modernity, ed. lyvonne Y.
Haddad dan Barbara F. Stowasser, (Oxford: Oxford University Press, 2004), him. 81.
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D. Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz
1. Biografi Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
a. Latar Belakang Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Jb cs 4) e ¢ 3 3»ll ) adalah
seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang sains hadits, aqidah dan figh.
Beliau lahir di Riyadh Saudi Arabia pada tahun 1909 M/1330 H. Pada awalnya
beliau bisa melihat dengan normal, namun pada usia remaja penglihatannya
perlahan memburuk hingga puncaknya pada usia sekitar 20 tahun beliau pun
mengalami kebutaan total. Beliau pernah menjabat sebagai mufti (penasehat
agung) kerajaan Saudi Arabia, kepala majelis pendiri Rabithah al-‘Alam Islami
(Liga Muslim Dunia), Rektor Universitas Islam Madinah, anggota dewan tertinggi
Hai'ah Kibar al- ‘Ulama (semacam MUI di Arab Saudi), dan ketua dari Dewan
Riset llmu dan Fatwa (al-Lajnah al-Daimah lil Buhits al- ‘llmiyah wa al-Ifta’).
Beliau meninggal dunia pada tahun 1999 M/1420 H dan disemayamkan di
pemakaman Al- ‘4dl kota Makkah.!?8

Beliau telah membangun halagah (majlis) pengajaran di Jami' al-Kabir
(Masjid Jami' Besar) di Riyadh sejak berpindah kesana. Halagah ini terus berjalan
meskipun pada tahun-tahun akhir terbatas pada sebagian hari saja dalam sepekan,
karena banyaknya kesibukan beliau. Banyak para penuntut ilmu yang

memanfaatkan halagah tersebut. Di tengah keberadaannya di Madinah (Saudi

128 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
(Semarang: 1AIN Walisongo, 2014), him. 83.
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Arabia) dari tahun 1381 H sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Madinah, dan
menjadi Rektor sejak tahun 1390-1395 H, Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin
Baz tetap mengadakan halagah untuk mengajar di Masjid Nabawi. Karena
semangatnya dalam berdakwah, maka setiap kali beliau pindah rumah maka
beliau pun akan mendirikan sebuah halagah pengajaran di daerah manapun yang
beliau tinggali.*?°
Agidah dan manhaj (metode) dakwahnya bisa dilihat dari tulisan maupun

karya-karyanya. Misalnya dalam buku al-‘Aqidah al-Shahihah yang menerangkan
akidah Ahlussunnah wa al-Jama’ah, menegakkan Tauhid dan menjauhkan
sekaligus memerangi kesyirikan. Beliau benar-benar menyandarkan tafsir al-
Qur'an dan esplanasi (syarh) hadits-hadits yang dibawakan dalam kitab-kitabnya
pada pemahaman Salafusshalii (pemahaman para Sahabat) serta ‘ulama-‘ulama
ahlussunnah yang mengikuti mereka. Pembelaannya terhadap agidah tauhid dan
sunnah yang murni pun tertuang dalam banyak karyanya, salah satunya adalah al-
Tahzir 'al al-Bida’.**°

b. Karya Ilmiah Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Diantara Karya Syeikh Bin Baz adalah:

(1) Al-Fawaid al-Jaliyyah fi al-Mabahis al-Fardiyah

129 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2014), him. 84

130 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
him. 83.
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(2) Al-Tahgiq wa al-Idah li Kasirin min Masail al-Haj wa al- ‘Umrah Wa
Ziyarah

(3) Al-Tahzir min al-Bida'

(4) Risalah Mijazah fi al-Zakat wa al-Shiyam

(5) Al-Agidah al-Shahihah wama Yudaduha.*3

C. Tugas Syeikh Bin Baz

Tugas mulia yang pernah diemban oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah

Bin Baz adalah sebagai berikut:

(1) Menjadi hakim tinggi, dan jabatan ini beliau pegang selama 14 tahun;

(2) Dosen Ma'had ‘Ilmi Riyadh;

(3) Wakil Rektor Universitas Islam Madinah dan kemudian naik jabatan
menjadi Rektor Universitas Islam Madinah;

(4) Ketua Dewan Riset llmu dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (al-Lajnah
al-Daimah lil Buhus al- ‘llmiyah wa al-1fia');

(5) Ketua Hai'ah Kibar al-‘Ulama (Majelis Besar Ulama Senior) di
Makkah;

(6) Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabithah al-‘Alam Islami (Liga
Muslim Dunia);

(7) Pimpinan Majelis Tinggi masjid-masjid di seluruh wilayah Kerajaan

Saudi Arabia;

131 Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, Majmi’ Fatawa wa al-Magalat al-Mutanawwi’ah,
(Riyadh: Dar al-Qasim, 2000), him. 11.
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(8) Pimpinan asosiasi peneliti figh Islam di Makkah, di bawah naungan
organisasi Rabithah al-‘Alam Islami.**?
2. Metodologi Istinbath Hukum Islam Syeikh Bin Baz
Paradigma pemikiran Bin Baz sangatlah linier, literal, kaku, serta sangat
denotatif dalam memahami ayat-ayat al-Qur‘an maupun al-Hadis serta cenderung
menolak majaz (metafora). Baginya, semua inovasi itu sesat dansemua yang sesat
itu bertempat di neraka. Sehingga bid’ah hanyalah sebuah eufimisme (kata
pelembut) bagi label kafir.133
Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz menolak eksistensi seni dan
budaya dalam Islam, serta tidak memperhatikan peninggalan sejarah Islam pada
masa silam. Oleh karena itu, beberapa tempat bersejarah Islam seperti tempat
kelahiran Nabi, rumah Ummul Mu‘minin Khadijah, serta rumah tempat tinggal
Nabi Saw. perlu untuk diratakan. Karena pada dasarnya umat Islam harus
menjaga tauhid kepada Allah Swt. saja, semua perkara hal yang syubhat dan
berbau syirik seperti ziarah kubur, tawassul dan tabarruk dalam bentuk zulfa
kepada-Nya tidak dibenarkan dalam Islam. Menurutnya Tauhid dalam
mengesakan Allah Swt. adalah pondasi utama dalam ibadah, sehingga prioritas
umat Islam adalah urusan tauhid, dimana dalam tauhid ini menurut perspektif

beliau terbagi menjadi tiga varian, diantaranya adalah:

132 Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, Majmi’ Fatawa wa al-Magalat al-Mutanawwi’ah,
him. 10.

133 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 89.
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1. Tauhid al-Rubibiyyah

Tauhid al-Rububiyyah dapat didefinisikan sebagai pengakuan
bahwa hanya Allah Swt. sebagai Pemilik, Penguasa dan Pencipta dunia,
yang menghidupkan dan mematikan, serta maha segala-galanya. Tauhid
teraplikasikan dalam pengakuan secara lisan (verbal) yang dengannya saja
belum mencangkup kualitas universal sebagai muslim hakiki sehingga
perlu diimplementasikan dalam tindakan-tindakan aplikatif fisik yang
realistis.**
2. Tauhid al-‘Ibadah

Tauhid al-‘Ibadah dapat dijelaskan bahwa seluruh ibadah
bertujuan untuk kepada Allah Swt. Kategori tauhid ini adalah pembatas
antara islam dan kufur atau syirik. Disini, tauhid al- ibadah didefinisikan
secara negatif, dalam arti menghindari praktik-praktik tertentu; bukan
secara afirmatif. Persepsi seperti inilah yang menimbulkan adanya
perasaan dan sikap takut terhadap segala macam aplikasi yang
terasumsikan atau terindikasikan ada penyimpangan di dalamnya.

Sehingga amalan aplikatif seperti tawassul, ziyarah, tabarruk, syafa’ah,

hingga praktik-praktik yang telah terinternalisasi sebagai tradisi Islam

134 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2014), him. 89
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pada kalangan Sunni dan Syi‘ah seperti halnya maulid, dikategorikan
sebagai pelanggaran terhadap tauhid al- ibadah.*®

Dalam ranah figh, Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz
banyak mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, namun beliau
mengatakan dengan tegas bahwa apa yang telah beliau lakukan bukan
berdasarkan taglid (Syeikh Bin Baz tidak termasuk pengikut mazhab
tertentu diantara 4 mazhab populer). Ketika berhadapan dengan ikhtilaf
(perbedaan pendapat) figh di kalangan para ‘ulama, beliau cenderung
mengaplikasikan metode tarjih dan ijma’, yaitu memilih dan mengikuti
pendapat ‘ulama yang paling kuat hujjah-nya dari perspektif sandaran
utama pengambilan hukumnya (al-Qur'an dan al-Sunnah/Hadits). Dan
ketika menghadapi suatu persoalan yang belum disebutkan di dalam al-
Qur'an maupun Hadits secara terperinci, maka beliau akan menetapkan apa
yang telah di-ijma’-kan (mayoritas) para ‘ulama. Beliau sangat mengecam
keras perselisihan internal kaum muslimin yang bermuara dari ikhtilaf para
‘ulama sebab fanatisme mazhab maupun taglid. Beliau sangat gencar
menasehati umat untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-

Sunnah serta bersatu di bawah panji para Salafusshalih (Para Sahabat Nabi

135 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
him. 90.
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Saw.) agar umat Islam bisa kembali bersatu, tidak berselisih dan bercerai-
berai. ¢
3. Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat

Tauhid al-4sma’ wa al-Sifar dapat didefinisikan dengan
pembenaran atas sekumpulan nama dan sifat yang telah termaktub dalam
al-Qur’an. Haram hukumnya menisbatkan sekumpulan nama dan sifat
tersebut kepada selain Allah Swt. baik secara tasybih (menyerupakan),
takwil (pentakwilan) dan tajsim (menyamakan bentuk dengan makhluk).
Dogma ini adalah penjelasan dari pemikiran lbnu Taimiyyah yang sangat

waspada dan mengantisipasi adanya antropomorfisme.*¥’

3. Fatwa-Fatwa Bin Baz Dalam Beberapa Aspek Ruang Lingkup
Banyak sekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Abdul Aziz Bin
Baz dalam menjawab permasalahan hukum syari’at dan mu’amalah di tengah
ummat, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang mufti besar. Dari
beberapa fatwa Syeikh Bin Baz tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Fatwa Nikah Mut’ah
Suatu ketika beliau ditanya: “Saya mendengar fatwa Anda pada sebuah
kaset tentang bolehnya (seseorang) menikah di negeri asing sedangkan dia

berniat meninggalkannya setelah waktu tertentu, seperti ketika berakhirnya

136 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2014), him. 91.

187 Amin Farih, Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky,
(Semarang: 1AIN Walisongo, 2014), him. 90.
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konferensi atau pendelegasian. Lalu apa perbedaan antara pernikahan ini
dengan nikah mut’ah?”

Beliau menjawab: “Ya, telah dikeluarkan fatwa dari al-Lajnah ad-Daimah dan
saya sendiri sebagai ketuanya, tentang bolehnya menikah dengan niat
menceraikannya, jika niat itu antara dirinya dengan Rabb-nya. Ketika dia
menikah di negeri asing dengan niat bila telah menyelesaikan studinya,
pekerjaannya dan sejenisnya, dia akan menceraikannya, hal ini tidak mengapa
(dengan niat ini), menurut jumhur ulama. Niat ini antara dirinya dengan Allah,
dan bukan syarat. Perbedaan antara pernikahan ini dengan mut’ah, bahwa
dalam nikah mut’ah disyaratkan masa tertentu seperti sebulan, dua bulan,
setahun, dua tahun, dan sejenisnya. Jika waktu tersebut telah habis, maka
pernikahan tersebut batal, dan inilah nikah mut’ah yang bathil.”138

b. Fatwa Nikah Misyar (Nikah Wisata)

Bin Baz pernah mendapatkan pertanyaan tentang nikah misyar, yaitu:

O =550 O s )50 1385 Jlall #1155 oan Lae Waiias i) jall gaa] 6 <l
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Sonsale bl =530 108 Jia 8 day il

“Saya pernah membaca di salah satu koran yang di dalamnya terdapat
bahasan nikah misyar. Yaitu seorang laki-laki menikah dengan istri kedua,
atau Kketiga, atau keempat. Namun istri yang dinikahi ini karena kondisi
tertentu terpaksa tinggal bersama kedua orang tuanya atau pada salah satunya.
Kemudian sang suami datang kepadanya dalam waktu-waktu yang berbeda-

138 Syaikh bin Baz, Ibnu ‘Utsaimin, Ibnu Jibrin, Fatawa Islamiyyah, dikumpulkan oleh
Muhammad al-Musnid, Saudi Arabia, (vol. iii), Jilid 111, him. 236-237.
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beda sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka berdua. Apa hukumnya
menurut syari’at Islam bentuk pernikahan seperti ini? Kami mohon
penjelasannya.

Dan beliau menjawab:
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“Tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati
secara syar’i, yaitu adanya wali, keridlaan kedua suami-istri (laki-laki dan
wanita) tersebut, adanya dua orang saksi yang ‘adil atas pelaksanaan akad,
dan bersihnya calon istri dari larangan-larangan. Bolehnya persyaratan itu
berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:
“Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang
dengannya kalian menghalalkan farji (yaitu pernikahan)”. Dan juga sabda
beliau yang lain: “Orang-orang muslim itu tergantung kepada syarat-syarat
yang mereka sepakati”.

Apabila kedua suami-istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal
bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di
malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu;
maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus

diumumbkan, tidak boleh dirahasiakan”**°

139 Koran Al-Jazirah, no. 8768 - Senin, 18 Jumadil Ula 1417 H - Asy-Syaikh lbnu Baz -
melalui perantaraan Fatawa ‘Ulama al-Balad al-Haram, hal. 450-451.
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Dan dalam fatwa lainnya terkait perbedaan nikah misyar dan nikah
syar’i juga dikemukakan dalam majmu’ fatawanya, yaitu satu ketika beliau
ditanya,

¢ el 2530 L 81 55 o sl g il Ly ¢ oo Sl )5 50 5 Dl 255 O AN e

Artinya: “Apa perbedaan antara nikah misyar dengan nikah syar’i? Apa saja
syarat yang harus ada ketika melakukan nikah misyar?”

Beliau rahimahullah menjawab:
s 31 A 138 (YD o 5l 530y pes ol e gl 7l 71537 (s
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“Wajib bagi setiap muslim untuk melakukan pernikahan secara syar’i, dan
menghindari setiap pernikahan yang melanggar aturan syari’at. Baik dia
namakan nikah misyar atau nama lainnya. Diantara syarat nikah yang syar’i
adalah diumumkan. Karena itu, jika ada dua orang menikah dan keduanya
menyembunyikan pernikahannya, maka nikahnya tidak sah. Karena keadaan
seperti yang sering diceritakan, ini sama dengan zina.”*4°

c. Pengambilan Profit Bunga Bank

Dibolehkan mengambil bunga bank untuk disalurkan ke berbagai
kegiatan sosial kemasyarakatan dan fasilitas umum lainnya. Dalam salah satu
fatwanya, beliau menyatakan: “Apapun keuntungan yang diberikan bank
kepada Anda, harap jangan dikembalikan ke bank dan jangan Anda makan
dari keuntungan tersebut, namun hendaknya dapat disalurkan untuk perihal

kebaikan, seperti disedekahkan kepada orang miskin, memperbaiki toilet

140 Bin Baz, Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts wal Ifta’, Kerajaan Saudi
Arabia. Jilid 20, 1997, him. 431.
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umum, atau membantu orang pailit yang kesulitan melunasi hutang-

piutangnya.”4!

d. Fatwa Membayar Zakat Fitrah kepada Ibu Kandung
Ada pertanyaan yang disampaikan kepada beliau terkait pembayaran
zakat fitrah kepada ibu kandung, yaitu:
$4aY (add e S50 21 A] S da
“Apakah boleh seseorang menyalurkan zakat untuk ibunya?”
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Lalu beliau menjawab:
“Tidak boleh bagi seorang muslim mengeluarkan zakat untuk kedua orang
tuanya dan juga tidak boleh pula untuk anak-anaknya. Bahkan kewajiban

dia adalah memberi nafkah untuk mereka dari hartanya jika mereka butuh
dan ia mampu untuk memberi nafkah.”42

e. Zakat dari Upah Gaji yang Sering Terpakai

Ada pertanyaan yang diajukan ke beliau seputar zakat dari upah gaji
kerja yang sering terpakai, yaitu:
“Apabila seorang muslim menjadi pegawai atau pekerja yang mendapat gaji
bulanan tertentu, tetapi ia tidak mempunyai sumber penghasilan lain.
Kemudian dalam keperluan nafkahnya untuk beberapa bulan, kadang

menghabiskan gaji bulanannya. Sedangkan pada beberapa bulan lainnya

168.

141 Bin Baz, Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, no. fatwa 16576, him. 355.
142 Fatawa al-Marah al-Muslimah. Dar al-Haytsam, Saudi Arabia, cet. I, 1423 H, him.
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kadang masih tersisa sedikit yang disimpan untuk keperluan mendadak (tak
terduga). Bagaimanakah cara orang ini membayarkan zakatnya?”

Jawaban:

“Seorang muslim yang dapat terkumpul padanya sejumlah uang dari gaji
bulanannya ataupun dari sumber lain, bisa berzakat selama sudah memenuhi
haul, bila uang yang terkumpul padanya mencapai nishab. Baik (jumlah
nishab tersebut berasal) dari gaji itu sendiri ataupun ketika digabungkan
dengan uang lain, atau dengan barang dagangan miliknya yang wajib
dizakati. Tetapi, apabila ia mengeluarkan zakatnya sebelum uang yang
terkumpul padanya memenuhi haul, dengan niat membayarkan zakatnya di
muka, maka hal itu merupakan hal yang baik saja InsyaAllah.”43

f. Pemilihan Legislatif pada Parlemen (Pemilihan Umum)

Terkait pemilihan anggota parlemen di dalam pemerintahan yang
notabennya mayoritas negara muslim, ada pertanyaan yang diajukan kepada
Syeikh Bin Baz terkait hal tersebut, yaitu:

Pertanyaan:

Sebagaimana Anda ketahui, kami di Aljazair akan diadakan agenda
yang dinamakan intikhabat tasyri’iyyah (pemilihan legislatif). Dalam
pemilu tersebut ada partai yang mengajak untuk menegakkan hukum Islam.

Ada juga partai yang tidak menginginkan hukum Islam. Bagaimana

143 Bin Baz, Majmu’ Fatawd al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts wal Ifta’, Kerajaan Saudi
Arabia. Jilid 13, 1997, him. 351.
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hukumnya menjadi pemilih yang mencoblos partai yang tidak
menginginkan hukum Islam, namun pemilih ini masih menegakkan shalat?
Jawab:

Wajib bagi kaum Muslimin di negara yang tidak berhukum dengan
syari’at Islam untuk mengerahkan usahanya dan apapun yang mereka
mampu untuk berhukum dengan syari’at Islam. Dan (wajib pula bagi
mereka) untuk bersatu padu mendukung partai yang diketahui partai
tersebut akan berhukum dengan syari’at Islam. Adapun mendukung pihak-
pihak yang mengajak untuk tidak menerapkan syari’at Islam, maka ini tidak
boleh. Bahkan bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran, sebagaimana

firman Allah 7a ala:

- ”~

tu’a-u

. o Rl sl Cs L. /l/ 3 ,,,} P T
__J,i.w Jr,_i)»\,f,i‘\,ﬂt’.uﬁ ANE \L.:»r.f»,.’fa—\g)
-~ K

N7 A A win -, }/' vrr 2 Aor D '/ 4
f gyy;,ﬂl.(»m\wu...‘» d‘)t))""’“‘lﬁj‘(&"-’ “

“Hendaklah Engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut hukum
yang diturunkan Allah, janganlah Engkau mengikuti keinginan mereka, dan
waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdaya Engkau
dalam sebagian hukum yang telah diturunkan Allah kepadamu. Lalu jika
mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah
kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh
kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliyah
yang mereka inginkan?! Tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah
bagi orang-orang yang meyakini”. (QS. al-Ma’idah 49-50)
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Oleh karena itu, ketika Allah Ta’ala menjelaskan kufurnya orang

yang tidak berhukum dengan syari’at Islam, Allah memperingatkan untuk



87

tidak membantu mereka atau menjadikan mereka pemimpin, dan Allah juga
memerintahkan kaum Mukminin untuk bertakwa bila mereka adalah benar-

benar mukmin sejati. Allah Ta 'ala berfirman:
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan sebagai
pemimpin; orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang
kafir yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan permainan,

dan bertakwalah kepada Allah bila kalian orang-orang yang beriman. (QS.
al-Ma’idah: 57)

Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:
3 L syl JR15 43 Je ) W)

“Sesungguhnya setiap amal itu disertai niat, dan setiap amal itu tergantung
niatnya.”

Oleh karena itu tidak mengapa masuk ke parlemen jika maksudnya
untuk menyokong kebenaran, dan tidak menyetujui kebatilan dan kerusakan
di dalamnya. Karena jika demikian adanya, maka hal tersebut termasuk
pembelaan terhadap kebenaran (al-haqq), dan bersatu padu dengan para da’i
ilallah.

Dengan demikian juga tidak mengapa mencoblos surat suara Pemilu
yang membantu untuk memenangkan para da’i yang shalih, serta membantu

menyokong kebenaran dan para pembelanya. Wallahu al-Muwaffig.”14

144 Bin Baz, Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, nomor fatwa 14676, Kerajaan Saudi
Arabia. Jilid 27, 1997, hlm. 372-374.
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Di atas merupakan segelintir fatwa dari banyaknya fatwa yang
dikeluarkan oleh Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dalam beberapa
problematika ummat dalam perihal agidah, figh dan mu’amalah
(kontemporer) di bawah naungan Badan Riset Keilmuan, Fatwa dan Irsyad
negara Saudi Arabia. Dan sekali lagi tentunya kedudukan Syeikh Abdul
Aziz Bin Abdullah Bin Baz diberikan amanah dalam jabatannya sebagai
mufti resmi Kerajaan Saudi Arabia dan ketua di dalam Badan Riset
Keilmuan, Fatwa dan Irsyad tersebut secara struktural, mendominasi dan

mengikat (Legal Laws of Government).

E. Nikah Dengan Niat Talak
1. Definisi Niat Talak Dalam Pandangan ‘Ulama
Menurut Ibnu al-Humam, nikah dengan niat talak adalah apabila seseorang
menikah dengan maksud akan mentalak pasangannya setelah beberapa waktu
yang telah ia niatkan di awal sebelum menikah.* Nikah dalam pengertian ini
hanya berlangsung beberapa waktu saja karena setelah itu akan terjadi talak.
Sedangkan menurut al-B3ji, nikah dengan niat talak adalah nikah yang
dilakukan oleh seseorang tetapi tidak bermaksud membina pernikahan untuk
seterusnya tetapi hanya bertujuan memperoleh kesenangan (mu¢’'ak) beberapa saat

lalu setelah pasangannya akan ditalak seperti yang telah diniatkan di awal akan

145 Muhammad bin Abd al-Wahid Ibnu al-Humam, Syarh Fath al-Qadir, jilid 111, (Mesir:
Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1970), him. 249.
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menikah.'*® Nikah dalam pengertian ini hanya bertujuan memperoleh kesenangan
yang bersifat sementara karena setelah beberapa waktu akan terjadi talak.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa nikah dengan niat talak adalah
nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud mentalak istrinya setelah
berlalu satu bulan atau mentalaknya setelah menyelesaikan keperluannya di suatu
tempat.'*’ Atau selama ia bermukim di suatu tempat atau mentalaknya setelah
tinggal selama satu tahun.4

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa nikah dengan niat talak
adalah menikah dengan maksud hidup bersama pasangan kemudian mentalaknya
setelah lewat beberapa waktu, seperti halnya seorang musafir yang singgah di
suatu tempat untuk bermukim kemudian menikah di tempat itu tetapi setelah itu ia
mentalak pasangannya ketika hendak kembali ke negerinya atau ke tempat
asalnya.'4®

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum
tidak terlalu banyak perbedaan di beberapa pendapat tersebut dan mengandung

maksud serta pengertian yang sama, yakni yang dimaksud nikah dengan niat talak

adalah apabila seseorang menikah dengan niat dan bermaksud mentalak istrinya

146 Sulaiman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaga Syarh Muwatta Imam Malik, jilid 111, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1999), him. 335.

147 Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid X, (Kairo: Hijrah, 1992 M), him. 48.

148 Muhammad Sa’id al-Ribatabi, al-Mugaddamatt al-Zakiyyah, (Mesir: Mustafa al-Bab al-
Halabi, 1974), him. 212.

149 lbnu Taimiyah, Majmu Fatawa, jilid 32, (Arab Saudi: Badan Urusan Pengawasan
Kedua Kota Suci, t.th), him. 147.
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tersebut setelah berlalu beberapa waktu lamanya, baik untuk jangka waktu yang
singkat maupun lama.
2. Perbedaan Pendapat Mengenai Hukum Niat Talak Dalam Pandangan
‘Ulama

Pernikahan ini juga merupakan jenis pernikahan yang belakangan ini
marak terjadi, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari negeri asalnya untuk
satu urusan (pekerjaan, studi atau yang lainnya), sebagaimana nikah misyar
(wisata). Bentuknya vyaitu: dirinya merencanakan dalam hatinya untuk
menceraikan (mentalak) wanita yang hendak ia nikahi setelah urusannya di negeri
tersebut selesai. Para ‘ulama tentunya berbeda pendapat tentang penghukuman
nikah dengan niat talak ini. Jumhur ‘ulama membolehkannya dan sebagian yang
lain mengharamkannya (dengan menyerupakannya dengan nikah mut’ah).

Dan diantara para ‘ulama yang membolehkan nikah dengan niat talak ini
adalah Imam an-Nawawi, Ibnu Qudamah dan Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah

rahimahumullah.

An-Nawawi rahimahullah berkata terkait nikah dengan niat talak ini, yaitu:
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“Al-Qadhi berkata: Para ‘ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang
melakukan nikah mutlak dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam
waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Ini bukan nikah mut’ah. Nikah

mut’ah adalah nikah yang dilaksanakan disertai syarat yang disebutkan. Akan
tetapi Malik berkata: ‘Ini tidak termasuk akhlaq manusia (generasi salaf)’.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Sedangkan al-Auza’i mempunyai pendapat yang berbeda, dimana ia berkata: ‘Hal
itu adalah nikah mut’ah dan tidak ada kebaikan di dalamnya’. Wallahu a’lam”.*>

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata:
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“Dan apabila seseorang menikah dengan tanpa syarat, namun dalam
hatinya meniatkan untuk menceraikannya sebulan kemudian atau Kketika
kebutuhannya di negeri itu telah selesai, maka nikahnya sah menurut pendapat
‘ulama secara umum, kecuali al-Auza’i. Ia (al-Auza’i) berkata: ‘Itu adalah nikah
mut’ah’. Yang benar, tidak mengapa dengannya sekalipun ada niat demikian. Si
laki-laki tidak boleh berniat untuk mengurung isterinya. Boleh saja ia melakukan
itu apabila istrinya menyetujui; namun jika tidak, maka ia harus
menceraikannya.” !

Nikah niat talak ini juga dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Shalih Ibnu

‘Utsaimin dalam pendapatnya:
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150 Syarh Shahih Muslim lin-Nawawi, 9/182.
151 1bnu Qudamah, al-Mughniy, Jilid 10, (Kairo: Hijrah, 1992 M), Jilid 10, him. 48-49.
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“Apabila 1a (laki-laki) meniatkan nikah agar bisa mendapatkan
kenikmatan/kesenangan tanpa ada syarat, yaitu calon suami berniat dalam hatinya
untuk menikahi wanita ini selama sebulan (selama masih berada di negerinya
saja), maka apakah akan kita katakan bahwa nikah ini hukumnya sama dengan
nikah mut’ah atau tidak? dalam perkara ini ada perselisihan di kalangan ‘ulama.
Diantara mereka ada yang berkata: Hukumnya sama dengan nikah mut’ah; sebab
ila telah meniatkan, sedangkan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah
bersabda:

G5 (sl JR15 43 Jue Y )
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‘Sesungguhnya semua amalan itu hanya tergantung dengan niatnya, dan setiap
orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan®®2. Laki-laki ini telah
masuk dalam pernikahan yang ia niatkan mendapatkan kenikmatan untuk
sementara waktu, maka sebagaimana jika ia niatkan untuk penghalalan (sekalipun
tidak mensyaratkan), maka hukumnya sama dengan hukum bersyarat. Demikian
pulalah jika ia berniat sekedar mengambil kenikmatan (sekalipun tidak
mensyaratkannya), hukumnya sama dengan hukum nikah mut’ah. Pendapat ini
sebagaimana dapat engkau lihat sendiri adalah pendapat yang kuat.

Yang lain berpendapat: Ini bukan nikah mut’ah; sebab tidak terpenuhi padanya
definisi nikah mut’ah. Nikah mut’ah adalah ia menikahinya sampai waktu tertentu,
di saat waktu itu telah sampai maka nikah itu bubar dengan sendirinya tanpa ada
pilihan bagi suami ataupun istri. Juga pada nikah mut’ah tidak boleh kembali
setelahnya, sebab perpisahan keduanya bukan karena talak, tetapi dengan sebab
bubarnya pernikahan dan terlepasnya istri. Inilah nikah mut’ah. Sedangkan orang
yang sekedar berniat, apakah dia harus melakukannya setelah tiba masa itu?
Jawabnya: Tidak. Sebab, terkadang seseorang berniat hanya ingin
mempertahankan pernikahan selama di negeri ini saja, lalu ternyata setelah ia
menikahinya dan melakukan hubungan dengannya, ia pun senang kepadanya dan
tidak mau menceraikannya. Maka ketika itu nikahnya tidak bubar berdasarkan
akad atau syarat, sebab dirinya tidak mensyaratkan dan tidak pula diberi syarat.
Maka kesimpulannya: Nikahnya sah, dan bukan nikah mut’ah. Syaikh al-Islam
mempunyai pendapat beragam dalam masalah ini. Beliau pernah mengatakan
boleh dan pernah juga mengatakan tidak boleh. Sedangkan yang nampak benar
bagiku, ini bukan nikah mut’ah. Hanya saja ia diharamkan dengan sebab lain,
yaitu tindakan penipuan terhadap isteri dan walinya. Dimana isteri dan wali kalau
mengetahui hal tersebut, maka tidak akan mau dan tidak akan menikahkan
dengannya, sedangkan kalau dia terang-terangan menjadikannya sebagai syarat di
hadapan mereka, maka ini menjadi nikah mut’ah. Maka kami katakan: Ia haram
bukan karena terjadinya cacat pada akad, tetapi karena ia termasuk pengkhianatan
dan penipuan.

Kalau seseorang berkata: Bagaimana kalau para wali telah menikahkannya,
apakah mereka boleh memaksa si laki-laki untuk memelihara terus pernikahannya?
Sebab, bisa jadi mereka menikahkannya pada hari ini lalu esok hari ia
mentalaknya.

Kami katakan: Ya, ini benar bahwasannya keputusan berada di tangannya (sang
suami), apakah ia mau mentalak atau mempertahankan perkawinan tersebut. Akan
tetapi ada perbedaan antara seorang yang menikah karena memang suka lalu
sekamar dengan istri yang dicintainya dengan seorang yang sejak awal memang

152 HR. al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907
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meniatkan sekedar kenikmatan dalam hatinya. Orang kedua ini hanyalah
menginginkan kenikmatan dalam beberapa hari lalu habis itu diapun mentalaknya.
Apabila ada seseorang yang berkata: Ucapanmu bahwa ini sebuah pengkhianatan
terhadap pihak wanita dan walinya tidaklah benar, sebab pihak suami mempunyai
pilihan kapan saja dia hendak menceraikannya, sehingga pihak wanita telah
mempertaruhkan diri dalam tantangan besar, dimana mereka tidak tahu kapan
suami akan menceraikannya.

Kami katakan: Ini benar. Akan tetapi apabila pernikahan didasari cinta, maka
pihak wanita maupun laki-laki sama-sama menginginkan agar pernikahan ini
abadi. Jika ternyata di belakang hari terjadi sesuatu yang sebelumnya tidak pernah
terlintas di benak mereka, maka ini suatu hal yang datang kemudian yang berbeda
dengan maksud awal. Oleh sebab itu, seorang yang dikenal suka mentalak
(menceraikan), orang-orang tidak akan senang menikahkan keluarganya dengan
laki-laki tersebut.

Apabila ada seorang laki-laki yang melakukan nikah dengan niat yang demikian,
maka berdasarkan pendapat yang mengatakan ia termasuk nikah mut’ah, maka
nikah ini bathil (tidak sah). Sedangkan berdasarkan pendapat kedua (inilah yang
kita pilih) pernikahannya sah, akan tetapi dia telah berdosa dengan sebab menipu.
la semisal dengan seorang yang menjual suatu barang dengan syarat yang syar’i,
akan tetapi dia melakukan penipuan. Maka jual belinya sah, sedangkan

penipuannya haram”.!*3

Sejatinya tentang kebolehan menikah dengan niat talak tidak sepenuhnya
diperbolehkan. Ada dua jenis nikah dengan niat talak yang akan berimplikasi pada
hukum praktik nikah tersebut:>*

1. Diucapkan Secara Jelas

Ketika menikah dengan niat cerai diucapkan secara jelas dan diumumkan
dikalangankhalayak umum, maka hukum nikah tersebut adalah haram. Pendapat
ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ‘ulama, termasuk ‘ulama empat

madzhab yang populer (Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Imam asy-Syafi’i dan

158 Muhammad Ibnu Shalih al-‘Utsaimin, Asy-Syarhul-Mumti’ ‘ald Zad al-Mustagni’,
Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2007, jilid ke 12, him. 76.

15 Abdullah Muhammad Khalil lbrahim, Suwarun mustahditsah li ‘agd az-Zawaj,
(Palestina: Jami’ah an-Najah Wathaniyyah, 2010), him. 90
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Ahmad Bin Hanbal). Adapun alasan keharamannya adalah karena menyalahi
tujuan dari pernikahan itu sendiri seperti menimbulkan ketenangan dan
kenyamanan, melahirkan keturunan serta mendidiknya, dan tujuan-tujuan
pernikahan lainnya. Adanya batasan waktu yang diucapkan secara jelas dalam
akad menjadikan nikah ini sama dengan praktik nikah mut’ah.1%

Nikah mut’ah sendiri telah disepakati keharamannya oleh para ‘ulama
meskipun sempat diperbolehkan dalam Islam. Dasar keharaman nikah mut’ah
adalah adanya hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh lbnu Abbas bahwa
Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk menikah mut’ah dan memakan daging
keledai pada saat perang Khaibar.%®
2. Tidak Menyebut Niat Secara Jelas

Dalam hal ini ‘ulama berbeda pendapat dalam memberikan fatwa hukum.
Sebagian besar ‘ulama, termasuk Bin Baz menyatakan bahwa hukumnya boleh,
sedangkan beberapa ‘ulama dalam madzhab Hanbali mengharamkannya.

‘Ulama yang membolehkan diantaranya Imam Zafar dari madzhab Hanafi,
Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali, dan juga Ibnu taimiyah. Mereka beralasan
bahwa nikah dengan niat cerai berbeda dengan nikah mut’ah yang secara terang-

terangan membatasi waktu pernikahan. Nikah dengan niat cerai (talak) bukan

berarti membatasi waktu nikah. Pelaku tetap menjalani perkawinan hanya tidak

1% Muhammad ‘Agqilah, Nizham al-Usrah fi al-Islam, (Oman: Maktabah ar-Risalah al-
Haditsah, 1989), juz 1, him. 346

1% Kitab Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi, ditahqiq & ditakhrij oleh Syeikh 'Tsham
Ash-Shababithi, Hazim Muhammad dan 'Imad Amir, (Kairo: Dar al-Hadits, Cetakan I, 1415
H/1994) dalam Hadits dengan No. 1407
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berencana hidup selamanya dengan perempuan yang dinikahinya tersebut. Mereka
berpendapat bahwa hidup selamanya bersama perempuan yang dinikahi bukanlah
menjadi syarat dalam suatu pernikahan. Jika suami merasa sudah tiba waktu dan
ingin menceraikan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan.!®’

Praktik di atas berbeda dengan praktik nikah mut’ah yang menganggap
bahwa perempuan bisa dijadikan alat tukar dengan harga yang sesuai. Nikah
mut’ah yang sudah jatuh tempo tidak memiliki implikasi apapun antara pihak
laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam nikah dengan niat cerai (talak) tetap
ada implikasi-implikasi yang harus ditanggung kedua belah pihak (mantan suami
dan isteri) setelah mereka bercerai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku dalam hukum Islam.®8

Adapun beberapa ‘ulama dari madzhab Hanbali berpendapat, bahwa nikah
dengan niat cerai (talak) tetap tidak diperbolehkan meskipun niat tersebut tidak
disebutkan secara langsung saat akad. Mereka beralasan dengan argumen bahwa
praktik tersebut sama dengan nikah tahlil. Sedangkan nikah tahlil secara
defisinisinya adalah nikah sesaat yang dilakukan oleh seseorang supaya istri
tersebut bisa dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah menceraikan
istri tersebut sebanyak tiga kali. Hukum dari nikah tahlil menurut mayoritas

‘ulama adalah haram, maka nikah yang menyerupai nikah tahlil juga dihukumi

157 Tagiyuddin Ibnu Taimiyah, Ahkam az-Zawdj, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988),
him. 55
158 Tagiyuddin lbnu Taimiyah, Ahkam az-Zawdaj, him. 56
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haram secara mutlak karena bertentangan dengan semangat dan tujuan dan

hikmah besar dari pernikahan itu sendiri.t*

F. Magashid Al-Syari’ah
1. Definisi Magashid Al-Syari’ah
Secara bahasa maqgashid berasal dari kombinasi (idhafah) kata majemuk
yang terdiri dari: Magashid dan al-Syari ’ah. Makna magashid dapat dikemukakan
sebagai berikut:
ol daly duad W) caald Judl) (e 3 ke ase Hhias taaiall g (e pen i) Aalid
laicY) 1 J sV Gl cOlaad Aall) b aiaill g sl g ey daial) g 2ailld (sl
Ax il 5 co 2 i) 5 oY)

Artinya: “Magashid secara bahasa adalah jamak dari maqshad, dan maqshad
merupakan mashdar mimi dari fi’il qashada, dapat dikatakan: gashada-yaqgshidu-
gashdan-wa magshadan, al-gashdu dan al-magshadu artinya satu makna, beberapa
arti al-gashdu adalah: al-i’timad: berpegah teguh, al-umm: induk, condong,
mendatangi sesuatu dan menuju.”

Makna yang senada dengan magashid al-syari ‘ah bahwa ia terdiri dari dua
kata, yakni magashid dan syari’ah. Magqgashid adalah bentuk jamak dari gashada,
searti dengan arada yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan.*®® Syari’ah

secara bahasa berarti jalan yang lurus.®! Dengan demikian, kata itu berarti suatu

159 Tagiyuddin lbnu Taimiyah, Ahkam az-Zawaj, him. 56

160 Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta:
Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984), him. 1208.

161 Muhammad Ali al-Sais, Nasy’at al-Figh al-ljtihadiy wa Athwaruhu, (Qahirah:
Majma’ al-Buhuts al- Islamiyah, 1970), him. 8.
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jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak!®?, atau dapat
juga dikatakan menuju sumber air ini sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.®®

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, syari’ah bermakna hukum agama
yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah
Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan al-
Qur’an dan hadits.?

Sebelum memberikan pengertian istilah magashid al-syari’ah, terlebih
dahulu akan diberikan pengertian istilah syari’ah secara terpisah. Dalam literatur
hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ‘ulama tentang syari’ah,
antara lain yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut bahwa Syari’ah adalah
aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Swt. untuk dipedomani manusia dalam
mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik muslim maupun non-
muslim, terhadap alam dan seluruh kehidupan.®®

Dari pengertian bahasa di atas, agaknya membawa para ‘ulama
memberikan batasan syari’ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut

tujuan syari’ah itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang

162 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, (Islamabad: Islamic
Research Institute, 1970), hlm. 7. Perkataan Syari’ah sesuatu yang terbentang jalan kepadanya.
Dari sinilah terbentuk kata syari’ah yang berarti sumber air minum. Lihat Abu al-Husyain
Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu ’jam Maqayis al-Lughah, juz I, him. 262.

183 Fazlurrahaman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

164 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), him. 1368.

165 Mahmud Syaltut, Islam Agidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), him.12.



99

dikemukakan oleh Syaltut!®® di atas, yang pada intinya bahwa syari’ah adalah
seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk
mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian
syari’ah yang demikian itu, secara tidak langsung telah memuat kandungan
magashid al-syari’ah.

Hal yang sama mengenai pengertian syari’ah dikemukakan oleh Ibnu
Qayyim al-Jauziah, ia mengatakan bahwa syari’ah itu berdasarkan kepada
hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan
tempat adalah untuk menjamin syari’ah dapat mendatangkan kemaslahatan
kepada manusia.t®’

Pengertian lain diberikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu sejumlah makna
atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar
kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik
pencanangan tiap-tiap hukum oleh al-Syar’i (Pemegang otoritas syari’at, Allah

Swit. dan Rasul-Nya).!68

Maka dari itu Maqashid al-Syari’ah dapat didefinisikan secara garis

166 pengertian yang diberikan oleh Syaltut mengenai syari’ah bukan dalam pengertian
yang luas, akan tetapi makna syariah yang telah mengalami distorsi makna yang lebih sempit,
makna hukum (fighi). Padahal, makna semula syari’ah meliputi aqidah, hukum dan akhlak. Lihat
Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, cet. I, (Semarang: Dina Utama
Semarang, 1996), him. 15

17 |bnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqgi'in, jilid I11I, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyyah, 1996), him. 37.

168 \Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Figh al-Islami, juz 11, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), him.
1045.
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besarmerupakan cara menyimpulkan suatu hukum dengan memperioritaskan
kemaslahatan manusia, sehingga terkadang ada teks kontradiktif dengan nalar,
namun nalar diutamakan dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang
terdapat di dalamnya.
2. Kedudukan, Urgensi dan Perkembangan Magqashid Al-Syari’ah Dalam
Islam

Setiap tindakan dilakukan tentu memiliki motif dan tujuan. Hukum
dibentuk tentu di baliknya memiliki satu motif, tujuan dan misi tertentu yang
hendak dicapai. Bila suatu hukum dibuat tanpa memperhatikan goal yang hendak
dicapai, hukum tersebut akan kering dari makna dan guna. Bila keberadaannya
tidak memiliki berguna, maka sia-sialah hukum itu dibentuk. Hal ini sebagaimana
dengan pernyataan Abdul Majid an-Najjar bahwa mengetahui tujuan yang hendak
dicapai dari undang-undang sangatlah penting, khususnya bagi Yyang
berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang (legislative) dan
dalam penerapannya (executive). Karena dengan mengetahui maksud tersebut
seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta
dapat menerapakannya dengan tepat dan benar. Hal ini tidak terkecuali hukum
bersumber dari Allah Swt. Bahkan, secara khusus, dalam penetapan hukum Islam
urgensi dan kebutuhannya jauh lebih besar.5°

Syari’at Islam telah ditetapkan secara sempurna dan transmisi wahyu telah

usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah, karena itu tertutup pula

169 Abdul Majid an-Najjar. Magashid asy-Syari’ah bi Ab’adin Jadidah. 2008, him. 18-19
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kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan
melakukan penelusuran maksud dan tujuan syari’at itu (maqgashid asy-syari’ah)
dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat
dalam melakukan ijtihad hukum Islam dalam segi teoritis, maupun aplikasinya
secara praktis. Magashid Syari’ah memiliki tingkat urgensitas yang amat besar
bagi para ahli ushul figh Kklasik. Terbukti dari pernyataan di dalam karya-karya
mereka. Misalnya Imam Haramain al-Juwaini (wafat tahun 478 H/ 1185 M)
mengatakan, “Siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah
dan larangan syari’at, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum
syari’at.”1’°

Ahli magashid kontemporer, Nuruddin al-Khadimi merangkum beberapa
urgensi ilmu terhadap magashid asy-syari’'ah, diantaranya, yaitu:1'
Pertama, menampakkan ‘illah’?, hikmah dan tujuan dari syari’at, baik secara
parsial ataupun komunal, baik secara umum ataupun khusus, dalam segala sendi
kehidupan dalam berbagai tema dalam hukum Islam. Kedua, memberikan

kemampuan bagi seorang ahli hukum (fagih) dalam menggali hukum (istinbath)

berdasarkan tujuan tersebut, yang akan membantunya dalam memahami

170 Al-Juwaini. Al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam. Juz I. Kairo: al-Wafa’ al-Manshurah, t.th.
HIim. 295

171 Nuruddin al-Khadimi. ‘Ilm al-Maqgashid asy-Syar iyyah. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan,
1421 H. Him. 51.

172 Secara terminologi, ‘illah diartikan sifat yang jelas dan teratur, yang senantiasa terikat
pada hukum. Disebut ‘illah (sesuatu yang menyibukkan), karena seorang mujtahid berulang kali
disibukkan ketika menggalinya dari teks-teks syari’ah. Disebut ‘illah (sakit), karena ada-
tidaknya illah mempengaruhi status hukum, sebagaimana sakit berpengaruh pada seorang yang
sedang sakit. Lihat pula pada Quthb Mushthafa Sanu. Mu jam Mushthalahat Ushul al-Figh: Arab-
Inggris. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000. HIm. 288-289.
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hukumnya serta penerapannya. Ketiga, meminimalisir perbedaan dan perdebatan
dalam ranah figh (al-ahkam al-furuiyyah) dan fanatisme bermadzhab. Yaitu
dengan menjadikan ilmu magashid sebagai patokan dalam proses pembentukan
hukum dan mengorganisir berbagai macam pendapat dan mencegah terjadinya
kontradiksi. Keempat, memadukan antara dua sikap ekstrim, yaitu ekstrim kanan
yang cenderung tekstualis-skipturalis dan yang ekstrim Kiri yang cenderung pada
esensi dan ruh teks, namun mengesampingkan yang tampak pada teks itu
sendiri. Kelima, membantu seorang mukallaf dalam melaksanakan taklif secara
maksimal dan sempurna. Keenam, membantu seorang penceramah, juru dakwabh,
guru, hakim, mufti, dan lain sebagainya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka
agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari’at, bukan sekedar berdasarkan
teks secara letterlijk.1"

Adapun urgensi maqgashid asy-syari’ah, kKhususnya bagi seorang mujtahid,
ahli  hukum Islam atau pelaku riset, Muhammad Wahbah az-Zuhaili
merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu Pertama, magashid bisa
dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syari’ah, baik yang
bersifat universal (kulliyyah) maupun parsial (juz’iyyah), dari dalil-dalil yang
pokok dan cabang. Kedua, magashid dapat membantu mereka dalam memahami
teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam

tataran implementasi teks ke dalam realitas. Ketiga, magashid dalam membantu

173 Nuruddin al-Khadimi. ‘Ilm al-Magashid asy-Syar iyvah. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan,
1421 H. HIm. 52,
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mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat,
khususnya ketika berhadapan dengan lafazh yang memiliki lebih dari satu
makna. Keempat, ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer
yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam
bisa merujuk ke maqdshid syari’ah dengan menetapkan hukum melalui ijtihad,
giyas, istihsan, istishlah dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama,
tujuan dan pokok-pokok syariat. Kelima, magashid asy-syari’ah dapat membantu
seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan tarjih dalam
masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat
universal atau parsial. Dengan kata lain, magashid merupakan salah satu metode
tarjih atau taufiq (kompromi) ketika terjadi ta drudh (kontradiksi) antara teks.1’
Menurut pandangan Ahmad Rasyuni dalam karyanya, kata magéashid
syari’ah pada mulanya digunakan oleh al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H).
Gagasannya tentang magashid al-syari’ah dituangkan ke dalam karyanya-
karyanya: al-Shalatu wa Magashiduha, al-Haj wa Asraruh, al-‘Illah, ‘ilal asy-
Syari’ah, ‘ilal al-‘Ubudiyyah, dan al-Furug. Dalam perkembangan selanjutnya
muncul ‘ulama yang mencurahkan perhatiannya pada kajian tentang maqashid al-
syari’ah, seperti Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H.) yang menulis “Ma khadz
al-Syari’ah, Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H.) dengan karyanya seperti “Mas alah

al-Jawab wa ad-Dald’il wa al-‘Illah”, Al-Bagillani (w. 403 H.) yang menulis

174 Muhammad Wahbah az-Zuhaili. Mausu’ah Qadhaya Islamiyyah —Mu’ ashirah,
bagian Magashid asy-Syari’ah, (Damaskus: Dar al-Maktabi, juz 5, t.th.), him. 632-633.
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tentang “a/-Taqrib wa al-lrsyad fi Tartib Thuruq al-/jtihdd ”. Setelah itu, semakin
bertambah ulama yang membahas tentang tema ini, diantaranya: Al-Juwaini (w.
478 H.) yang dikenal dengan panggilan Imam Haramain, beliau tampil
membawakan magashid al-syari’ah ini dalam kitabnya al-Burhan fi Ushul al-
Figh, al-Ghazali (w. 505 H.), Abu al-Qasim al-Qusyairi (w. 500-an H), Fakhru
al-Din ar-Razi (w. 606 H.), al-‘Amidi (w. 631 H.), al-Qarafi (w. 648 H.), ‘1zz al-
Din bin Abdu al-Salam (w. 660 H.), al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728
H.), Ibnu Qayyim al-Jauziy (w. 751 H.). Pasca Ibnu Qayyim, muncullah al-Syatibi
dan di kalangan fugaha’ kontemporer saat ini muncul tokoh Ibnu ‘Asyur (w. 1393
H) dan al-Qardhawi. Sebelumnya Syeikh Ramadhan al-Buthy juga disebut
memiliki karya seputar figh magashid ini.1"

Berbeda dengan Ahmad Rasyuni dan Yusuf al-Badhawi, Hamdani al-
Ubaydi menyatakan bahwa orang yang pertama membahas masalah magashid al-
syari’ah adalah salah seorang tabi’in yang bernama Ibrahim an-Nakhaiy (w. 91
H.). Hammadi al-‘Ubaydi menjelaskan bahwa Ibrahim an-Nakhaiy pernah
berkata: “bahwa sesungguhnya hukum-hukum Allah memiliki tujuan, hikmah, dan
mashlahat untuk manusia”. Sebagai landasan pemikirannya, Ibrahim mengunakan

sejumlah ayat, diantaranya adalah QS. al-Bagarah ayat 22.1

15 Ahmad Raysuni, Nazhariyyat al-Magashid ‘inda al-lmam asy-Syatibiy, (Beirut: al-
Muassasah al-Jami’iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), him. 32.

176 Hammadi al-‘Ubaydi, Asy-Syatibiy wa Magqashid asy-Syari’ah, (Mansyurat Kulliyat ad-
Da’wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala at-Turas al-Islami, 1992), him. 134-135.
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Setelah Ibrahim an-Nakhai, muncul Imam al-Ghazali. Dalam karya Imam
al-Ghazali, ia menawarkan teori al-Kulliyat al-Khams al-Dharuriyyah yang
menjadi dasar dari magashid al-syari’ah. Selain itu, ia juga memberikan perhatian
secara khusus pada mashlahat pada pembahasan tesendiri di bawah judul al-
Istishlah. Setelah Imam al-Ghazali, muncul ‘Izzu ad-Din ibnu ‘Abdu as-Salam
yang membagi hukum dari sisi mashlahat menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan
muamalah. Hukum ibadah merupakan hukum-hukum ta’abbudiy yang wajib
diamalkan sebagaimana digariskan tanpa memperhatikan alasan-alasan rasional
yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum-hukum mu’amalah boleh jadi
ditemukan alasan-alasan rasionalnya jika akal mampu menemukannya.’’

Selanjutnya Najm ad-Din at-Thufi adalah generasi sesudah ‘Izz ad-Din
yang hadir dengn tawaran rumusan Magqashid al-Syari’ah dengan istilah al-
Mashalih al-Syari’ah.r® Abd al-Wahab Khallaf menguraikan bahwa istilah yang
digunakan oleh at-Thufi berbeda dengan al-Mashalih al-Mursalah yang
digunakan oleh imam Malik. Mashalih mazhab Malikiyyah digunakan sebagai
sumber pengambilan hukum setelah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, sementara
at-Thufi meletakkannya di atas empat sumber tersebut.”®

Analisis secara spesifik mengenai maqgashid al-syari’ah ditulis oleh

Syatibi dalam kitabnya al-Muwafagat pada juz Il. Syatibi memperluas

17 17z ad-Din Ibn ‘Abd. Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-
Jayl, 1980), him. 73

178 Hammadi al-‘Ubaydi, Asy-Syatibiy wa Magashid asy-Syari’ah, (Mansyurat Kulliyat ad-
Da’wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala at-Turas al-1slami, 1992), him. 136.

179 Abd.Wahhab al-Khallaf, Mashadir at-Tasyri’al-1slami fi ma 1a Nashsha fiha, (Kairo:
Ma’had ad-Dirasat al-‘Arabiyyah al-*Aliyah, 1995), him.87.
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pembahasannya dengan tema-tema baru yang dihubungkan langsung dengan al-
Qur’an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya ‘ulama sebelumnya.
Tema-tema tersebut diantaranya adalah mashalahat dan batasan-batasannya, teori
gashd (tujuan) dalam perbuatan, niat dalam hukum dan magashid, magéashid dan
akal, magashid dan ijtihad, serta tujuan umum dari magashid. &

Namun rumusan Syatibi dipandang lebih sistematis dan lengkap jika
dibanding dengan rumusan-rumusan para ‘ulama sebelumnya. Rumusannya
dinilai telah mengilhami para ‘ulama sesudahnya; seperti Muhammad Abduh,
Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad at-Thahir ibnu Asyur
Allal al-Fasi.’®! Muhammad Abduh, adalah orang yang pertama mengumumkan
pentingnya ‘ulama-‘ulama dan para mahasiswa Timur-Tengah untuk mempelajari
karya-karya Syatibi terutama al-Muwéafagat.'®2 Demikian juga dengan muridnya,
Rasyid Ridha, yang tidak hanya terpengaruh olah magashidnya Syatibi, tetapi
juga terpengaruh juga dengan istihsannya demi menghidupkan kembali harakah
salafiyah yang sudah lama diusung oleh Rasyid Ridha.*®® Hal ini juga terjadi pada
ibnu ‘Asyur, (‘ulama asal Tunisia) telah menulis sebuah buku yang berjudul
Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah, dengan cakupan pembahasan secara utuh

hampir sama dengan al-Muwafaqgat Syatibi.

180 Hammadi al-“Ubaydi, Asy-Syatibiy wa Magashid asy-Syari’ah, him. 137-138

181 Allal al-Fasi, Maqgashid asy-Syari’ah wa Makarimuhd, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), him.
45.

182 Muhammad Abdullah Darraz dalam pendahuluan al-Muwafagat. Lihat Abu Ishaq asy-
Syatibi, al-Muwafaqét fi ‘Ushul asy-Syari’ah, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.),
him. 12.

183 Rasyid Ridha yang menulis mukaddimah pada kitabnya. Lihat pada mukaddimah Abu
Ishaq asy-Syatibiy, Kitab al-I’tish&m, juz I, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), him.3-4.
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3. Metodologi Memahami Maqashid Al-Syari’ah

Dalam kaitan dengan upaya pemahaman magashid al-syari’ah, menurut
Syatibi, para ‘ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman
yang berbeda-beda:

Pertama: ‘Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari’ah adalah
suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam
bentuk zhahir lafazh yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang
pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Petunjuk dalam bentuk
zhahir lafazh itu, baik disertai dengan ungkapan bahwa taklif tidak berkaitan
dengan kemaslahatan hamba, atau sebaliknya, dengan mengatakan keharusan
urgensi kemaslahatan. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk giyas.
Kelompok ini disebut ‘ulama al-Zhahiriyah. Contoh: Allah telah menegaskan
hukum-hukumnya, berupa wajib, haram, sunat dan sebahagian lagi makruh;
selain dari hukum-hukum tersebut dengan sendirinya menjadi mubah
(dibolehkan). Jika segenap hukum telah disebutkan dalam lahir nash, baik dalam
bentuk umum maupun khusus, maka dengan sendirinya tak ada lagi giyas, sebab
giyas itu digunakan oleh pemakainya dalam hal yang tidak memiliki nash.

Kedua: ‘Ulama yang tidak menempuh pendekatan zhahir lafazh dalam
mengetahui magashid al-syari’ah. Kelompok ini terbagi: Pertama, Kelompok
ulama berpendapat bahwa magashid al-syari’ah bukan dalam bentuk zahir dan
bukan pula yang dipahami dari petunjuk zhahir lafazh itu. Magashid al-syari’ah

merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zhahir lafazh yang terdapat dalam
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semua aspek syari’ah, sehingga tak seorang berpegang dengan zhahir lafazh
yang memungkinkan ia memperoleh pengertian maqashid al-syari’ah.
Kelompok ini disebut ‘ulama Batiniyyah.

Kelompok yang berpendapat bahwa maqashid al-syari’ah harus
dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafazh. Artinya zhahir lafazh tidak harus
mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zhahir lafazh
dengan nalar, maka yang diutamakan dengan yang diprioritaskan adalah
pengertian nalar baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak.
Kelompok ini disebut al-muta’ammiqgin fi al-giyas. Contoh: pembagian harta
warisan 2 : 1. Ini menurut petunjuk al-Qur’an, akan tetapi pembagian ini bisa
saja berubah dengan melihat situasi kekinian. Misalnya, seorang ayah yang
memiliki usaha kemudian yang banyak terlibat dalam membantu usaha ayah
tersebut adalah anak wanitanya, sementara anak laki-lakinya tidak banyak
membantu dalam pengembangan usaha ayah tersebut, maka anak perempuan
yang bisa mendapatkan dua bagian.

Ketiga: ‘Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zhahir
lafazh dan pertimbangan makna) dalam suatu bentuk yang tidak merusak
pengertian zhahir lafazh dan tidak pula merusak kandungan makna, agar syari’ah
tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradisi-kontradiksi, dan kelompok ini
disebut ‘ulama al-Rasikhin.

Sebagai contoh adalah Tuhan memerintahkan hamba-Nya untuk shalat

dan zakat, maka perintah Tuhan disini bersifat esensial dan universal, sehingga
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lafazh-lafazh yang mengandung perintah tersebut dengam mudah memberikan
pemahaman tentang maksud dan tujuan syari’at yang dikandungnya. Berbeda
halnya larangan Allah Swt. terkait pelaksanaan shalat dalam kondisi mabuk, hal
ini terdapat di dalam QS. al-Nisa’ ayat ke 43. Larangan bershalat disini tidak
bersifat esensial, tetapi hanya bersifat kasuistik (juz’iy), sehingga larangan
bershalat itu bukanlah maksud syari’at yang sesungguhnya. Menyangkut shalat,
syariat bermaksud memerintahkan manusia melakukanya dalam keadaan tidak
mabuk, sejalan dengan perintah umum dalam ayat-ayat lain. Maka di ayat yang
melarang shalat tersebut Allah Swt. memiliki maksud lain, yakni haramnya
mabuk, bukan haramnya shalat. Dalam memahami magqashid al-syari’ah ini,
tampaknya al-Syatibi termasuk dalam kelompok ketiga (‘ulama al-rasikhin)
yang memadukan dua pendekatan (zhahir lafazh dan pertimbangan makna/’illah)

yang menurutnya sangat berkaitan.84

G. Imam Al-Syatibi
1. Biografi Imam Al-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaqg Ibrahim ibnu Musa al-Gharnathi, dan
lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi. Imam Syatibi merupakan filsuf hukum
Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Sedangkan nasab yang disebutkan
oleh para penerjemah adalah al-Lakhmi, nasab tersebut dinisbahkan pada Lakhmu

ibnu ‘Adi, dan adapun yang benar adalah kata “Lakam” itu dari Yaman, yakni

184 Ibrahim Ibnu Musa al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushuli al- Syari’ah, juz 11, (Beirut: Dar
al-Ma’rifah, t.th.), him. 391-393.
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kerajaan-kerajaan arab pada jahiliyah, dan mereka keluarga ‘Amru ibnu ‘Adi ibnu
Nashar al-Lakhmi.'®®

Para penerjemah menisbahkan kepada al-Gharnathi dan al-Syatibi.
Adapun kata al-Gharnathi dinisbahkan pada kerajaan “Gharnathah” yang hidup
pada masa al-Syatibi. Sedangkan al-Syatibi sendiri dinishahkan kepada “Syatibah”
dalam kamus merujuk nama daerah. Kota di Andalusia timur dan timur dari
Cordoba dan ia adalah kota kuno yang lama.*®®

Berdasarkan namanya itu, para sejarahwan menduga bahwa dia berasal dari
keturunan keluarga bersuku Arab, Lakhm, yang hidup di Syatibah (Xativa atau
Jativa), sebuah kota di sebelah selatan Valencia yang dikenal sebagai penghasil kertas
di Spanyol Abad Pertengahan.8’

Tidak diketahui tanggal dan tahun kelahiran beliau, demikian juga dengan
latar belakang keluarganya, sejauh yang dapat dilacak, Muhammad Abu al-Ajfan
telah menetapkan tahun kelahiran beliau 720 Hijriyah berdasarkan dari tanggal
guru beliau yang paling dahulu wafat yakni Syeikh Abu Ja’far Ahmad ibnu Ziyad
(w. 728 H.) dan itu adalah tahun yang hampir mendekati kelahiran imam al-

Syatibi kira-kira tahun 720 H.188

185 < Abdurrahman Adam ‘Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Aqgidatuhu wa Maugifuhu min al-Bida’
wa Ahliha, cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah ar-Rusydi, 1998), him. 41.

186 < Abdurrahman Adam “Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Agidatuhu wa Maugifuhu min al-Bida’
wa Ahliha, cet. ke-1, him. 41.

187 Ghozi Mubarok, Prinsip-prinsip Tafsir al-Syatibi dan Ortodoksi Sunni, (Konsentrasi
Tafsir Hadits Pascasarjana UIN Jakarta, 2008), him. 21.

188 < Abdurrahman Adam ‘Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Agidatuhu wa Maugqifuhu min al-Bida’
wa Ahliha, cet. ke-1, him. 43
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Imam Syatibi tumbuh di wilayah Granada pada akhir kerajaan-kerajaan
Islamiyah?8® dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibukota
kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan
Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. %

Imam Syatibi berada di masa banyaknya terjadi perubahan penting.
Granada pada masa abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan
perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan
berpengaruh terhadap pola pikir dan produk hukum Syatibi.*%

Karir intelektual Syatibi banyak diketahui melalui pernyataan para murid
dan pengakuan ‘ulama semasa. Salah seorang muridnya, Ibnu ‘Ali al-Mujari (w.
801 H.), menyatakan bahwa Syatibi adalah asy-Syaikh al-Imam, al-'Allamah yang
masyhur dan istimewa. Ibnu Marzuq (w. 805 H.) menyatakan bahwa al-Syatibi
merupakan asy-Syaikh al-Ustadz, ahli hukum, imam, peneliti, al-'Allamah dan
shaleh. Ahmad Baba as-Sudani menyatakan bahwa al-Syatibi adalah seorang
imam, peneliti, ikutan, hafizh dan mujtahid. Pengarang Thabaqat al-Malikiyah
menyatakan bahwa al-Syatibi adalah imam al-'Allamah, peneliti dan mujtahid.!%2

Keterangan-keterangan semacam ini menggambarkan bahwa Syatibi adalah

seorang ‘ulama yang mempunyai karir penting pada masanya.

189 <Abdurrahman Adam °Ali, Al-Imam al-Syatibi: ‘Aqgidatuhu  wa Maugifuhu min al-
Bida’ wa Ahliha, cet. ke-1, him. 45

190 Andriyaldi, Teori Magashid Syari’ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir 1bnu
‘Asyur, (Bukittinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi, 2013), him. 45

191 Andriyaldi, Teori Magashid Syari’ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu
‘Asyur, hlm. 46

192 Muhammad Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugahg’ al-Andalus: Fatawa al-lmam asy-Syayibi,
(Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), him. 56



112

Sebagai salah seorang ‘ulama, yang berpredikat waratsah al-anbiya’,
Syatibi telah menjadi rujukan masyarakat dan penguasa dalam menyelesaikan
berbagai problem keagamaan. Predikat ini membawanya kepada semangat untuk
berinteraksi dengan masyarakat, dan mendorongnya untuk memperdalam
pengetahuan melalui studi-studi secara otodidak. 1% Konsekuensi logis dari
keahlian dan interaktifnya adalah bahwa dia berprofesi sebagai mufti, imam
(khatib), guru dan penulis produktif.1%

Sebagai seorang mufti, Syatibi banyak memberikan fatwa-fatwa
keagamaan kepada para peminta fatwa. Apakah karir sebagai mufti ini diangkat
oleh penguasa atau hanya pengakuan masyarakat? Pertanyaan ini penting, karena
dalam sistem hukum Islam di Andalus ditemukan lembaga fatwa, yang para
muftinya diangkat oleh penguasa dan mereka terdiri dari para fugaha’ Tidak
ditemukan informasi tentang pengangkatannya sebagai mufti oleh penguasa,
sehingga kuat dugaan bahwa karirnya sebagai seorang mufti hanya pengakuan dari
masyarakat saja, bukan diangkat oleh penguasa.*®®

Sebagai seorang guru, Syatibi mengajar dan mengembangkan ilmunya
melalui murid-muridnya, antara lain: Abu Yahya ibn Muhammad ibnu 'Ashim,
seorang ‘alim, khatib, penulis, sastrawan, pewaris pemikiran Syatibi. Kemudian

Abu Bakar al-Qadhi, saudara Abu Yayah Muhammad al-Bayani, seorang faqih

193 Muhammad Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha’ al-Andalus: Fatawa al-Imam asy-Syaibi,
(Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), him. 43

194 Duski lbrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syatibi (Suatu Kajian
Tentang Konsep Itigra’ al-Ma 'nawi) dalam Disertasi Pascasarjana UIN Jakarta 2006, him. 38.

195 Duski lbrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syatibi (Suatu Kajian
Tentang Konsep Itigra’ al-Ma nawi), him. 38.
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Granada. Kemudian Abu Jafar Ahmad, yang selain sebagai murid juga sebagai
partner diskusi. Abu Abdillah Ibnu Marzug mengemukakan bahwa Syatibi sering
mendiskusikan kitab al-Muwafagat dengan muridnya tersebut. Di hadapan murid-
murid ini, al-Syatibi mengajarkan kitab-kitab antara lain: Alfiyah ibnu Malik,
Kitab Sibawaih, Mukhtasar ibnu al-Hajib, al-Muwatta™ Imam Malik dan tentu saja
karya-karyanya sendiri.t%

Mayoritas penduduk Andalusia abad 8 Hiriyah adalah penganut madzhab
Maliki. Madzhab Maliki mulai dianut oleh mayoritas penduduk Andalusia sejak
masa kekuasaan Hisyam I (putra ‘Abd al-Rahman al-Dakhil, pendiri dinasti
Umawiyyah di Andalusia) yang berkuasa sejak tahun 173 H. hingga tahun 180 H,
masa ketika Malik sendiri masih hidup. **" Hingga tingkat tertentu, mereka
memegang afiliasi madzhab tersebut secara fanatik. Akibatnya, para penganut
madzhab-madzhab figh lain sering memperoleh perlakuan yang buruk. Hal ini
tidak terlepas dari pengamatan Syatibi. Meski merupakan pengikut madzhab
Maliki, Syatibi mengkritik fanatisme madzhab yang berlebihan. Dia menyatakan
bahwa sikap fanatik dalam mengikuti madzhab Maliki merupakan “kecintaan

yang berlebihan terhadap madzhab tertentu, padahal pandangan yang adil akan

membuktikan bahwa mereka adalah imam-imam yang mulia.”*%

196 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Syatibi (Suatu Kajian Tentang
Konsep Itigra’ al-Ma’nawi) dalam Disertasi Pascasarjana UIN Jakarta 2006, him. 39.

197 Hammadi al-‘Ubaydi, Al-Syatibi wa Magasid al-Syari ‘ah, (Beirut: Dar al-Qutaibah,
1992), him. 46.

19 Ghozi Mubarok, Prinsip-prinsip Tafsir al-Syatibi dan Ortodoksi Sunni, (Konsentrasi
Tafsir Hadits Pascasarjana UIN Jakarta, 2008), him. 28
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Menurut Syatibi, penyebab terbesar dari menyebarnya taklid dan fanatisme
buta di kalangan penduduk Granada adalah kecenderungan mereka untuk
membatasi perhatian hanya kepada persoalan-persoalan sekunder (furu®) tanpa
mau mencoba melacak prinsip-prinsip fundamental (ushul) dari ajaran-ajaran
Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong Syatibi
untuk menulis karya besarnya, al-Muwafagat.'*®

Sebagaimana halnya dengan tanggal kelahirannya, masa pendidikan Imam
Syatibi juga tidak diketahui dengan jelas. Pada masanya, Granada merupakan
pusat pendidikan Islam di Spanyol. Disana terdapat sebuah universitas, universitas
Granada yang didirikan pada masa Yusuf Abu al-Hajaj. Ada dugaan bahwa
pendidikan beliau ada kaitannya dengan universitas tersebut.2%

Syatibi memulai proses intelektualnya dengan belajar ilmu-ilmu bahasa Arab
dan gira’at kepada Abu ‘Abdillah Muhammad ibn al-Fakhkhar al-Birri yang dikenal
dengan julukan “Syeikh al-Nuhhah” di Andalusia. Saat itu, Syatibi kecil telah
menunjukkan kemampuannya untuk memahami persoalan-persoalan linguistik yang
sangat sulit dipahami oleh anak-anak seusianya sesuatu yang kerap membuat Ibnu al-

Fakhkhar merasa takjub.?’* Guru Syatibi ini meninggal dunia pada tahun 754 H. atau

19 Hammadi al-‘Ubaydi, Al-Syatibi wa Magqasid al-Syari‘ah, (Beirut: Dar al-Qutaibah,
1992), him. 36.

200 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet-1, (Jakrata: PT. Ichtiar Baru van
Hoeven, 1997), him.1699

201 Hammadi al-Ubaydi, Al-Syatibi wa Maqasid al-Syari ‘ah, him. 36.
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akhir tahun 756 H. atau awal tahun 757 H., hingga beberapa tahun berikutnya,
Syatibi terus merasa sangat kehilangan sosok guru yang dicintainya itu.2%?

Beliau tidak mendikotomi ilmu dengan mempelajari seluruh aspek
keilmuan, beliau mempelajari ilmu dari aspek logikanya, syariatnya, ushulnya,
dan furu’'nya serta tidak menyimpulkan suatu ilmu tanpa ilmu lainnya, tidak
mengabaikan bagian yang lain dan tidak memisah-misahkannya, sekira tuntutan
zaman dan tempat.2%

Pada kenyataannya, beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab karangan
para ‘ulama yang secara umum diidentifikasi sebagai mutaakhkhirin, diantaranya
seperti Ibnu ‘Arabi (w. 442 H.), al-Juwaini (w. 438 H.), ‘1zz ad-Din ibnu ‘Abdu
as-Salam (w. 660 H.), Fakhru ar-Razi (w. 606 H.), al-Qarafi (w. 684 H.), lIbnu
Rusydi (w. 520 H.) dan lain-lain dalam kitab al-Muwafagat dan al-I'tisham-nya.

Dengan demikian dalam perjalanan intelektualnya, Syatibi dipengaruhi
oleh para pemikir hukum Islam sebelumnya baik secara langsung maupun tidak,
sehingga beliau menjadi seorang pemikir hukum yang andal. Kendatipun
demikian, dalam pengembangan dan pengaplikasiannya, ia tidak terikat dengan
pemikir-pemikir tertentu secara kaku. beliau mempunyai konstruksi pemikiran
hukum tersendiri yang orisinalitasnya jelas, sehingga beliau dapat tampil beda

dari pemikir hukum Islam lain seperti terlihat antara lain dalam konsepnya yang

202 Ghozi Mubarok, Prinsip-prinsip Tafsir al-Syatibi dan Ortodoksi Sunni, (Konsentrasi
Tafsir Hadits Pascasarjana UIN Jakarta, 2008), him. 22

203 Shalahuddin Sabki, dkk, Al-’Itisham, (Buku Induk Pembahasan Bid’ah dan Sunnah),
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), dalam sambutan, him.Xi.
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terkenal, Magashid asy-Syari‘ah, yang selalu dijadikan acuan oleh kaum modernis
dan para pembaharu dalam merumuskan pemikiran hukum Islam yang sesuali
dengan kondisi masyarakat modern. Ini tampaknya karena Syatibi dianggap
mempunyai gagasan yang segar dan bermasa depan, dengan mengapresiasi
berbagai macam pengetahuan, termasuk filsafat, kalam, akhlak, tasawuf di
samping pemikiran hukum Islam itu sendiri. Karya orisinilnya al-Muwafaqat jelas
memperlihatkan hal ini, sekalipun bagian-bagian tertentu dari materinya masih
mengambil konsep-konsep pemikir.2%*

Setelah melalui jalan yang panjang dengan mengalami baerbagai kendala
bahkan kebingungan akibat berbagai pengetahuan dan perbedaan pendapat ‘ulama
yang dipelajarinya, ia mendapatkan petunjuk allah untuk dapat memahami tujuan-
tujuan syari’ah dalam al-Qur’an dan Sunnah yang tidak didapatkan
sebelumnya.?%®

Para ‘ulama yang menjadi guru beliau dalam terapan disiplin keilmuan
diantaranya adalah:

1. Ibnu al-Fakhhar al-Biri
Beliau adalah guru Imam Syatibi dalam ilmu bahasa, sastra, dan qira’at.

Dalam kitab Nafhu al-Thib, al-Magri melukiskan ke dalaman ilmu bahasanya

dengan la matma’a fihi lisiwahu (tidak ada tandingannya) . Ketika beliau wafat,

204 Duski lbrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syatibi (Suatu Kajian
Tentang Konsep Istiqra’ al-Ma’nawi) dalam Disertasi Pascasarjana UIN Jakarta 2006, him. 35-36.

205 < Abdurrahman Adam ‘Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Agidatuhu wa Maugifuhu min al-Bida’
wa Ahliha, cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah ar-Rusydi, 1998), him. 55
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orang-orang sangat sedih karena merasa kehilangan seorang ‘ulama besar,
termasuk imam al-Syatibi, bahkan ia sampai berdo’a supaya bisa dipertemukan
oleh Allah Swt. dengan gurunya tersebut dalam mimpinya sehingga tetap bisa
mengambil faedah ilmunya. Beliau meninggal pada tahun 754 H.2%
2. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Magri

Beliau dilahirkan di Tilmisan. Kemudian ia mengembara ke timur dan
sempat berguru kepada Ibnu Qayyim al Jauziyyah (w. 751 H). Setelah itu ia
kembali ke Maroko dan menetap di Fez menjadi seorang gadhi disana. Beliau
terkenal dengan Malikinya Maroko. Pada tahun 757 H ia diutus oleh penguasa
saat itu untuk mengajar di Granada. Beliau mengajar hadits dan figh. la termasuk
seorang sufi, salah satu karyanya dalam bidang tasawuf al-Haqaiq wa al-Raqgaiq
membuktikan hal itu. Beliaulah orang yang memberi warna tasawuf dalam diri
Imam Syatibi. Hubungan Imam Syatibi dengan gurunya ini sangat dekat sekali,
hingga Imam Syatibi secara khusus mendapat sanad musalsal bil-musafahah
(dengan bersalaman) dan sanad talgim (dengan menyuapi) yang para perawinya
adalah orang-orang sufi semuanya. Al-Magri ini menghabiskan waktu kurang
lebih dua tahun di Granada, kemudian kembali lagi ke Fez, dan meninggal disana
pada tahun 759 H.2%7

3. Abu Sa’id ibnu Lubb

206 < Abdurrahman Adam ‘Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Aqgidatuhu wa Maugifuhu min al-Bida’
wa Ahliha, cet. ke-1, him. 53

207 < Abdurrahman Adam ‘Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Aqidatuhu wa Maugifuhu min al-Bida’
wa Ahlihg, cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah ar-Rusydi, 1998), him. 55
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Beliau lahir pada tahun 701 H, dan wafat pada tahun 782 H, atau delapan
tahun sebelum Syatibi wafat. Beliau ahli figh waqi’i (kekinian) dan juga bahasa.
la termasuk ‘ulama yang sangat masyhur di Granada, karena ia adalah khatib di
masjid agung Granada, menjadi mufti di daerah tersebut, dan menjadi pengajar
pada madrasah al-Nashriyyah.

4. Abu Abdillah Muhammad bin Marzuq

Beliau lahir di Tilmisan pada tahun 710 H. la termasuk salah satu ‘ulama
yang gemar bepergian dan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan
diantara tujuan yang membawanya sampai ke Granada adalah popularitas Ibnu al-
Fakhhar al-Biiri dalam ilmu bahasa. Abu Abdillah ini adalah seorang ‘ulama yang
ahli dalam figh hadits. la termasuk ‘ulama yang disukai halagahnya di Granada
karena metode yang ia pakai, yaitu mengemukakan nash-nash dalil kemudian
menjelaskannya secara runtut. Imam Syatibi banyak belajar cara istinbath ahkam
(mengeluarkan atau menghasilkan hukum) dari nash-nashnya melalui guru ini.
Beliau wafat pada tahun 781 H di Mesir.

Selain guru-gurunya di atas Imam Syatibi juga masih memiliki guru-guru
lain dalam disiplin ilmu yang berbeda, diantaranya adalah: Abu Ja’far Ahmad al-
Syakuri gurunya dalam ilmu faraidh, Abu al-Hasan al-Kuhaili gurunya dalam
ilmu aljabar, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syatibi
adalah orang yang gemar dan rajin dalam mencari ilmu (disiplin ilmu
pengetahuan). la tidak hanya puas menguasai satu disiplin ilmu, namun juga

berupaya menguasai ilmu apapun yang bisa ia temui dari guru-guru yang ada
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disekelilingnya. Inilah salah satu ciri ‘ulama-‘ulama zaman dulu yang pada
umumnya tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu saja tetapi juga menguasai
berbagai macam disiplin ilmu, karena semakin beragam ilmu yang dikuasai oleh
seseorang maka wawasan yang ia miliki akan semakin bertambah luas dan sudut
pandang yang ia miliki pun bertambah banyak. Apalagi jika dikaitkan dengan
persoalan istinbath ahkam dan penerapannya dalam konteks kekinian, maka
keragaman disiplin ilmu tersebut tidak bisa dielakkan.?%®

Karya-karya yang ditulis oleh Imam Syatibi diantaranya ialah:2%°
1. Al-Muwafagat fi Ushul al- Syari’ah.
2. Al-I’tisham
3. Al-Majalis.
4. Syarh al-Khulashah.
5. Al-Ifadat wa al-Insyadat.
6. ‘Unwan al-lttifaq fi llmi al-Isytigaq.
7. Ushul al-Nahwi.
8. Syarh Jalil ‘ala al-Khulasah fi al-Nahw.
9. Risalah fi al-Adab.

10. Fatawa al-lmam al-Syatibi

2. Metodologi & Pemikiran Imam Al-Syatibi

208 https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/muwafagat-ringkasan-biograi-imam-
syatibi/, diakses pada tanggal 02 Juli 2019.

209 < Abdurrahman Adam ‘Ali, Al-lmam al-Syatibi: ‘Aqgidatuhu wa Maugifuhu min al-Bida’
wa Ahliha, cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah ar-Rusydi, 1998), him. 75.
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Metode pemahaman maqashid al-syari’ah, secara umum dapat dikatakan
bahwa metode pertama; analisis lafazh perintah dan larangan lebih banyak
ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; penelaahan ‘illah amr dan
nahy ditujukan kepada masalah-masalah mu’amalah dan cara ketiga; al-sukut
‘an syar’iyyah al ‘amal yang memiliki obyek ganda mu’amalah dan ibadah.
Metode ini dikembangkan oleh Syatibi bertolak dari kesimpulannya terhadap
kandungan nash-nash yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hakikat
dan tujuan disyari’atkannya hukum.

Kritik pedas Imam Syatibi pula ditujukan bagi kalangan tekstualis yang
hanya memandang syari’at berupa teks dan menghilangkan ruh teks itu sendiri.
Menurutnya, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar
dari koridor agama, karena menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya
seonggok daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman. Seperti masakan
tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa magdshid syari’ah perlu
digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman.
Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan
oleh penguasaannya terhadap magashid asy-syari ‘ah.?*°

Pujian terhadap beliau juga disampaikan oleh Syeikh Muhammad al-
Fadhil bin ‘Asyur yang mengatakan bahwa hasil pemikiran Syatibi memiliki
pengaruh pada pola pikir umat Islam serta kebudayaan Islam setelah masa beliau.

Hal itu ditandai dengan karangan beliau al-Muwafagat yang mana memberikan

210 Ahmad Imam Mawardi. Figh Minoritas, (Yogyakarta: LkiS, 2010), him. 184.
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bimbingan terhadap cara-cara dan jalan-jalan merealisasikan penjagaan terhadap
agama, adapun masa sebelum beliau tidak banyak orang yang menemukan hal
tersebut. Maka orang-orangpun menyelami makna-makna syari’at dan rahasia-
rahasianya. Dan menurut Syeikh Muhammad al-Fadhil bin ‘Asyur hal tersebut
telah menunjukkan keistimewaan kitab beliau. Selanjutnya Syeikh Muhammad
al-Fadhil bin ‘Asyur mengatakan bahwa kitab al-Muwafagat ini menjadi
referensi untuk menggambarkan apa yang dikehendaki oleh agama dari
memahami kemaslahatan, perincian terhadap cara penyelarasan antara hakikat
agama yang kekal dan penggambaran terhadap kehidupan yang memiliki
konsekuensi yang bermacam-macam.?!

Syeikh Abdul Muta’al ash-Sha’idi mengukur antara imam Syatibi dengan
rintisannya ilmu magashid, dan imam asy-Syafi’i dengan rintisannya ilmu ushul.
Sehingga beliau berkesimpulan bahwa imam Syatibi merupakan kebanggaan
besar setelah imam Syafi’i. Alasan beliau adalah karena imam Syatibi
mengutamakan masa beliau dengan memberikan perhatian terhadap apa yang
dinamakan padanya ruh syari’at, atau ruh dari ganun, dan ini karena perhatian
beliau terhadap maqashid syari’ah.?*?

Syeikh Muhammad al-Khudri menyebutkan banyak dari pengarang kitab

ushul fikih yang mengkaitkan tulisan tentang ushul mengenai pertimbangan syari’

211 Abu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), him. 25-26.

212 Abu Ishag lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, him. 26.
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(Allah) dalam menetapkan syari’at dan itu yang menjadi dasar bagi dalil qgiyas.
Karena dalil ini ruhnya ‘illat-‘illat yang muktabar secara syari’at. Dan ‘illat- ‘illat
tersebut, darinya terdapat apa-apa yang al-Syari’ (Allah Swt.) paparkan iktibarnya.
Berdasarkan kaidah-kaidah ini, mestilah dibutuhkan upaya untuk menjelaskannya
dan menerangkannya sehingga menjadi penerang bagi para mujtahid. Dan
menurut beliau, imam Syatibi lah yang paling baik dalam mengarang buku
tentang hal tersebut dalam kitabnya al-Muwafaqgat.?*®

Selanjutnya tanggapan dari Subhi al-Mahmashani bahwa Syatibi dalam
kitab al-Muwafagat mengurai tujuan-tujuan syari’at dan kemaslahatan yang
dibangun di atasnya hukum-hukumnya dengan bentuk tidak sampai kepadanya
syari’at-syari’at aneh pada saat sekarang. Maka diwajibkan pada hukum-hukum
syariat untuk mengimplementasikan kesesuaian bagi magasid yang didasarkan
padanya. Jelasnya apa yang dirintis oleh imam Syatibi dalam ilmu magashid

melebihi syari’at-syari’at sederhana pada masa sekarang.?*

B. Magashid Al-Syari’ah Al-Syatibi
Syatibi mengartikan maslahat sebagai penunjang terpenuhinya segala
kebutuhan manusia, sehingga hidup menjadi layak, makmur dan seimbang.

Maslahat dalam pemikirannya mengarah pada tegaknya sekumpulan pilar

213 Abu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), him. 26-27

214 Abu Ishag lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, jilid 1, him. 27
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kehidupan demi kemakmuran bagi manusia dan menghindarkan dari kehancuran
kehidupan manusia.?*®

Magashid al-Syari’ah  menurut Syatibi sesungguhnya merupakan
kemaslahatan umat manusia, yakni eksistensi aturan hukum yang ditentukan oleh
Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Syatibi membagi magashid menjadi dua, gashdu al-Syari’ (tujuan Tuhan)
dan gashdu al-mukallaf?%® (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi gashdu al-
Syari’ menjadi empat macam. Pertama, gashdu al-Syari’ fi wadh’i al-syari’ah;
kedua, qashdu al-Syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham; ketiga, gashdu al-Syari’
fi wadh’i al-syari’ah [i al-taklif bi-muqgtadhaha; keempat, gashdu al-Syari’
frdukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah. Sedangkan bagian gashdu al-
mukallaf, imam Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.?!’

Syatibi menyumbangkan hal penting dalam proses reformasi Magdashid al-
Syari’ah, yakni pergeseran Magashid al-Syari’ah dari pembatasan jelas akan
kebutuhan menuju kepada poin-poin dasar legalisasi sebuah hukum. Magqasid al-
Syart’ah yang sebelumnya diasumsikan sebagai hal yang belum begitu transparan
(samar) dan fundamental dibantah oleh al-Syatibi dengan pernyataan:

1. Magashid al-Syari’ah adalah pondasi penting bagi Agama, hukum dan

keimanan (usil al-din, wa qawa’id al-Syari’ah wa kulliyat al-millah).

215 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, jilid 11, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra: 1975), 34.

216 Al-Mukallaf berarti dibebani. Maksud dibebani disini adalah bahwa tiap orang
memegang kewajiban yang harus dipertanggung-jawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya.

217 Abu Ishag lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), him. 219.
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2. Pergeseran dalam kebijakan dan hikmah di balik legalisasi hukum tertentu.
Menurutnya, Magashid al-Syari’ah sifatnya fundamental dan universal,
sehingga tidak bisa lebih diprioritaskan hal yang bersifat parsial dari padanya.

3. Pergeseran dari sifat zhanni (asumtif) ke sifat gath 7 (pasti). Baginya proses
induktif aplikasi Magashid al-Syari’ah adalah valid dan gath 7.2

Dari pendapat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa Syatibi telah
melakukan inovasi besar dengan menggeser paradigma Magasid al-Syari’ah pasif
dan statis menjadi paradigma metodologis yang aktif dan dinamis.

Syatibi mengklasifikasikan maslahat sebagai cabang dari Magashid al-
Syari’ah ke dalam tiga tingkatan yakni Dhaririyyah (kebutuhan primer),
Hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyyah (kebutuhan tersier).?t
1. Dharuriyyah (kebutuhan primer), yakni hal yang harus selalau terpenuhi guna

menjaga eksistensi manusia, terutama perihal agama dan dunianya. Apabila
perkara kebutuhan agama sirna, maka tidak berjalan pula kemaslahatan dunia
pada keeksisannya, namun akan mengarah kepada kebinasaan dan lenyapnya
kehidupan, di sisi lainnya sirna pula kesuksesan dan kenikmatan pada hari
berbangkit (kiamat) dan akan kembali kepada kerugian yang nyata.

Perlindungan hajat dhaririyyah ini memiliki dua perkara penting, yaitu:22°

218 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas figh al-Aqlliyat dan Evolusi Magqasid al-
Shari’ah dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 194.

219 Apu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), hlm. 17.

220 Apu Ishaq lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, him. 18.
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a. Segala sesuatu yang menegakkan rukun-rukun serta mengokohkan
pondasi-pondasinya. Hal tersebut terpatri berdasarkan konsep asasnya dari
sisi keberwujudannya, seperti halnya batasan-batasan jinayat (perkara
perdata maupun pidana).

h. Menepis segala kemudharatan yang terjadi maupun bahaya-bahaya lain
yang mengiringinya, hal ini tercermin pada konsep asasnya dari sisi
ketidak-eksistensiannya. Dalam aspek ini, pemeliharaan kebutuhan ini
tidak bertumpu pada perbaikannya saja, namun juga perlu dalam
pelaksanaan kemandirian dan pengembangannya. Misalnya dalam perkara
bernegara, harus ada kemaslahatan kehidupan yang dijunjung tinggi dalam
hal strata berkeadilan di mata hukum, ini merupakan bentuk yang luas dari
menolak pelanggaran-pelanggaran hukum dan kevakuman peradaban yang
madani.

Pada asas hal peribadatan (asas ibadah), kembali kepada pemeliharaan
agama, hal ini ditinjau dari sisi keberwujudannya, sebagai contoh adalah
menjaga keimanan. Menjaga keimanan dalam bingkai agama ini merupakan
bagian dari jihad di jalan Allah Swt. dan pemeliharaan dari perkara-perkara
baru dalam agama ataupun hal-hal kesyirikan yang ada. Contoh lainnya
adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, menunaikan
zakat, berpuasa pada bulan suci ramadhan, melaksanakan ibadah haji dan

lain-lain.
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Pada asas hal adat-istiadat (asas budaya), kembali kepada pemeliharaan
jiwa dan akal dari keeksistensiannya pula. Misalnya pemenuhan kebutuhan
makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan) dan
lain sebagainya.??

Terkait asas mu’amalah (interaksi sosial), kembali kepada pemeliharaan
jiwa dan akal juga, namun melalui media asas adat-istiadat (budaya). Pada
asas jinayat (batasan-batasan hukum perdata dan pidana), kembali kepada
pemeliharaan amar ma’ruf dan nahi munkar. Asas ibadah dan budaya
merupakan percontohan konkrit, asas mu’amalah pun sama merujuk kepada
kemaslahatan manusia dengan makhluk lainnya, seperti halnya transisi
kepemilikan dengan perwakilan ataupun tanpa diwakilkan, dengan akad atas
pantauan karib kerabat, asas kebermanfaatan dan aset berharga lainnya. Dan
perkara asas jinayat merujuk kepada segala hal yang berkaitan pada perilaku
kebatilan, disyari’atkan menolak bentuk kebatilan tersebut dan menumbuhkan
prioritas kemaslahatan di dalamnya. Seperti halnya perkara gishas dan
pembayaran denda (diyat) bagi kasus pembunuhan (menghilangkan nyawa
muslim), merusak akal, penjaminan harta-benda untuk pemeliharaan
eksistensi keturunan, penjagaan aset guna pemeliharaan eksistensi harta-

benda itu sendiri dan lain sebagainya.

221 Abu Ishag lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), him. 19.
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Dharariyyah dibagi menjadi lima aspek berdasarkan peringkatnya (al-
Dharariyyah al-Khamsah). Aspek-aspek tersebut adalah agama (al-Din), jiwa
(al-Nafs), keturunan (al-Nasl), harta (al-Mal) dan akal (al- ‘4q/).?%

2. Hajjiyyah (kebutuhan sekunder), yakni hal penting eksistensinya guna
mewujudkan perlindungan hak kehidupan manusia, jika kebutuhan ini tidak
terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya, apabila
kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan
meniadakan kehidupan. Tingkat kebutuhan ini memberikan kemudahan dan
meminimalisir bahkan meniadakan kesempitan dan menghilangkan kesulitan
dalam kehidupan seseorang. Kebutuhan pada tingkat ini juga berlaku pada
aspek ibadah, budaya, mu’amalah dan jinayat. Dalam urusan ibadah seperti
dispensasi bagi orang sakit atau lanjut usia sehingga tidak berpuasa di bulan
ramadhan, perihal keringanan dalam menjama’ atau mengqashar shalat bagi
yang sakit dan dalam keadaan safar. Dalam ranah budaya seperti halnya
diperbolehkannya berburu hewan buruan yang dihalalkan dan menikmatinya,
perihal makan-minum, berpakaian, bertempat tinggal, berkendara dan lain-
lain. Pada aspek mu’amalah seperti jual beli, penanaman modal, dan lain

sebagainya. Dan terakhir pada ranah jinayat, contohnya adalah penghakiman

222 Abu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), him. 20.
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atas tindak kejahatan, pertumpahan darah, pembagian harta waris,
pembayaran denda diyat, jaminan pekerja/buruh dan lain sebagainya.??

3. Tahsiniyyah (kebutuhan tersier), yakni hal-hal yang sebaiknya eksis dalam
rangka memperindah kehidupan seseorang (budayanya). Menjauhkan perihal
keburukan-keburukan yang mengarah pada pencideraan akal pikiran yang
sehat, tentunya hal ini terkait tentang akhlak dan budi pekerti yang mulia.
Tahsiniyyah terimplementasikan dalam aspek hukum yang bersifat opsional
dan mendesak (darurat), apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan
maslahat Dharuriyyah atau Hajjiyyah. Al-Syatibi menjelaskan maslahat
Tahsiniyyah ini merupakan pelengkap kepada Hajjiyyah kemudian Hajjiyyah
adalah pelengkap kepada Dhariiriyyah. Maslahat Dhaririyyah merupakan
akar dari terbentuknya Hajjiyyah dan juga Tahsiniyyah. Dengan makna lain,
setiap peringkat maslahat ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi
diantara satu dan yang lainnya. Perihal kebutuhan ini pun berlaku pada aspek
ibadah, budaya, mu’amalah dan perkara jinayat. Dalam aspek ibadah
contohnya adalah menghilangkan najis, secara global adalah kesucian
seutuhnya. Contoh lainnya menutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan
hal-hal yang sunnah dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt., dan
lain sebagainya. Dalam perihal budaya, seperti adab makan dan minum,

menjauhi makanan dan minuman yang buruk dan diharamkan dan berlebih-

223 Abu Ishag lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, him. 21-22.
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lebihan dalam hal konsumtifitas. Terkait ke ranah mu’amalah seperti
pelarangan dari perdagangan yang tidak baik, pola konsumtif yang berlebihan
dalam penggunaan air dan rerumputan, memberikan posisi kepada hamba
sahaya dalam hal kesaksian dan wilayah kepemimpinan, memberikan posisi
perempuan yang sama dalam wilayah kepemimpinan, menikahkan dirinya
sendiri (bagi wanita), meminta pembebasan (hamba sahaya) dan runtutan
feed-back dari pengajaran baca-tulis dan leadership, serta lainnya. Dan
terakhir adalah wilayah hukum jinayat, contohnya adalah pelarangan gishas
orang yang merdeka atas pembunuhan hamba sahaya atau membunuh kaum
wanita, anak-anak, orang yang telah lanjut usia dan para pendeta (biarawan)
dalam invasi jihad di medan perang.??*

Batas kemaslahatan dalam suatu aplikasi Magasid al-Syari’ah menurut al-
Syatibi dapat dilihat dari tingkat keadilan pada kelompok masyarakat tertentu.
Walaupun begitu, tidak langsung diinterpretasikan bahwa kemaslahatan boleh
bertentangan dengan norma hukum Islam saat melihat adanya kemaslahatan pada
suatu hal. Maka dari itu, segala kegiatan yang ada keterkaitan dengan legal formal
hukum Islam perlu ditelusuri dengan metode Magasid al-Syari’ah Al-Syatibi

guna mengetahui latar belakang legalisasi dari sebuah norma hukum.

224 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), hlm. 22-23.



130

C. Kerangka Berfikir (Nikah Niat Talak Perspektif Magashid Al-Syari’ah

Al-Syatibi)
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library
research (penelitian kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
kumpulan peraturan atau bahan hukum. Penelitian ini juga mayoritas telaahnya
adalah bahan hukum sekunder yang berada di perpustakaan.

Cara akses dan research dalam penelitian ini banyak diambil dari bahan
pustaka, yakni yang berkontenkan pengetahuan ilmiah baru, fakta atau data-data
yang terupdate. Hal-hal tersebut tercantum dalam buku, jurnal dan karya tulis
akademik atau non-akademik lainnya. Penelitian normatif ini menggunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar utamanya.??®
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat filosofis
(philoshopical approach). Pendekatan ini berupaya menjelaskan inti, hikmah atau
hakikat mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya.??® Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengkajian nikah dengan niat talak
menurut fatwa Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz menurut Magashid al-Syari’ak
al-Syatibi ini menggunakan pendekatan filosofis tersebut.

Selain itu, peneliti mencoba menyibak topik ini dari pendekatan yang lain,

yaitu pendekatan konseptual. Maksud pendekatan konseptual adalah research

225 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2006), him. 118.
226 Apuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 42.
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tentang konsep-konsep legal formal (berkaitan dengan hukum), baik berkaitan

dengan fungsi, sumber dan lembaga hukum??’, lalu memfokuskan kajian ini.

Dalam penelitian ini, yang akan dikupas tuntas secara filosofis dan

konseptual adalah nikah dengan niat talak dalam fatwa Syeikh Bin Baz, lalu

dianalisis dengan Magashid «al-Syari’ah menurut Syatibi. Sehingga diketahui

kemaslahatan atau kemudharatan dalam nikah niat talak tersebut.

C. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil pemahaman dan
interpretasi dari al-Qur’an, Hadis dan kitab Majmi’ Fatawa al-Lajnah ad-
Daimah Lil Buhats wal Ifta’ dan Majmiu’ Fatawa wa al-Magalat al-
Mutanawwi’ah karya Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan kitab Al-
Muwafaqat fi Ushal al- Syari’ah karya Syeikh Ibrahim Ibnu Musa Al-Syatibi
sebagai landasan teori (Magdashid al-Syari’ah) dalam menganalisa nikah
dengan niat talak menurut fatwa Bin Baz tersebut.
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sekumpulan data yang
tercantum dalam buku, jurnal ataupun literatur ensiklopedia yang

berhubungan dengan objek penelitian.

81.

227 Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), him.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik utama dalam pengumpulan data adalah telaah
kontinyu (berkesinambungan) dan simultan terhadap dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan objek penelitian (dokumentasi).??8

Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud ialah dokumen yang memuat
permasalahan nikah dengan niat talak (cerai) dalam fatwa Abdul Aziz Bin
Abdullah Baz dan menggunakan Magqashid al-Syari’ah al-Syatibi sebagai alat
dalam menganalisanya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahan hukum
primer pada poin sebelumnya.
E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
analisis yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan konsep pernikahan dengan
niat talak (cerai) menurut fatwa Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan
selanjutnya akan dianalisa secara mendalam dengan menggunakan teori Magashid
al-Syart’ah perspektif Imam al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafagat fi Ushal al-
Syari’ah.
F. Pengecekan Keabsahan Data

Guna mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan Triangulasi yang merupakan pemakaian dua atau lebih metode

dalam pengumpulan data penelitian.

228 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), 274.
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Terdapat berbagai macam dan ragam dari triangulasi, dan dalam penelitan
ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data (data triangulation). Maksud
dari triangulasi data adalah proses peneliti dalam pengujian keabsahan sekumpulan
data dengan mengkomparasikannya dari beberapa sumber yang memuat data yang
sama. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam hal ini diantaranya
didapatkan dari bahan hukum primer, yaitu al-Qur’an, Hadis dan kitab Majms’
Fatawa al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhats wal Ift@’ dan Majmi’ Fatawa wa al-
Magalat al-Mutanawwi’ah karya Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz serta
kitab Al-Muwafagat fi Ushuli al- Syari’ah karya Syeikh Ibrahim Ibnu Musa Al-

Syatibi sebagai mata pisau analisisnya.



BAB IV

FATWA BIN BAZ TENTANG NIKAH DENGAN NIAT TALAK

PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH AL-SYATIBI

A. Nikah Dengan Niat Talak Menurut Bin Baz
1. Fatwa Nikah Dengan Niat Talak Menurut Syeikh Bin Baz

Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz saat menjabat sebagai ketua
mufti di Arab Saudi, dalam suatu kesempatan ditanya oleh salah seorang
jama’ahnya, bagaimana hukumnya jika seseorang menikah dengan niat akan
menceraikan istrinya? Bin Baz menjawab hukumnya boleh. Lalu jama’ah
bertanya lagi, bukankah menikah dengan niat talak sama dengan mengkhianati
istri? Beliau menjawab tidak.?%°

Bin Baz dalam fatwanya menyebutkan bahwa syarat diperbolehkannya
nikah dengan niat cerai adalah tidak adanya orang yang mengetahui niat tersebut
selain dia sendiri dan Allah Swt. atau dengan kata lain niat tersebut harus menjadi
rahasia pribadi. Niat tersebut tidak boleh diberitahukan pada istri, keluarga atau
sahabatnya. Beliau beralasan bahwa selama niat tersebut hanya ada dalam pikiran
maka niat tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur suatu hukum. Sesuatu yang
masih ada dalam pikiran bisa berubah sewaktu-waktu. Jika ternyata pelaku yang
berniat menceraikan istrinya dalam waktu tertentu tetap melangsungkan
kehidupan bersama istri sampai ia meninggal, maka niat dia untuk menceraikan

saat akad dahulu pun tidak menjadi masalah.?*°

229 Abdullah Bin Mani’, Masdil al-Imam Bin Baz, (Riyadh: Tadmuriyyah, t.th.), him. 185.
230 Abdul Aziz Abdullah Bin Baz. Majmi’ Fatawa wa al-Magalat al-Mutanawwi’ah,
Riyadh: Dar al-Qasim, 2000, hlm. 117.
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Mengenai nikah dengan niat talak ini pernah diajukan pertanyaan kepada Syaikh
Bin Baz rahimahullah:

Sl 4 500 s o
“Apakah boleh menikah dengan niat talak?”
Beliau menjawab:

bl Gl o 535 L ol 81l (g da i 050 0 )y s A A OIS I ey iz sa Y
rall 390008 (0 dene gl @lld S5 LS Alal) Jal ) sgan J 58 138 5 e )1 L ST ella (oY
.—Af\)\‘\AAJ_

“Tidak mengapa mengenai hal itu bila niatnya hanya diketahui ia dan Allah saja,
tanpa ada syarat dari pihak wanita atau dari walinya. Namun membuang niat
tersebut lebih utama (afdhal), sebab yang demikian itu lebih sempurna
keinginannya. Ini adalah pendapat jumhur ‘ulama, sebagaimana yang disebutkan
Abu Muhammad bin Qudamah dalam kitab Al-Mughniy - rahimahullgh”?

Pertanyaan lain yang disampaikan kepada Syaikh Bin Baz rahimahullah:

aS5l 5 DUall € 5 ayaa ¢y 52 (SO A ) 31 ) s 43 aSialaws e |8 48l 358y aaf Sy
0 AT a1l gl amia 138 Jgd et Al gy ) gl )

“Salah seorang rekan menyebutkan bahwa ia pernah membaca dari Syaikh yang
terhormat, bahwasannya boleh menikah dengan niat thalag dengan tidak dibatasi
kapan waktu talaknya. Dan bahwasannya Syaikh juga menasihatkan kepada para
pemuda yang bepergian jauh agar menikah dengan cara seperti itu, dan
bahwasannya sangat mungkin akan lahir rasa saling mencintai diantara mereka
berdua dan dikaruniai anak oleh Allah 7« ’ala sehingga pernikahan menjadi
langgeng. Apakah ini benar? Kami mohon penjelasannya”.

Beliau rahimahullah menjawab:
QJM\@)A\Z\SSAA\@;US}HJM\ QMM\J\M\ UALE}.GM PRV Q_IJJAAJE

A s ) Al gy all (3850 Gl SO LS aledl Jal ) sgan U8 98 038 5 (SISl

231 Fatawd Islamiyyah, dihimpun dan disusun oleh Muhammad bin ‘Abdil ‘Aziz Al-Musnid,
hal. 235, Syaikh Ibnu Baz (melalui perantaraan Fatawa ‘Ulama al-Balad al-Haram), hal. 453.
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e G815l Lal Aniall 1S5 (e I3 Gl g Al ) (g Ak el ()5S o e rall 4S8
A IS5 IS ysimy g gma Y Sie lld 6 A slaa sl Al o i i el e sl el Ja
Ay Al o ) aes B o aly i e alug ale bl s Jgu )l 0 Sl
Gl

“Fatwa itu memang telah dikeluarkan oleh al-Lajnah ad-Daimah lil-Buhuts wal-
Ifta> Kerajaan Saudi Arabia yang saya pimpin dan dengan keterlibatan saya di
dalamnya. Ini adalah pendapat jumhur ‘ulama, sebagaimana disebutkan oleh
Muwafiquddin Ibnu Qudamah rahimahullzh dalam kitabnya al-Mughniy. Namun
niat tersebut hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah saja. Itu tidak
termasuk nikah mut’ah. Adapun jika hal itu disepakati bersama pihak keluarga
wanita atau dengan syarat waktu tertentu saja, maka nikah seperti ini munkar,
tidak boleh dilakukan dan termasuk dalam kategori nikah mut’ah nan bathil.
Karena Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melarangnya dan telah

memberitahukan bahwa Allah Ta’ala telah mengharamkannya hingga hari
kiamat. Wabillahit-Taufiq”.?*?

Pertanyaan lain juga diajukan kepada beliau rahimahullah:

B (0 s gl ) o e 14 11l A e Sl

“Saya pernah mendengar fatwa Syaikh yang mulia melalui sebuah kaset yang
membolehkan seseorang menikah di negara lain (tujuan safar) dengan niat akan
meninggalkannya pada waktu tertentu, seperti sesudah selesai mengikuti pelatihan
atau selesai melakukan tugas. Maka apa perbedaan antara nikah tersebut dengan
nikah mut’ah?”

Maka beliau rahimahull@zh menjawab:
oal) e I3 S 1Y) 3O Ay #ASH ) gy Lgwai y Uil g Ailal) Zialll (e (5 538 2 28] an
403l Loy Uil 5o 435S (g sl Al )3 (e (ol e 4l i s Ao pe DO Az 535 13) ey O
Conl g - Aot - ) G 4 G sSE Al o34 5 colalall ) sgan die 3¢y (s Db (sllay o Al
S e sl e Aa slaa 33a Ja yit 4 ()5S Aial) 2S5 o Al (g 4 3l 5 Uy
Ll e Jlalll dxiall #1558 138 ) seandil 5y S B0al o) 1306 U3 g g (it f s

232 Fatawd Islamiyyah, dihimpun dan disusun oleh Muhammad bin ‘Abdil ‘Aziz al-Musnid,
hal. 235, Syaikh Ibnu Baz (melalui perantaraan Fatawa ‘Ulama al-Baladil-Haram), hal. 454
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Y 128 clgilay Co g AL (g gl e adl 4l 3 (ST 5 A s 5 ) A e gy 305
138 5 ¢ll3 o puimy bl (5 4y (A S U Canal g Ba slaca ol g i 28 Al 038 g 0 i
(354 iall alia agie slSa alall Jal ) sean J58 138 5 Caal il 5 (350 G alie Clnd (1

A das y Al o cpal)

“Benar. Sudah ada fatwa yang dikeluarkan oleh al-Lajnah ad-Daimah dan saya
adalah pimpinannya, tentang diperbolehkannya menikah dengan niat talak bila
niat tersebut hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Swt. saja. Apabila seseorang
menikah di negara lain dan niatnya adalah menceraikannya apabila studinya telah
selesai atau setelah tugasnya sebagai pegawai selesai. Menurut pendapat jumhur
‘ulama, nikah seperti itu diperbolehkan, namun niatnya hanya diketahui olehnya
(si lelaki) dan Allah Swt. saja, dan itu bukan termasuk syarat.

Perbedaannya dengan nikah mut’ah adalah bahwa nikah mut’ah itu ada syaratnya
yaitu untuk waktu tertentu, seperti sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, atau
semisalnya. Lalu apabila habis masa itu, maka nikahnyapun dengan sendirinya
menjadi gugur (bubar/cerai secara otomatis). Inilah yang disebut dengan nikah
mut’ah yang bathil itu. Adapun menikah berdasarkan ajaran Allah Swt. dan
Rasul-Nya, akan tetapi di dalam hatinya ada niat akan menceraikannya apabila
telah selesai melaksanakan tugas di negara lain tersebut, maka nikah seperti ini
tidak mengapa (tidak ada masalah), karena niat seperti itu bisa berubah. la tidak
diketahui dan bukan sebagai syarat. Niat itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri
dan Allah Swt. saja. Maka tidak menjadi masalah yang demikian itu. Hal ini
merupakan cara pemeliharaan diri dari zina dan perbuatan yang keji. Perihal
adalah pendapat jumhur ‘ulama, sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam
kitab Al-Mughniy, yaitu Syeikh Muwaffiquddin lbnu Qudamah rahimahullah”. 2%

Menikah dengan niat cerai (talak) sudah menjadi pembahasan yang umum
di kalangan para ‘ulama, hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang Islam
yang menjadikan praktik nikah ini sebagai solusi dalam menjalankan kehidupan
yang semakin berkembang. Syeikh Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Baz

memaparkan bahwa menikah dengan niat cerai (talak) ini sering terjadi dan

233 Abdul *Aziz bin Abdullah bin Baz. Majmi’ Fatawa wa al-Magqalat al-Mutanawwi’ah,
(Riyadh-KSA: Al-Riasah al-‘Ammah wal Idarat lil Buhats al-‘Ilmiyyah wal Ifta’ wal Da’wah wal
Irsyad, 1990), juz ke 4, cet. I, him. 29-30. Lihat pula di Fatawa Islamiyyah, dihimpun dan disusun
oleh Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al-Musnid, hal. 236, Syaikh Ibnu Baz - melalui
perantaraan Fatawa ‘Ulama Al-Baladil-Haram, hal. 455.
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menjadi pilihan di zaman sekarang ini. Adapun beberapa alasan yang
menyebabkan seseorang melaksanakan nikah dengan niat cerai (talak) ini
diantaranya adalah karena faktor pekerjaan yang jauh dari tempat asal, atau tugas
belajar di negara lain, atau antara budak dengan tuannya ketika bepergian jauh

dalam waktu yang lama, dan lain sebagainya.?®*

2. Penyebaran Fatwa Nikah Dengan Niat Talak Bin Baz

Penyebaran fatwa nikah dengan niat talak ini tentunya difasilitasi secara
legal oleh Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi sendiri sebagai hukum legal yang
mengikat (Legal Laws of Government) dengan Badan Riset Keilmuan dan
Irsyadnya sebagai pencetus fatwa mutlak dan absolut guna disebar-luaskan ke
khalayak masyarakat Ahlussunnah dan diterapkan oleh mereka, baik di dalam
maupun luar negara Arab Saudi sendiri. Terutama lewat pengajian-pengajian yang
cenderung totalitas manhajnya merujuk ke ideologi dan pemikiran-pemikirannya
beliau rahimahullah (madzhab al-Hanabilah).

Dan diantaranya pula tersebar melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan
lewat media cetak (kitab, karya ilmiah, koran dll) dan online. Di media online pun
banyak tersebar pada beberapa situs yang di dalamnya terdapat audio rekaman
(voice) terkait ceramah-ceramah beliau dalam ranah figh dan keilmuan syari’at

lainnya. Pada media elektronik misalnya, sarana kaset yang tersedia dan tersebar

234 Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. Majmii’ Fatawda wa al-Magalat al-Mutanawwi’ah,
Riyadh: Dar al-Qasim, 2000.
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dengan adanya sebuah pertanyaan yang diajukan ke beliau terkait nikah dengan
niat talak ini, yang mana redaksinya sebagai berikut:

5t 2ny LS 5 55t sh s chanall D bl 3 s i i) anl e (55 ol e
Saiall )35 )l 138 Com Gl s Lad (i) 5f 5y sl elel cpnd ciisea

“Saya pernah mendengar fatwa Syaikh yang mulia melalui sebuah kaset, yang
membolehkan seseorang menikah di negara lain (tujuan safar) dengan niat akan
meninggalkan atau menceraikannya (wanita yang dinikahi) pada waktu tertentu
(temporer), seperti sesudah selesai mengikuti pelatihan (studi) atau selesai
melakukan tugas. Maka apakah ada perbedaan antara nikah tersebut dengan nikah
mut’ah?”

Maka beliau rahimahullah dengan tegas menjawab:
aall e SlID S 1Y) 3O Ay #USE ) gy Lgaas 5 Uy Aailall Zialll (o (5 68 j2im 281
40l Lo g aka g 435S (g ol 4l 50 (e (gl e adl i 5 4 5 3 B = 5 35 1) et ) g
Conal g - Adlaans - ) G 4 (585 Al 038 5 colalall ) sean e 13gn (s D8 Gl o Al
S et ol S A slas Be Ja 4 0 5 Al 1S5 o ) s 4 Gl 5 Uyl
Lal ¢ Jhalall driall 1S5 g8 138 1S Gl 5y sSaall Bl Cocali] 130 @l a5 i 5f i
Y 138 elgilhay (o g A (g0 gl e Al A B (15 A gy 5 bl A e Lgn g a0 S
138 5 ¢lld o puimy bl (5 4y & i el i Canl g da slaa ol g a5 28 Al 0328 g & guin
(350 ikall cinlis cic ol olel) Jal ) s 8 138 5 (il ill g 33 e e o (e
A das ydalad gy cpal)

“Benar. Sudah ada fatwa yang dikeluarkan oleh al-Lajnah ad-Daimah dan saya
adalah pimpinannya, tentang diperbolehkannya menikah dengan niat talak bila
niat tersebut hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Apabila seseorang
menikah di negara lain dan niatnya adalah menceraikannya apabila studinya telah
selesai atau setelah tugasnya sebagai pegawai selesai. Menurut pendapat jumhur
‘ulama, nikah seperti itu diperbolehkan, namun niatnya hanya diketahui oleh ia (si
laki-laki) dan Allah saja, dan itu bukan termasuk syarat.

Perbedaannya dengan nikah mut’ah adalah bahwa nikah mut’ah itu ada
syaratnya yaitu untuk waktu tertentu, seperti sebulan, dua bulan, setahun, dua
tahun, atau semisalnya. Lalu apabila habis masa itu, maka nikahpun dengan
sendirinya menjadi gugur (bubar/cerai otomatis). Inilah yang disebut nikah mut’ah
yang bathil itu. Adapun menikah berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, akan
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tetapi di dalam hatinya ada niat akan menceraikannya apabila telah selesai
melaksanakan tugas di negara lain tersebut, maka nikah seperti ini tidak mengapa,
karena niat seperti itu bisa berubah. la tidak diketahui dan bukan sebagai syarat.
Niat itu hanya diketahui oleh ia sendiri dan Allah saja. Maka tidak apa-apa yang
demikian itu. Ini merupakan cara pemeliharaan diri dari zina dan perbuatan keji.
Ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Al-
Mughniy, yaitu Muwaffiquddin Ibnu Qudamah rahimahullzh”.?®

Dan penyebaran lainnya adalah life-style yang marak terjadi di beberapa
negara, terutama Eropa (Western). Beberapa mahasiswa atau ekspatriat asal
negara Timur-Tengah melakukan nikah dengan niat talak ini dikarenakan doktrin
dalil maupun fatwa yang mereka terima sebelumnya dan mereka terapkan di
negara tempat mereka studi tersebut dengan warga lokal mapun non-lokal,
tentunya dengan latar-belakang dan tujuan yang bervariasi dari kedua belah-pihak

serta saling menguntungkan (symbiosis mutualisme).

3. Mayoritas Pengikut Fatwa Dengan Niat Talak Bin Baz Secara
Implementasinya
Menilik dari definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah
rahimahullah terkait bentuk nikah dengan niat talak ini, yaitu: “Seorang musafir
yang berpergian ke suatu daerah (negara lain) dan berdomisili dalam beberapa
waktu sesaat, lalu melakukan pernikahan dengan wanita pilihannya dan ia niatkan

jika dirinya kembali pulang ke daerah (negara) asalnya maka ia akan mentalak

235 Abdul *Aziz bin Abdullah bin Baz. Majmii’ Fatawa wa al-Magalat al-Mutanawwi’ah,
(Riyadh-KSA: Al-Riasah al-‘Ammah wal Idarat lil Buhats al-‘Timiyyah wal Ifta’ wal Da’wah wal
Irsyad, 1990), juz ke 4, cet. I, him. 29-30.
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wanita tersebut, akan tetapi akad pernikakan ini menjadi akad pernikahan yang
mutlak dari segala apapun sebab keterikatan masa.”?%

Usamah Umar al-Asyqgar menyatakan: “Telah terjadi pada akhir-akhir ini
fenomena-fenomena baru di tengah orang-orang asing yang bepergian jauh dari
negeri mereka, juga di tengah minoritas orang-orang muslim yang hidup
berdomisili di negara-negara western, beraneka ragam bentuknya, diantaranya
adalah pernikahan para pelajar atau mahasiswa yang didelegasikan oleh negara
Islam (Timur Tengah) ke negara barat (Eropa) dalam jangka waktu tertentu. Atau
ada juga dalam bentuk lainnya praktik pernikahan dengan wanita-wanita negeri
barat tersebut dalam masa waktu tertentu memudahkan mereka mendapatkan visa
dan izin tinggal, bahkan dapat bernaturalisasi menjadi warga negara tersebut.
Selaras munculnya beberapa fatwa dengan adanya percontohan kondisi yang
beraneka ragam tersebut, bahwasanya lahir fatwa yang shahih dari pemahaman
yang benar akan fenomena praktik budaya tersebut. Sebagian mayoritas secara
luas tidak memandang bentuk pernikahan seperti ini sebagai sesuatu yang
diharamkan. Adapula secara realitas pernikahan temporer menghasilkan
keturunan yang hal tersebut diinginkan oleh wanita dari pernikahan dengan lelaki
yang berakhir hubungan pernikahan diantara keduanya apabila sang wanita telah
melahirkan anak dari hasil perkawinannya tersebut dan dirinya tak ingin

memanfaatkan lelaki itu setelahnya, selain tujuannya hanya ingin memperoleh

236 |pbnu Taimiyyah, Taqiyyuddin. Ahkam az-Zawdj, yang ditahgiq oleh Muhammad Bin
Abdul Qadir ‘Atha. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1988/ 1408 H. Hlm. 55.
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keturunan sebagai bentuk fitrahnya perempuan atau kekhawatiran hilangnya
penerus keturunan sebagai pewaris keluarga, dan tentunya pernikahan ini tidak
langgeng bersama lelaki yang menikahinya tersebut.”?’

Dapat diambil kesimpulan, bahwasanya mayoritas yang mengikuti
pemahaman fatwa ini adalah mereka yang berasal dari negara Timur-Tengah
dengan latar belakang mahasiswa yang dengan masa studinya tersebut ingin
terhindar dari bahayanya zina, tentunya diiringi dengan kebutuhan-kebutuhan
lainnya yang bertumpu pada niatnya, dan kaum ekspatriat (Tenaga Kerja Asing)
yang bekerja hingga selesai masa tugasnya. Dan pastinya mereka ini adalah satu
kelompok yang ideologi maupun pemahaman-pemahamannya merujuk ke
pemikiran Bin Baz dan para ‘ulama yang se-manhaj dengan beliau rahimahullah.
Tentunya tidak hanya warga asal Timur-Tengah saja sebagai pengikut fatwa ini,
namun juga telah merambat ke belahan dunia barat (Eropa) yang notabennya baru
menyentuh dan mengenal Islam serta terkontaminasi dalam memahami pemikiran
beberapa ‘ulama Saudi dan Timur-Tengah lainnya sebagai tolak-ukur

Ahlussunnah yang dianggap notabennya ekstrimis dalam bermanhaj (Wahhabi).

4. Fatwa Bin Baz Tentang Nikah Dengan Niat Talak Perspektif Magashid
Al-Syari’ah Al-Syatibi
Imam al-Syatibi, magashid al-syari’ah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

(1) Kemauan takiif, maknanya vyaitu kemauan seorang mukailaf dalam

237 Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, Mustajaddat Fighivyah fii Qadhaya az-Zawaj wa
at-Thalaq. Dar an-Nafa’is, Oman, 2005/ 1425 H. Hlm. 205.
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mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh al-Sydri’ (Allah Swt.). Selanjutnya
al-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan
perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara
tersebut, itulah yang dimaksud oleh al-Syari’. (2) Magashid sebagai dalalah dari
khithdb syara’ atau menurut ahli ushdl adalah nash. (3) Magéshid syari’ah dari
hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.?®

Dan beliau membagi magashid menjadi tiga hirarki tingkatan, dharuriyyat,
hajjiyyat dan tahsiniyyat. Masing-masing dari tingkatan tersebut dapat
mengandung lima unsur magashid, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga
keturunan, menjaga kehormatan dan menjaga harta.?%

Rangkaian Gradasi kelima dharuriyyat, atau disebut juga dengan al-
kulliyyat al-khams, bersifat ijtihadi. Artinya, urutan tersebut disusun berdasarkan
hasil ijtihad para ‘ulama terhadap teks-teks al-Qur’an dan Hadits Nabi melalui
proses istigra’ (pengamatan induktif). Al-Syatibi tidak menetapkan kelimanya
dalam urutan yang paten. Dalam pembahasan tertentu ia lebih mendahulukan
aspek al-‘aql (menjaga akal) dari pada al-nasl (penjagaan terhadap nasab-

keturunan), namun dalam kesempatan lain al-nasl yang didahulukan. Dalam

konteks yang lain, terkadang al-nasl didahulukan dari pada harta, sementara akal

2% |lal al-Fasi, Magasid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-
Arabiyah, t.th), him. 50 dan169.
239 Jasser Auda, al-Magashid untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). HIm. 46
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diposisikan sebagai perhatian terakhir. Namun demikian, beliau selalu mengawali
al-dien (penjagaan agama) dan al-nafs (jiwa) dari pada yang lain.?*

Maslahat hajjiyyat merupakan suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan
untuk tujuan al-tausi’ah (keleluasaan) atau untuk terhindar dari kesulitan dalam
melaksanakan aturan tertentu. Magashid dalam kategori ini tidak sampai
menyentuh pada sesuatu yang prinsip atau primer, dalam arti kekosongannya
tidak berdampak fatal pada sisi tertentu dalam kehidupan, namun akan
mengakibatkan al-masyaqqgah (kesulitan) dan al-haraj (kesempitan). Karena itu,
untuk terwujudnya maslahat aspek ini ditetapkan beberapa al-rukhshah
(dispensasi) dalam ibadah seperti jama’ dan gashar shalat bagi musafir.?*!

Magashid tahsiniyyat dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat
aksesoris. Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan
yang lain. Karenanya, kegagalan terhadap magashid ini dipandang tidak sampai
berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak pada terjadinya
kesulitan dalam melakukan titah-titah Tuhan. Maslahat ini hanya berhubungan
dengan nilai kepatutan atau akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam
menjalankan aturan-aturan agama maupun adat kebiasaan. Aspek ini hanya

berkaitan dengan nilai kepantasan dan kepatutan manurut ukuran tata-krama dan

kesopanan masyarakat dan agama. Contoh yang bisa diketengahkan untuk

240 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), jilid Il, him. 10, 299; jilid Ill, him. 47;
jilid 1V, him. 27.

241 Abu Ishag lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, Jilid 11, him. 09.
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magashid ini adalah ketentuan ayat tentang al-thaharah (membersihkan diri dari
hadats besar dan kecil), menutup aurat, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya.?*2

Magashid tingkat kedua (hajjiyyat) tentu tidak semendesak maslahat
tingkat pertama (dharuriyyat), dan maslahat tahsiniyyat jelas tidak seurgen
maslahat yang kedua. Ketiga bentuk maslahat ini memiliki ketentuan relasi dan
konsekuensi yang erat antar satu sama lain: (1) Maslahat dharuriyyat merupakan
maslahat atau magashid yang paling mendasar dan utama dari maslahat yang lain
(hajjiy dan tahsiniy); (2) Kosongnya maslahat dharuriy secara total dapat
menghilangkan esensi yang hajjiy dan tahsiniy secara total pula; (3) Tidak
tergapainya maslahat hajjiy dan tahsiniy tidak (perlu) berakibat fatal terhadap
maslahat yang dharuriy; (4) Maslahat hajjiy atau tahsiniy yang takdapat terwujud
sama sekali juga dapat berdampak buruk pada keutuhan dharuriy. Artinya,
sebagian aspek dari yang dharuriy akan mengalami gangguan; dan (5)
Kemaslahatan yang bersifat hajjiy dan tahsiniy harus selalu diupayakan
memaksimalkan perbuatan yang bernilai dharuriy.?*

Untuk menggapai nilai-nilai magashid dibutuhkan pemahaman terhadap
situasi masyarakat. Cara ini dirumuskan untuk memahami teks al-Qur’an yang
bermuatan perintah atau larangan secara eksplisit, memahami ratio-legis (’illah

hukum), dan mengetahui maksud Tuhan yang bersifat eksplisit-elementer (al-

242 Abu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), jilid 11, him. 22,

243 Abu Ishag lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, Jilid 11, him. 13.
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ma’'na al-ashli) melalui observasi induktif terhadap ayat-ayat yang tersebar dalam
al-Qur’an.?* Pada intinya, semua bentuk magashid ini dipersiapkan tidak ada lain
hanya untuk memperhatikan kebaikan (kemaslahatan) manusia dalam kehidupan
duniawi dan ukhrawi.?*®

Dalam hal ini, pernikahan dapat masuk dalam beberapa kategori
maqashid. Misalnya, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga agama karena
dengan menikah, seseorang telah melaksanakan perintah agama dan dapat
terhindar dari beberapa dosa sesuai hadits Rasulullah Saw. tentang perintah
menikah. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga keturunan karena
dengan menikah seorang muslim akan memiliki anak sesuai dengan cara yang
diperintahkan oleh syari’at. Menikah dapat menjadi sarana menjaga kehormatan
karena menikah merupakan satu-satunya jalan legal yang diperbolehkan syari’at
bagi laki-laki yang ingin berhubungan dengan lawan jenis.?*® Dalam hal ini al-
Syatibi menjelaskan bahwa magashid dalam perkawinan saling terhubung antara
satu dengan yang lain.?*’

Menurut al-Syatibi, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami

dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu sebagai

244 Abu Ishaq lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar lbnu ‘Affan, 1997), jilid 11, him. 332-336.

245 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 11, him. 09.

246 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syari ‘ah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), him.
144,

247 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, Jilid I, him. 101. Lihat pula pada Ibnu ‘Asyur, Magashid al-Syariah, (Oman:
Dar an-Nafais, t.th.), him. 433.
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perjanjian yang kokoh, mitsagan ghalizhan sebagaimana tercantum pada QS. al-
Nisa’ ayat 21. Karena itu, pernikahan membutuhkan kematangan fisik biologis,
psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya.
Kematangan ini akan mencerminkan nilai-nilai magashid atau tujuan-tujuan
utama berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-
laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang luhur (mitsazgan ghalizhan)
dapat mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur’an, yakni terhindar dari perbuatan
zina sebagaimana termaktub pada QS. al-Isra’ ayat ke 32 atau hubungan seksual
di luar nikah, “Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka”
yang ini termaktub pada QS. al-Mu’minun ayat ke 6 dan ada pula di QS. al-
Ma’arij pada ayat ke 30, sehingga hifzh al-nasl dapat terjaga dengan baik. Namun,
tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan, karena
pernikahan dilaksanakan untuk memelihara magashid atau prinsip-prinsip hidup
lainnya (universal).?*®

Maqashid selalu mengarahkan seseorang untuk menjalankan suatu syari’at
atas dasar kebaikan, begitu pun dalam syari’at pernikahan. Allah Swt. berfirman
dalam surat al-A’raf ayat 189:

WP M ol B b BaE e I L P R O T 28 . Late B s
G 5ad Lga Baa Gl Lgadas Wl L) (81 ga 35 Lete daa s 30a 5 (et 00 aS3la 3l 38
G Sl Gy 5 R WAL I Gl Wi 4T 1523 B LB,

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam), adan dari
padanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka
setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan terus

248 Abu Ishag lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, jilid 11, him. 102. Lihat pula pada Ibnu ‘Asyur, Magashid al-Syariah, him. 437.
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merasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya memohon kepada
Allah Tuhan mereka: “jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami
akan selalu bersyukur”.

Dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa pada awal pernikahan tujuan kedua
pasangan adalah untuk saling menetap atau memberi nyaman (yaskun). Lalu
seiring berjalannya waktu pasangan suami istri akan mendambakan seorang
keturunan yang shalih atau shalihah. Kemudian puncak dari tujuan menikah
terdapat dalam akhir ayat yaitu supaya tergolong sebagai orang-orang yang
bersyukur.?4

Imam al-Syatibi menyatakan tujuan pernikahan yang kedua dari beberapa
magashid yang ada adalah mewujudkan rasa ketenangan, kasih dan sayang.
Tujuan ini dimiliki pernikahan jika di dalam pernikahan terdapat program ibadah
yang terintegrasi dengan tujuan awal pernikahan (meraih keridhaaan Allah Swt.)
dan diikuti dengan meraih rasa ketenangan dan bersatu padu dalam ikatan
perkawinan guna menumbuhkan rasa-rasa positif lainnya, seperti saling
menyayangi, memadu komunikasi yang interaktif dan saling berlemah-lembut.?>
Tujuan ini termaktub dalam nash al-Qur’an, sesuai dengan firman-Nya yang
berbunyi:

o b B ) Rk 850 oK e el R0 1831 Rl G &1 GIA 3 e e
&5 R ﬁ;ﬂ

249 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar lbnu ‘Affan, 1997), Jilid II, hlm. 102. Lihat pula pada Ibnu
‘Asyur, Ibnu ‘Asyur, Magashid al-Syariah, (Oman: Dar an-Nafais, tt), him. 434.

250 Apu Ishag lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), Jilid II, him. 101.
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“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah la menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi
kaum yang mau berfikir.”

Sesungguhnya rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang satu pondasi utama
dalam membangun rumah tangga yang selamat secara Islami. Dan berikut ini
perspektif Imam al-Syatibi tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu:

1. Timbulnya rasa ketenangan (al-Sakinah)

Rasa ketengangan merupakan nilai maknawi (perasaan yang tak ternilai
harganya) yang Allah Swt. jadikan sebagai tonggak utama dalam menegakkan
sebuah rumah tangga yang harmonis dan keeksisannya. Nilai ini tidak akan
terwujud kecuali jika terimplementasikan syarat-syarat keberwujudan dan hukum-
hukum syari’at pelaksanaannya. Untuk hal inilah Islam mensyari’atkan dalam
sekumpulan hukum-hukumnya guna mewujudkannya yang darinya lahir hak
berinteraksi mu’amalah antara suami dan istri, kekhususan laki-laki dengan
perempuan (pasca menikah) dan saling memadu ketenangan batin sesuai
syari’atnya. Sungguh terdapat keistimewaan pada akad perkawinan dari akad-akad
penting lainnya yaitu terwujudnya rasa ketenangan batin dalam anggota keluarga
(istri, anak-anak dan kedua orang tua).?®

2. Menumbuhkan rasa cinta (al-Mawaddah)

251 Abu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), Jilid 11, hlm. 103. Lihat pula pada Hamid
Misrar, Nazhariyyat al-Haqq wa Tathbigatuha Fi Ahkam al-Usrah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyyah, 2013), him. 148.
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Sesungguhnya Islam menjaga perasaan cinta dalam berumah tangga dan
mengkhususkannya dari  hukum-hukum vyang diterapkan serta terjaga
keeksistensiannya dengan sebagai permulaannya akan adanya hukum-hukum
khitbah (pertunangan) dan pada akhirnya ditutup dengan hukum-hukum talak dan
‘iddah. Rasulullah Saw. mengajak kepada setiap lelaki yang ingin meminang
perempuan yang akan dinikahinya,

LeSin a5 o sl adld L) il

“Lihatlah ia (perempuan tunanganmu itu), sesungguhnya hal tersebut akan

mengarahkan kepada kelanggengan diantara kalian berdua”.?%2

3. Melahirkan rasa kasih dan sayang (ar-Rahmah)

Kasih sayang adalah satu sifat yang membangkitkan interaksi mu’amalah
yang baik dan akhlak yang tinggi. Mampu menjadikan setiap suami dan istri takut
terhadap Rabb-nya, yang menjaga dan mengayomi hak-hak atas hubungan
tersebut dalam mengarahkan kebaikan pada pasangannya.

Maka sifat kasih sayang ini merupakan salah satu unsur penting dari
sepuluh unsur yang ada antara suami dan istri, dan hal itu juga merupakan bentuk
keabadian pada kondisi lapang, baik dan kerasnya kehidupan, dan menunjukkan
kejelasan sifat kesetiaan pada kondisi yang sulit.

Kehadiran akhlak dari rasa kasih dan sayang pada hubungan keluarga

menumbuhkan akhlak-akhlak saling toleransi dan mendahulukan kepentingan

252 Ali Ibnu Umar Abu al-‘Izz ad-Dar Quthni al-Baghdadi, Sunan ad-Dar Quthni, ditahqgiq
oleh ‘Abdullah Hasyim Yamani al-Madani, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), him. 252.
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hajat saudaranya ketimbang dirinya (al-Itsar). Inilah bentuk keberwujudan hak-
hak yang positif dan tentu hal ini mengandung sifat kontinyuitas dan keabadian.?3
Al-Syatibi menyatakan bahwa perkawinan dapat menjaga keturunan (al-
Nasl). Al-Nasl (keturunan) sendiri adalah pondasi utama keberlangsungan
kehidupan dan sebab keeksistensiannya, dengannya manusia dapat mewujudkan
kepentingan terbesarnya serta menjadi tokoh panutan dalam pengungkapan bentuk
keberwujudan alam semesta ini. Maka sungguh banyak disebutkan hal tersebut
oleh para ahli ushul figh dan fugaha’, tujuan besar yang mereka menjadikannya
sebagai bentuk kebutuhan yang ad-Dharuri (primer) dalam kemaslahatan. Dan

Islam menjaganya melalui dua cara, yaitu:

a. Menjaganya  dari  sisi ketidak-adaannya, dengan mencegah
menghancurkannya secara utuh atau meniadakannya setelah lahir
keberwujudannya.

b. Menjaganya dari sisi keberwujudannya, hal itu dapat dilakukan dengan
menggalakkan segala sesuatu yang melahirkan keeksistensian dan menambah
kuantitasnya secara massif.

Maka syari’at Islam sangat memprioritaskan penjagaan an-Nas| (eksistensi

keturunan) ini dan mengibaratkan kefaedahannya sebagai bentuk magashid yang

253 Abu Ishaq lorahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), Jilid 11, hlm. 104. Lihat pula pada Hamid
Misrar, Nazhariyyat al-Haqgq wa Tathbigatuha Fi Ahkam al-Usrah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyyah, 2013), him. 150.
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sangat urgen, yang dengannya adanya khidmat dari sistem keluarga yang baik dan
dengannya pula akan menggetarkan keummatan yang universal.?*

Terutama adalah penjagaan agama, terdapat beberapa indikator dalam
menjaga keberlangsungan rumah tangga dan penguatannya, yang dengan tugasnya
secara kontemporer dapat menegakkan pondasi agama dan akhlak yang luhur.
Untuk hal inilah syari’at muncul di bawah naungan pernikahan dalam ranah saling
tolong-menolong, ketaatan kepada Allah dan mengejar keridhaan-Nya,

sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

> 2.

Sed B 20NE 55 06 SRl SCATA L 01
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari
siksaan azab api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan.”
Dan sabda Nabi Saw. yang mulia, berbunyi: “Salah seorang diantara kalian yang
menjadikan hatinya pandai bersyukur, lisannya penuh dengan dzikir dan istri yang
beriman lagi shalihah, akan menentukan perkara akhirat kalian.”?*°
Dan khususkan untuk anak-anak dengan landasan hukum yang bertolak

dari lahirnya mereka sampai masa balighnya mereka, sebagai penanaman bagi

agama mereka dan penjagaaan keterikatan hubungan mereka dengan Allah Swt.?®

254 Abu Ishaq lbrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafaqgat, cet. 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), Jilid II, hlm. 105. Lihat pula pada Hamid
Misrar, Nazhariyyat al-Haqq wa Tathbigatuha Fi Ahkam al-Usrah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyyah, 2013), him. 151.

25 Sunan Ibnu Majah, Kitab an-Nikah, Bab Afdhal an-Nisa’, No. Hadits 1856, jilid I, hlm.
596.

2% Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, al-
Muwafagat, cet. 1, Jilid Il, him. 152. Lihat pula pada Hamid Misrar, Nazhariyyat al-Haqq wa
Tathbigatuha Fi Ahkam al-Usrah, him. 151.
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Dari pandangan Imam al-Syatibi di atas tentang perkawinan dan berumah
tangga, bahwasanya menikah termasuk dalam magashid syari’ah yang sangat
dianjurkan, bahkan wajib untuk menjaga agama, nasab dan keturunan yang baik.
Syari’at dibentuk oleh Allah Swt. bertujuan untuk kemaslahatan para hamba-Nya
di dunia dan akhirat. Tentunya para hamba-Nya tersebut wajib memahami konsep
dan kontennya secara baik sesuai pemahaman al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam hal ini, analisis tentang menikah dengan niat talak tidak dibenarkan
sepenuhnya secara syari’at, namun pada kondisi tertentu tidak dapat dipungkiri
bahwasanya menikah dengan niat talak ini tidak diharamkan dengan beberapa
pandangan para ‘ulama yang yang berkompeten dan diakui keilmuan serta
pemahaman agamanya. Karena hal ini terkait dengan niat, hanya sang hamba dan
Rabb-nya yang tahu. Tentunya pelaksanaan akadnya pun berbeda dengan nikah
mut’ah yang sangat jelas pengharamannya.

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan terkait menikah dengan niat talak
menurut fatwa Bin Baz ini dengan pandangan Maqashid Syari’ah Imam al-Syatibi
sebagai berikut:

1. Secara Dharuriyyat; Menikah sangat penting dalam menjaga agama, nasab dan
keturunan yang baik. Tujuan menikah termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
Menikah dengan niat talak tentunya sangat bertentangan dengan nilai magashid
syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai Sang Pembuat Syari’at,
dikarenakan menikah bertujuan memperbanyak keturunan, langgeng abadi dan

menolak perpecahan serta perceraian. Dan menikah dengan niat talak ini sangat
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berbahaya sekali jika ternyata ada unsur kecurangan (al-Ghasy) di dalamnya,
sebagaimana ditinjau dari hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah

disebutkan sebelumnya yang bersumber dari Maimun Al-Kurdy, yaitu:

359 a] 5 ectilad Lo ad Lgia L) (a9 Of A 3 Gl SIS ol JB e e 31al 535 day W
O 2 s Al o g il A Lgis Ll

“Siapa saja lelaki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau
banyak, namun dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang
menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya (menipunya). Bila ia
mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan
bertemu dengan Allah Swt. sebagai seorang pezina.”

2. Penjagaan Hajjiyyat; Kebutuhan manusia dalam menikah sangatlah
penting, terutama dalam menghilangkan kesulitan dalam hal biologis di lokus dan
kondisi tertentu. Syarat ini dapat dimasukkan dalam pembolehan menikah dengan
niat talak, asalkan ada niatnya yang harus disampaikan secara transparan kepada
wanita yang akan dinikahi serta keluarganya, agar terhindar dari praktik
kecurangan yang diharamkan dalam Islam. Sebagaimana hadits Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam dalam kitab Mu’jam al-Thabrani, yang diriwayatkan oleh

Shuhaib al-Rumi Ra. yang berbunyi:

O 5A 5 Cisan gy e i LBlaa (g Leabamy ¥ () (5538 3130l 2 558 ) L

Artinya: “Lelaki manapun yang menikahi seorang wanita dan ia berniat untuk

tidak memberikan hak maharnya (wanita yang dinikahinya) sedikitpun, sungguh
ia akan mati pada hari kematiannya sebagai seorang pelaku zina.”

Di sisi lain, sifat alamiah perempuan ingin memperoleh keturunan dan

mengayominya sesuai dengan gadratnya, yang diharapkan dapat menjaga

keberlangsungan keturunan dan menjadi pewaris dari harta yang dimiliki. Maka
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ada hal tertentu jika sebagian para ‘ulama memandang kebolehan dalam menikah
dengan niat talak ini, dengan catatan terdapat indikasi kemaslahatan yang
ditimbulkan pada wanita yang dinikahi, jadi tidak hanya menguntungkan pada
pihak laki-lakinya saja.

3. Perlindungan Tahsiniyyat; Menikah dengan niat talak dalam kebutuhan ini
sepenuhnya tidak dibenarkan, karena kebutuhan tersier tidak wajib buat
diwujudkan dengan konsekueni magashid yang ada. Secara tersier, kebutuhan
menikah dengan niat talak dipandang merendahkan derajat wanita, sekalipun
wanita yang akan dinikahi rela dengan pratik model pernikahan seperti ini. Karena
laki-laki yang ingin menikah dengan cara ini tidak bisa dipandang dalam ranah
kebutuhan Hajjiyyat, apalagi Dharuriyyat. Sebagai contoh, laki-laki yang telah
menikah dan memiliki anak yang ia tinggalkan di kampung halamannya. la keluar
ke negri rantau dikarenakan hal tugas atau kewajiban lainnya dalam kurun waktu
tertentu. Sangat tidak dibenarkan jika menikah dengan niat talak dengan wanita
lain yang ia lakukan di negri rantau tersebut, karena tanggungan keluarga di
kampung halaman harus ia prioritaskan, dan tentunya istri pertama harus rela dan
ridha setelah niatan ini disampaikan kepadanya. Jika tidak, ia telah berkhianat
dengan akad pernikahan luhur yang telah diucapkannya, terutama hak-hak istri
yang dilindungi oleh syari’at dan penegakkan hukum positif yang berlaku di
Indonesia. Karena sejatinya menikah untuk menciptakan rasa tangung-jawab dan
membentuk keluarga yang utuh, komunikatif, transparansi, sakinah, mawaddah

dan rahmah.
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Dalam hal ini dapat diambil dari beberapa ‘ulama terkait implikasi yang
ditimbulkan dari nikah dengan niat talak (cerai), yaitu menurut pendapat Imam
Malik, beliau berkata: “Menikah dengan niat talak ini tidak termasuk akhlaq
manusia (generasi salaf)”. Sedangkan dari madzhab al-Hanabilah, mereka
beralasan dengan argumen bahwa praktik nikah dengan niat talak tersebut sama
dengan nikah tahlil. Sedangkan nikah tahlil secara defisinisinya adalah nikah
sesaat yang dilakukan oleh seseorang supaya istri tersebut bisa dinikahi kembali
oleh suami sebelumnya yang telah menceraikan istri tersebut sebanyak tiga kali.
Hukum dari nikah tahlil menurut mayoritas ‘ulama adalah haram hukumnya.®’
Secara tegas dikatakan oleh al-Auza’i salah satu ‘ulama Syam (al-Hanabilah),
dimana ia berkata: “Hal tersebut adalah nikah mut’ah (haram) dan tidak ada
kebaikan di dalamnya”. Senada dikatakan oleh Syeikh Muhammad Shalih al-
‘Utsaimin, yaitu: “Hukumnya sama dengan nikah mut’ah; sebab ia telah
meniatkannya, sedangkan Nabi shallall@hu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

3 L sl JR15 431 Je ) )
‘Sesungguhnya semua amalan itu hanya tergantung dengan niatnya, dan setiap
orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan?®. Laki-laki ini telah
masuk dalam pernikahan yang ia niatkan mendapatkan kenikmatan untuk

sementara waktu, maka sebagaimana jika ia niatkan untuk penghalalan (sekalipun

257 Shalih Abd al-Aziz lbnu lbrahim Alu Manshur. Al-Zawaj Bi-Niyyah al-Thalaq Min
Khilal Adillah al-Kitab wa as-Sunnah wa Magqashid al-Syari’ah al-1slamiyyah, cet. |, (Saudi: Dar
Ibnu al-Jauzi), 2007 (1428 H), him. 63-64.

258 HR. al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907
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tidak mensyaratkan), maka hukumnya sama dengan hukum bersyarat. Demikian
pulalah jika ia berniat sekedar mengambil kenikmatan (sekalipun tidak
mensyaratkannya), hukumnya sama dengan hukum nikah mut’ah. Pendapat ini
sebagaimana dapat engkau lihat sendiri adalah pendapat yang kuat.?*

Maqashid dalam pernikahan yang saling berhubungan ini tentu berbeda
dengan semangat yang dimunculkan dalam praktik nikah dengan niat cerai (talak).
Puncak tujuan dari suatu pernikahan yakni membuat manusia selalu bersyukur
kepada Allah, tentu bertolak belakang dengan eksistensi perceraian. Cerai (talak)
selalu identik dengan suatu perpisahan, perpecahan, dan adanya suatu masalah

yang tidak bisa ditemukan jalan keluarnya.

259 Muhammad Ibnu Shalih al-‘Utsaimin, Asy-Syarhul-Mumti’ ‘ald Zad al-Mustagni’,
Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2007, jilid ke 12, him. 76.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari pembahasan Tesis yang telah peneliti analisa terkait nikah dengan
niat talak menurut Syeikh Bin Baz yang ditinjau oleh maqashid syari’ah al-
Syatibi, maka ada beberapa point yang dapat peneliti simpulkan, diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Syeikh Bin Baz menjelaskan dalam fatwanya bahwa menikah dengan niat
talak diperbolehkan dan dianggap tidak mengkhianati calon istri. Kebolehan nikah
dengan niat talak dengan syarat niat tersebut tidak disebutkan ketika akad dan
tidak disampaikan kepada calon istri secara terang-terangan. Bin Baz menyatakan
bahwa nikah dengan niat talak berbeda dengan nikah mut’ah karena nikah mut’ah
tidak memiliki implikasi hukum pasca jatuh tempo. Sedangkan nikah dengan talak
memiliki implikasi hukum yang sama dengan nikah biasa jika suatu saat
perceraian benar-benar dilakukan. Namun penulis dapat mengambil kesimpulan
dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ‘ulama kontemporer tentang
memahami nikah dengan niat talak ini, yaitu apabila seseorang menikah dengan
niat dan bermaksud hendak mentalak istrinya tersebut setelah berlalu beberapa
waktu lamanya, baik untuk jangka waktu yang singkat maupun lama (temporer),
dan dalam hal ini nikah dengan model seperti ini dikategorikan ke dalam nikah
mut’ah (nikah yang diharamkan).
2. Magqashid syari’ah dalam perkawinan sudah tercantum dalam nash, baik al-
Qur’an ataupun Hadits Rasulullah Saw. Banyaknya magashid dalam perkawinan

memiliki hubungan antara satu tujuan dengan tujuan lain. Tujuan-tujuan tersebut
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juga terbagi dalam beberapa tingkatan magashid yang telah dirumuskan oleh al-
Syatibi, yakni Dharuriyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyat. Misalnya tujuan perkawinan
agar menjaga agama dan memperoleh keturunan dengan menempati tingkatan
Dharuriyyat, tujuan ini berhubungan dengan tujuan lainnya seperti Hajjiyah
bahkan Tahsiniyyat, supaya para suami istri bersyukur kepada Allah yang
menempati tingkatan paling atas, yakni Dharuriyat. Nikah dengan tujuan cerai
dianggap tidak sesuai dengan semangat Magashid, terutama magashid tingkatan
dharuriyat. Nikah dengan niat talak ini, dapat dihukumi secara haram jika dan
terindikasi adanya tujuan niat yang tidak lazim (kezhaliman) terhadap pihak istri
yang akan dinikahi, hal ini merupakan perilaku yang buruk dan bukan termasuk
akhlak manusia (generasi salaf) menurut Imam Malik. Dan tidak hanya ada unsur
penipuan dan kecurangan di dalamnya, namun beberapa ‘ulama dari madzhab al-
Hanabilah menyatakan bahwa nikah dengan niat talak ini adalah praktik nikah
tahlil yang jelas keharamannya secara jumhur ‘ulama. Dan ditegaskan oleh Imam
al-Auza’i dari madzhab al-Hanabilah dan Syeikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin
bahwa menikah dengan niat talak ini sama halnya dengan nikah mut’ah dalam
mazhab Syi’ah yang sangat dilarang (haram mutlak) dalam syari’at Islam yang
mulia ini. Dan lebih spesifik, bahwasanya menikah dengan tujuan niat talak ini
tidak membawa kemaslahatan dengan semangat magashid syari’ah, terutama
implikasi yang ditimbulkan dari terlantar dan teraniayanya hasil dari hubungan
(keturunan) pernikahan model ini, status anak akan menjadi “yatim” yang secara

otomatis hilangnya hak-hak yang ada pada dirinya, termasuk gangguan psikis
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yang akan mempengaruhi kejiwannya, dalam hal ini masuk pada bab Dharuriyyat
dengan penjagaan keturunan (hifzh al-nasl) yang “diperkosa” atas nama agama.
Dan penjagaan agama (hifzh al-dien) adalah hal yang paling mutlak dalam
semangat tujuan magashid syari’ah, dengan adanya praktik nikah dengan niat
talak akan menyebabkan seorang wanita muslimah yang baru memeluk Islam
berbalik menjadi murtad keluar dari Islam. Dikarenakan semula ia memandang
agama suami yang menikahinya adalah baik, namun ternyata Islam dalam
pandangannya tidak lebih dari ideologi ekstrimis bahkan satanis yang dikarenakan
adanya oknum dalam mempraktikkan nikah dengan niat talak ini sesuai keinginan
hawa nafsu seksualnya, sebagaimana hal ini terjadi di negri barat (Western). Maka
ditegaskan secara spirit magashid syari’ah dalam perspektif imam al-Syatibi yang
berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah serta para ‘ulama kontemporer yang lurus dan
adil dalam pemahaman syari’atnya, menikah dengan niat talak ini dihukumi
haram dan tidak layak dianut oleh seorang Muslim yang notabennya mengaku

sebagai Ahlussunnah wal jama’ah.

B. Saran dan Keterbatasan Penelitian
Pernikahan dengan niat cerai memang diperbolehkan menurut fatwa Bin
Baz dan juga oleh mayoritas para ‘ulama. Namun dalam praktiknya menikah
harus didasarkan dengan suatu niat yang baik, yaitu melangsungkan kehidupan
berumah tangga yang kekal. Sedangkan menikah dengan niat talak ini juga

ditentang dan disamakan posisinya sebagai bentuk nikah tahlil bahkan mut’ah,
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yang jelas keharamannya. Tentunya penelitian tentang suatu masalah pernikahan
menggunakan analisis maqashid syari’ah ini harus lebih diperbanyak dan
dipertajam kembali, diiringi dengan kombinasi para ‘ulama yang teruji nalar spirit
maqashid syari’ahnya. Karena dengan mengetahui maqashid dari suatu syari’at,
seorang muslim akan mengerti nilai-nilai kebaikan yang diharapkan oleh Allah
Swt. dalam syari’at tersebut. Sebagaimana pernyataan Imam al-Syatibi dalam
mendifinisikan maqashid syari’ah, yaitu: “Sesungguhnya syari’ah ditetapkan
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (para hamba) di dunia dan akhirat.2%

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa penelitian ini
menggunakan pendekatan filosofis, konseptual dan kualitatif, dimana hasil kajian
yang dilakukan semestinya yang sudah menghasilkan teori sebagaimana
penelitian lainnya. Sebagaimana konsekuensi dari hasil penelitian ini adalah
adanya sebuah analisis mata pisau berupa Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi dalam
membaca permasalahan menikah dengan niat talak perspektif fatwa Abdul Aziz
Bin Abdullah Bin Baz sifatnya masih sangat minim dan relatif terbatas, maka
dipastikan penelitian ini belum mampu menjangkau segala persoalan yang terkait
polemik pernikahan kontroversial tersebut di era kontemporer ini.

Penelitian ini hanya bersinggungan serta menekankan pada problematika
perkawinan dengan niat talak menurut fatwa Bin Baz dan beberapa sudut pandang

dari beberapa ‘ulama dalam praktiknya. Sedangkan dalam bentuk implikasinya

260 Al-Syatiby, al-Muwafagat fi Ushul al- Syari’ah, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-
Kubra: 1975), jilid 11, him. 2-3.
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secara detail dan terperinci belum terangkum dalam penelitian sederhana ini.
Dengan kata lain bahwasanya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.
Tentunya diharapkan adanya penelitian yang jauh lebih eksplisit ke depannya
guna menindak-lanjuti penelitian pernikahan niat talak ini dengan semangat
Maaqashid Syari’ah yang telah diciptakan oleh Sang al-Syari’ (Allah Swt), Sang

Maha Tinggi lagi Maha Segala-galanya. Wall@hu Ta’ala a’lamu bi al-shawab.
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